PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

NOMOR : W.1.IM1.1M1.04.0300.0T.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN ADMINISTRATIF

Menimbang

Mengingat

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan azas penyelenggara pemerintah yang baik;

bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) maka perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il
TPI Langsa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,
Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan
Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal,
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status lzin Tinggal Kunjungan
Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi
Izin Tinggal Tetap;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 16 Juni
2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI LANGSA TAHUN 2024.

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 1l TPI Langsa.

Standar Operasional Prosedur Sebagaimana disebutkan dalam Dictum Pertama Diatas
terdiri dari :
- Standar Operational Prosedur Pelayanan Keimigrasian Pada Seksi Lalu Lintas
Keimigrasian dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Standar Operational Prosedur Pelayanan Keimigrasian Pada Seksi Inteligen dan
Penindakan Keimigrasian;
- Standar Operational Prosedur Pelayanan Keimigrasian Pada Seksi Teknologi
Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- Standar Operational Prosedur Administratif pada Bagian Kepegawaian,
Keuangan dan Umum.
Wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai pedoman dalam
penilaian kinerja petugas oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan publi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 04 Maret 2024
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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Keterkaitan:

1. SOPAP Pelayanan Bagi Pemohon Paspor Kelompok Rentan/Berkebutuhan
Khusus/Penyandang Disabilitas;

2. SOPAP Pemeriksaan Bukti Daftar Paspor Online dan Verifikasi Data; dan

3. SOPAP Pengambilan Biometrik dan Wawancara dalam Implementasi Aplikasi Paspor
Online.

Peringatan:

SOP ini wajib dijadikan acuan sebagai alur proses permohonan paspor bagi pemohon paspor
dengan menggunakan Aplikasi Paspor Online

Nomor SOPAP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0302

Tanggal Pembuatan : 04 MARET 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 06 MARET 2024

Disahkan Oleh

Nama SOPAP ALUR PROSES PERMOHONAN PASPOR ONLINE

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki akses internet;

2. Memiliki smart phone untuk menggunakan Aplikasi Paspor Online;
3. Memahami dokumen persyaratan paspor; dan

4. Memahami syarat dan ketentuan dalam permohonan paspor.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Smartphone;
2. Jaringan internet;

Pencatatan dan Pendaftaran:

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi Paspor Online

hitps-/fosre bssn.go.idiverifikasi




1. PENDAFTARAN 4. PEMILIHAN LOKASI PERMOHONAN PASPOR, 5. PERSETUJUAN DATA DAN SYARAT & 6. PEMBAYARAN
PEMOHON AKUN & LOGIN JENIS PASPOR, DAN JADWAL KEDATANGAN KETENTUAN
1. Mendaftark ’ 1. Melakukan pembayaran
. Mendaftarkan )
s akun Paspor 1. Memilih tujuan Kantor Imigrasi 1. Menyetujui kesesuaian data 5‘?5}13'3*9*“*8*3” kode
% X Online dan lokasi permohonan paspor**; pemohon; billing ;
d verifikasi email; 2.memilih jenis paspor sesuai 2. menyetujui syarat & ketentuan 2. setelah melakukan
2. Login Paspor dengan yang tersedia pada permohonan paspor bahwa biaya pembayaran, .
£ Online dengan Kantor Imigrasi terpilih; yang sudah disetorkan ke kas mendapatkan Bka'
akun terdaftar; 3. Memilih jadwal kedatangan***. Negara tidak dapat dikembalikan Daftar Paspor Online
3. Membaca dan apabila: yang memuat:
menyteéww a. tidak hadir sesuai jadwal * Data pemohon;
iﬁgtuan kedatangan dan tidak ° Barcgde;
permohonan melakukan reschedule****; *  Bukti pembayaran;
paspor. 3. PENGINPUTAN DATA b. permohonan paspor ditolak *  Lokasi UPT terpilih
Ao PERMOHONAN PASPOR dalam hal: dan jadwal
- jc Data tidak Data PADA PANDUAN e termasuk dalam daftar kedatangan;
terverifikasi terverifikasi LAYANAN PASPOR pencegahan dan ) Syarat & ketentuan;
1. Menginput data dan penangkalan; 3. Bukti Daftar Paspor
- jawaban pada panduan * memberikan data tidak O.nlm.e wajib di-print dan
@ 2. PENGINPUTAN layanan paspor sesuai sah dan/atau keterangan ditunjukkan kepada
Pemohon DATA PEMOHON tujuan permohonan tidak benar; Petugas pada saat datang
konfirmasi 1. Melakukan paspor; * hal lain yang dianggap ke UPT sesuai dengan
kepada penginputan 2. mengunggah dokumen oleh petugas akan lokasi terpilih dan jadwal
. *. persyaratan sesuai : kedatangan.
Dukcapil data pemohon*; . dipergunakan untuk
2. Verifikasi NIK tujuan permohonan . | huk
untuk : ’ . tujuan melawan hukum.
. nama, dan paspor;
kesesuaian ! . 3. memeriksa kesesuaian
tanggal lahir ke data dan koreksi bil
data NIK sistem Dukcapil. s:IE\ah an koreksi apabila
*Satu akun Paspor Online dapat mendaftarkan 5 (lima) pemohon pada jadwal kedatangan dan Kantor Imigrasi yang sama; o **xk* Wakty pembayaran maksimal 3 (tiga) jam sejak kode billing

PENGAYOMAN

** Pjlihan UPT dibuka untuk seluruh Indonesia sesuai dengan lokasi yang dipilih;
*** Pemohon diberikan informasi kuota tersedia pada setiap UPT dan tanggal kedatangan yang dibuka 30 hari ke depan oleh  «  **x#%* pengambilan paspor dapat dilakukan dengan pengiriman via
PT. POS apabila tersedia pada Kantor Imigrasi.

masing-masing Kantor Imigrasi;

TENTANG

ALUR PROSES PERMOHONAN PASPOR ONLINE
NOMOR : W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0302 TAHUN 2024
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

diterbitkan;

**** pemohon dapat melakukan reschedule jadwal kedatangan sebanyak 2 (dua) kali maksimal H-1 sebelum jadwal
kedatangan, tidak dapat mengganti lokasi UPT;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH

7. PELAKSANAAN

VERIFIKASI,

WAWANCARA DAN

PENGAMBILAN

BIOMETRIK

1. Datang ke Kantor
Imigrasi sesuai pilihan
dan jadwal kedatangan;

2. melakukan antri
verifikasi dokumen
persyaratan paspor asli
dan Bukti Daftar Paspor
Online pada Petugas
Customer Service;

3. menyerahkan Bukti
Daftar Paspor Online
dan asli dokumen
persyaratan paspor;

4. setelah data
terverifikasi,
mendapatkan antrian
booth pelayanan;

5. melakukan wawancara
dan pengambilan
biometrik pada booth
pelayanan;

6. mendapatkan bukti
pengambilan paspor;

7. mendapatkan notifikasi
paspor telah selesai dan
mengambil paspor di
Kantor Imigrasi dengan
membawa bukti
pengambilan paspor
dan data diri******,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG

ALUR PROSES PERMOHONAN PASPOR ONLINE

PEMOHON

Pemohon konfirmasi
kepada Dukcapil untuk
kesesuaian data NIK

’ h 3 PENGINPUTAN DATA
BERHASIL ey PERMOHONAN PASPOR
o > e Menginput data dan
1 PENDAFTARAN AKUN & LOGIN 2 PENGINPUTAN DATA PEMOHON ‘ jowaban pada panduan
* Mendaftarkan akun paspor e Melakukan penginputan layanan paspor sesuai
online & verifikasi email data pemohon n tujuan permohonan paspor
* Login paspor online dengan » Verifikasi NIK, nama dan e« Mengunggah dokumen
akun terdaftar tanggal lahir ke Sistem persyaratan sesuai tujuan
* Membaca dan menyetujui Dukcapil permohonan paspor
syarat & ketentuan e Memeriksa kesesuaian data
dan koreksi apabila salah
PETUGAS BANK/KANTOR POS PEMOHON PEMOHON
° 9 HEE NN
. RN

PEMILIHAN LOKASI,

7 PELAKSANAAN VERIFIKASI, 6 PEMBAYARAN MELALUI 5 PERSETUJUAN 4
WAWANCARA DAN BANK/KANTOR POS e Menyetujui kesesuaian JENIS PASPOR, DAN JADWAL
PENGAMBILAN PASPOR e Melakukan data pemohon KEDATANQAN ‘

e Menyerahkan Bukti pembayaran sesuai ¢ menyetujui syarat & . Me.mlllh. tUjUCII:l Kantor
Daftar Paspor Online dengan kode billing ketentuan permohonan Imigrasi lokasi permohonan
dan asli dokumen paspor bahwa biaya yang [Pl
persyaratan paspor sudah disetorkan tidak * memilih jenis paspor

dapat dikembalikan e Memilih jadwal kedatangan



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

Nomor SOPAP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0303

Tanggal Pembuatan : 04 MARET 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 06 MARET 2024

Disahkan Oleh

=
PEMERIKSAAN BUKTI DAFTAR PASPOR ONLINE DAN

Nama SOPAP VERIFIKASI DATA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Keterkaitan:

1. SOPAP Pelayanan Bagi Pemohon Paspor Kelompok Rentan/Berkebutuhan
Khusus/Penyandang Disabilitas;

2. SOPAP Alur Proses Permohonan Paspor Online; dan

3. SOPAP Pengambilan Biometrik dan Wawancara dalam Implementasi Aplikasi Paspor
Online.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan penerbitan paspor;
2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

3. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer;

2. Jaringan internet;

3. Akun Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan RI;

Peringatan:

SOP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan implementasi Aplikasi Paspor Online dalam
proses pelayanan penerbitan paspor sehingga Petugas Imigrasi dapat melakukan
pemeriksaan Bukti Daftar Paspor Online dan verifikasi kesesuaian data.

Pencatatan dan Pendaftaran:

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi Paspor Online

hitps-/fbsre.bssn.go.idfverifikasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
TENTANG
PEMERIKSAAN BUKTI DAFTAR PASPOR ONLINE DAN VERIFIKASI DATA
NOMOR : W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0303 TAHUN 2024
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

PENGAYOMAN

PEMOHON PETUGAS CUSTOMER SERVICE PETUGAS CUSTOMER SERVICE PEMOHON
1' 2. 3. 4. ® R
] L ‘
. 1. berik tri

1. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai pilihan dan jadwal 1. Menginput nomor permohonan yang :en;h erl| an non?or antnan :

kedatangan; tertera pada Bukti Daftar Paspor Online ooth pefayanan; Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan
2. melakukan antri verifikasi dokumen persyaratan paspor dalam Sistem Penerbitan Dokumen 2. mengarahkan pemohon ke ruang

asli dan Bukti Daftar Paspor Online pada Petugas Perjalanan RI dan/atau melakukan scan tunggu/booth layanan.

Customer Service; barcode;
3. menyerahkan Bukti Daftar Paspor Online * dan asli 2. melakukan verifikasi kesesuaian data.

dokumen persyaratan paspor.

* Dalam hal pemohon yang dikecualikan diatur dalam SOPAP
Permohonan Paspor Bagi Pemohon Yang Berkebutuhan
Khusus



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG

ALUR PROSES PERMOHONAN PASPOR ONLINE

PEMOHON

PETUGAS
CUSTOMER CARE

PETUGAS
CUSTOMER CARE

e Datang ke kantor sesuai
jadwal kedatangan

e Melakukan antri verifikasi
dokumen persyaratan
paspor asli dan bukti
daftar online

* Menyerahkan bukti daftar
paspor online dan asli
dokumen persyaratan

2 * Menginput nomor
permohonan yang
tertera pada Bukti
Daftar Paspor Online

e Melakukan verifikasi
kesesuaian data

3 + Memberikan Nomor
Antrian Booth
* mengarahkan
pemohon ke ruang
tunggu / Booth
layanan

4

PEMOHON

Pemohon menunggu di
ruang tunggu layanan



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

Nomor SOPAP : W1.IML.IMI.4-OT.03.01-0304

Tanggal Pembuatan : 04 MARET 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif |- 06 MARET 2024

Disahkan Oleh

ASiKELhS .
PENGA BIOMETRIK DAN WAWANCARA DALAM

Nama SOPAP IMPLEMENTASI APLIKASI PASPOR ONLINE

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Keterkaitan:

1. SOPAP Pelayanan Bagi Pemohon Paspor Kelompok Rentan/Berkebutuhan
Khusus/Penyandang Disabilitas;

2. SOPAP Alur Proses Permohonan Paspor Online; dan

3. SOPAP Pemeriksaan Bukti Daftar Paspor Online Dan Verifikasi Data.

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:

Memiliki kemampuan memberikan pelayanan penerbitan paspor;

Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik.

Memiliki kemampuan dalam pengambilan biometrik;

Memiliki kemampuan dalam melakukan wawancara tujuan permohonan paspor;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan.

ouhrwprE

Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer, printer, scanner;

2. Perangkat pengambilan biometrik (kamera dan finger scanner);
3. Jaringan internet;

4. Akun Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan RI.

Pencatatan dan Pendaftaran:

SOP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengambilan biometrik dan wawancara
dalam implementasi Aplikasi Paspor Online dalam proses pelayanan penerbitan paspor.

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi Paspor Online.

hitps-ibsre bssn.go.idiverfikasi




PENGAYOMAN

PEMOHON
1.

f ~

®© ©
)

Yo =

1. Datang ke booth layanan paspor
sesuai nomor antrian yang
diberikan;

2. menyerahkan Bukti Daftar
Paspor Online dan asli dokumen
persyaratan paspor.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
TENTANG

PENGAMBILAN BIOMETRIK DAN WAWANCARA DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI PASPOR ONLINE

NOMOR : W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0304 TAHUN 2024
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

Menginput nomor permohonan
pada Sistem Penerbitan Dokumen
Perjalanan RI;

melakukan pengambilan foto dan
sidik jari;

melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen asli
persyaratan paspor;

melakukan verifikasi kesesuaian
data dengan dokumen yang
diunggah;

melakukan edit data apabila
terdapat ketidaksesuain data yang
diinput pemohon pada Aplikasi
Paspor Online dengan data pada
dokumen persyaratan paspor;
meng-entry dokumen persyaratan
paspor yang belum diunggah pada
Aplikasi Paspor Online;
melakukan wawancara tujuan
permohonan paspor.

3a.

3b. Kurang dokumen 1.
persyaratan

3c.

Setuju
pemberian
paspor

paspor

A

Penolakan
pemberian
paspor

>

Melanjutkan proses penerbitan paspor.

Menunda proses paspor;

2. memberikan catatan tunda layanan pada Bukti Daftar Paspor Online
dan jadwal kedatangan kembali maksimal 5 (lima) hari kerja;

3. melanjutkan proses penerbitan paspor apabila dokumen persyaratan

paspor telah dilengkapi dan meng-entry kekurangan dokumen

persyaratan paspor yang belum diunggah pada Aplikasi Paspor Online.

=

memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar;

hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan
melawan hukum; atau

tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan paspor dalam batas
waktu yang ditentukan.

N



1

e Datang ke booth layanan
paspor sesuai nomor
antrian yang diberikan;

e Menyerahkan Bukti Daftar
Paspor Online dan asli
dokumen persyaratan
paspor.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG
PENGAMBILAN BIOMETRIK DAN WAWANCARA DALAM IMPLEMENTASI

APLIKASI PASPOR ONLINE

PETUGAS

Menginput nomor permohonan
pada Sistem Penerbitan
Dokumen Perjalanan RI;
Melakukan pengambilan foto
dan sidik jari;

Melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen asli
persyaratan paspor;

Melakukan verifikasi kesesuaian
data dengan dokumen yang
diunggah;

Melakukan edit data apabila
terdapat ketidaksesuain data
yang diinput;

Meng-entry dokumen
persyaratan paspor yang belum
diunggah;

Melakukan wawancara tujuan
permohonan paspor.

—>

—

—>

3a.

3b.

persyaratan

3c.

SETUJU 4
PEMBERIAN
PASPOR

0 Melanjutkan proses penerbitan paspor

Kurang 1.Menunda proses paspor;

Dokumen 2.memberikan catatan tunda layanan pada
Bukti Daftar Paspor Online dan jadwal
kedatangan kembali maksimal 5 (lima) hari
kerja;

3.melanjutkan proses penerbitan paspor
apabila dokumen persyaratan paspor telah
dilengkapi dan meng-entry kekurangan
dokumen persyaratan paspor yang belum
diunggah pada Aplikasi Paspor Online.

paspor

1.memberikan data tidak sah dan/atau
keterangan tidak benar;

2.hal lain yang dianggap oleh petugas akan
dipergunakan untuk tujuan melawan
hukum; atau

3.tidak dapat melengkapi dokumen
persyaratan paspor dalam batas waktu
yang ditentukan.

Penolakan
pemberian
paspor



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

Nomor SOPAP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0305

Tanggal Pembuatan : 04 MARET 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 06 MARET 2024

Disahkan Oleh

ULLOH SHODIQ
7103111999031001

S
—~———
PELAYANAN BAGI PEMOHON PASPOR KELOMPOK

Nama SOPAP RENTAN/BERKEBUTUHAN KHUSUS/PENYANDANG DISABILITAS

Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Keterkaitan:

1. SOPAP Alur Proses Permohonan Paspor Online;

2. SOPAP Pemeriksaan Bukti Daftar Paspor Online dan Verifikasi Data; dam
3. SOPAP Pengambilan Biometrik dan Wawancara dalam Implementasi Aplikasi Paspor Online.

agrODE

Peringatan:

Memiliki kemampuan memberikan pelayanan penerbitan paspor;
Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan.

arwnE

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/printer/scanner;

2. Jaringan internet;

3. Akun Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan RI; dan

4. Buku Catatan Khusus untuk pemohon paspor
khusus/penyandang disabilitas.

kelompok rentan/berkebutuhan

Pencatatan dan Pendaftaran:

SOPAP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan bagi pemohon paspor kelompok
rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas yang tidak perlu melakukan permohonan
paspor pada Aplikasi Paspor Online. Petugas Imigrasi wajib memberikan catatan dalam aplikasi
dan buku catatan khusus sehingga jumlah pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan
khusus/penyandang disabilitas dapat tercatat dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi Paspor Online dan catatan manual dalam Buku
Catatan Khusus

hitps-/fbsre.bssn.go.idfverifikasi




PENGAYOMAN

PEMOHON YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

1.

& @

\\

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH

TENTANG

NOMOR : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0305 TAHUN 2024
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

PETUGAS CUSTOMER SERVICE

-

KABID/KASI/KASUBSI

4>

1. Kriteria

. pemohon

pemohon  paspor  kelompok
rentan/berkebutuhan  khusus/penyandang
disabilitas dengan izin dari Pejabat Imigrasi
terhadap:

paspor kelompok
rentan/berkebutuhan  khusus/penyandang
disabilitas; dan

.pemohon paspor dalam keadaan sakit.
. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi;
. Melakukan antri verifikasi berkas persyaratan

paspor pada jalur antrian khusus kelompok
rentan;

Menyerahkan dokumen persyaratan paspor
asli dan fotokopi dalam lembar ukuran a4.

Melakukan verifikasi berkas
permohonan paspor*; dan

Melakukan pencatatan pada buku

catatan khusus dan melaporkan
kepada kepada Kepala Bidang
Lalintuskim/Kasi  Lantaskim/Kasubsi
Lalintuskim.

>

Melakukan identifikasi dan memberikan
persetujuan pemohon paspor kelompok
rentan/berkebutuhan
khusus/penyandang disabilitas.

* pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan
khusus/penyandang disabilitas dapat langsung dilayani (walk-
in) tanpa harus mendaftar di Aplikasi Paspor Online

>

»—

setuju

—

—p

tidak setuju

PELAYANAN BAGI PEMOHON PASPOR KELOMPOK RENTAN/BERKEBUTUHAN KHUSUS/PENYANDANG DISABILITAS

PETUGAS CUSTOMER SERVICE
4a.

o

1. memberikan nomor antrian;

2. mengarahkan pemohon ke booth
pelayanan khusus kelompok
rentan/berkebutuhan
khusus/penyandang disabilitas.

PETUGAS CUSTOMER SERVICE

Menolak pemohon yang dianggap tidak
memenuhi kriteria kelompok
rentan/berkebutuhan khusus/penyandang
disabilitas setelah dilakukan identifikasi
oleh KABID/KASI/KASUBSI.



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IML.IMI.4-OT.03.01-0306
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

- u LYOH SHODIQ
Ny AN 3111999031001

NAMA SOP

‘-’MBANHA" <X M
u N TINGGAL KUNJUNGAN

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Kunjungan
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penerbitan 1zin Tinggal Kunjungan
3.|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang|4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5.|Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan,Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.02-12.01.10 Tahun1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa tinggal Terbatas, lzin
Masuk, dan Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telsh ditandatangani secara akan serfifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serfifikasi Elekironik (BSrE), Badan S

dokumen dapat dice

elektronik menggun
mielalui tautan hitpsafbsre bssn.go.idfverifikasi

reashan

ber dan San

di Mepara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Kelengkapan
Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan .| Tanda terima| permohonan sesuai
1. . . loket permohonan 10 menit
persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
a1 . l:vj Data
2 I\K/Iemasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal ot eﬁ?éﬁzian 5menit | pemohon di
unjungan p komputer
Berkas Verifikasi Apabclilgﬂn;?(s:gtjalam
3.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon ftindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tanda
e S R Dokim dan . tangan pada
4./ meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin — Masalah? paspor 5 menit dokim dan
paspor
AV . Berkas Data hasil
5.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai Ya permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
4 Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta Tanda terima . Paraf ketidaksesuaian
6. . . . lah? » 5 menit ; Lo
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang va permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
Tidak ¢
Slip tanda Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan ptan . digunakan untuk
7. berik Kti bukti 5 menit pembayaran enaambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITK peng _
selesai
y Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon b tan . |biometrik dan
8.|sebagai data biometrik buk tomenit | " gidik jari
Sebagal pembayaran
pemohon
) ) o A Berk Nomor
Memberikan nomor register dan menerakan Izin Tinggal erkas _ register
9. . permohonan 3 menit
Kunjungan pada paspor pemohon . pemohon
dan dokim ;
dalam sistem
A Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau P/2 Dokim dan . tangan pada dilakukan oleh
10.| LS 5 menit X - .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk




Kegiatan

Pelaksana

Lantaskim

P/1

Bendahara

Tata Usaha Wasdakim

Mutu Baku

Insarkom Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

13.

Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai

insarkom

selesai

11 Memindl fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit Dati";:;S" koreksi data pada
‘|peneraan Izin Tinggal Kunjungan sebagai arsip paspor dopkumen sistem bila perlu
y
Paspor yang Pemohon
- . . Iok i ;

Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai oket Bukti _ telah menunjukkan tanda

12. kepada pbemohon pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
P P dokim P syarat pengambilan

ITK >
dokim
Berkas selesai .
( selesal ) dan ekspedisi | 5 menit Arsip berkas




APPLICANT APPLICANT
™ . %
l'l —> n —>

Come to the 2 Get The Queue Number
Immigration Office

e Checking All the
Required Documents
* Fill out the forms

FOREIGNER SERVICE
APPﬁANT APPLICANT OFFICER
| —
The Applicati ill .
g beie:: “t;: I?:ktl in 5 Use the Payment bill to pay 4 * Datainputand
y o piek Up at Post Office or any Banks Document

3 working days after
the interview was
conducted

Scanning to system
* Taking photo, finger
prints and interview
obtain payment bill



IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

rpwN

Undang-Undang Nomor Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin
Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, lzin

Masuk, dan Izin Keimigrasian.

11 Tahun 2008 tentang

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan |lzin Tinggal Kunjungan | Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Kunjungan
lintas dan pengaturan dan | teknis
fasilitas pengamanan Keimigrasian
keimigrasian, teknis serta
izin tinggal pelaksanaan pelaksanaan
orang asing dan |tugas di bidang | tugas di
status Izin Tinggal | bidang Izin
kewarganegara |Orang Asing | Tinggal Orang
an sesuai Dan Status | Asing.
dengan Kewarganegara
peraturan an;
perundang-
undangan yang
berlaku




A.

B.

C.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

Penerbitan I1zin Tinggal Kunjungan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Kunjungan

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan izin tinggal kunjungan dari Orang Asing
pemegang Visa Kunjungan dan memeriksa berkas Orang Asing tersebut.
Kemudian petugas memasukkan data kedalam aplikasi izin tinggal kunjungan
dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem cekal dan meneliti keabsahan
dokumen dan penjamin oleh seksi wasdakim serta dilanjutkan dengan memindai
seluruh berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada pejabat yang
membidangi izin tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi izin tinggal memberikan keputusan pemberian izin
tinggal kunjungan. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya penerbitan
izin tinggal kunjungan sesuai dengan PNBP yang berlaku dan dilanjutkan
dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas menerakan cap dinas serta penulisan nomor register izin tinggal
kunjungan di halaman paspor. Kemudian pengesahan paspor yang terdapat
peneraan izin tinggal kunjungan dilakukan oleh kepala kantor imigrasi atau
pejabat yang ditunjuk, yang kemudian dilakukan penyerahan paspor kepada
pemohon serta memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan izin
tinggal kunjungan sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau petugas pemeriksa izin keimigrasian
memanggil pemohon .




2.

Penerimaan Berkas Permohonan;

a.

b.
c.
d.

Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau fotokopi;
Melakukan entri data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan entri data meliputi:
(1) kategori
(2) produk
(3) jenis dokim
(4) izin tinggal
(5) tujuan
(6) waktu
(7) niora
(8) nama pemohon
(9) tanggal lahir
(10) sponsor
(11) nama pengurus
(12) nama biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(a) Jika Terdapat dalam daftar cekal ditindaklanjuti oleh bidang
wasdakim;
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar cekal dapat dilanjutkan
verifikasi;
Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing;
(2) nama sponsor dan melengkapi data sponsor;
(3) data pendaratan;
(4) data keimigrasian izin tinggal;

Pemindaian Berkas Permohonan

a.

Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:

(1) formulir;

(2) surat permohonan;

(3) surat jaminan;

(4) KTP sponsor;

(5) copi cap pendaratan dan visa pada paspor;

(6) dokumen lainnya;

Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a.
b.
c.

Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan;
Membubuhkan paraf persetujuan;
Berkas diteruskan ke bendahara penerima;

Transaksi Pembayaran

a.

o

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau fungsional umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi lembar pertama untuk pemohon, kuitansi lembar kedua untuk




pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga untuk
bendahara penerima;

Pengambilan Data Biometrik.

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau pengadministrasian
keimigrasian memanggil pemohon;

b. Pengambilan data biometrik;

(1) Pengambilan foto pemohon;
(2) Pengambilan sidik jari pemohon;
(3) Pembubuhan tanda tangan pemohon pada signature pad;

c. Berkas permohonan diserahkan kepada pemroses permohonan
pemberian izin tinggal;

Langkah Akhir

Peneraan.

a. Peneraan cap dinas dan penulisan nomor register izin tinggal
kunjungan di halaman paspor;

b. Berkas permohonan diserahkan ke kepala kantor atau petugas yang
ditunjuk;

Penandatanganan
a. Tandatangan pada dokumen keimigrasian;
b. Tandatangan pada paspor;

Penyerahan

a. Petugas memeriksa izin keimigrasian Orang Asing dan meminta
tanda terima permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa;

b. Petugas menyerahkan paspor; dan

c. Petugas menyampaikan berkas yang telah selesai diperiksa kepada
Kepala bidang/seksi Infokim.

Pemindaian dan perawatan data

a. Memindai fotocopi halaman paspor yang terdapat peneraan izin
tinggal kunjungan;

b. Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data pemohon izin tinggal
kunjungan dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila
ada data yang salah/berubah atau kurang lengkap;

c. Mengarsip berkas.




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 11 TPI LANGSA

DASAR HUKUM

.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-12.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

A WNPE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian lIzin Tinggal Terbatas akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IML.IMI.4-OT.03.01-0307

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

.06 MAREL 2024

DISAHKAN OLEH

IgULLOH SHODIQ
{ Y97103111999031001

NAMA SOP GAN IZIN TINGGAL TERBATAS

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
2. Mengetahui prosedur perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Diokumen ini telah dit
Keashan dokum

oleh Balai Sertifikasi Elekironik

angani Secara elektronik men gounakan seriikat elekiron k yang aneronxan

t dicek melalui tautan https-fbsre bssn.go.idiverifikasi

BSrE), Ba

dan Siber dan Sand

i Negara




pemohon

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Kelengkapan
Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan ( loket ) ermohonan | 10 menit Tanda terima| permohonan sesuai
‘| persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan P dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
A
memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Berkas . Data
‘| Terbatas ey permohonan 5menit | pemohon di
komputer
Berkas Verifikasi Apab(ljl:ﬂrgleeji;alam
.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tanda
.|Meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin Tidak Masalah? Dokim dan 5menit | fan9an pada
paspor dokim dan
paspor
v Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai va permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
X v Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta Tanda terima . Paraf ketidaksesuaian
. . . . Masalah? Ya 5 menit . . X
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
I
Tidak l Slip tanda Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan oa b tan . digunakan untuk
' berikan tanda bukti b buk 5 menit | pembayaran engambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITAS peng _
I selesai
Y Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P2 Eukti 10 menit biometrik dan
sebagai data biometrik pembayaran sidik jari




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Output
Memberikan nomor register, mencetak kartu Izin Tinggal P Berkas No_mtor
9.|Terbatas dan menerakan Izin Tinggal Terbatas pada permohonan 3 menit pfr%lc?h%rn
paspor pemohon dan dokim dalam sistem
A 4 Tanda Pengesahan
10 Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan 5menit | t2ngan pada dilakukan oleh
" |pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
A 4 )
11 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit Dati?“;‘:is'l Koreksi data pada
‘|peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip paspor d(?kumen sistem bila perlu
A Paspor yang Pemohon
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai Bukti . telah menunjukkan tanda
12. kepad h loket pengambilan | 5menit | . ° | bukti bayar sebagai
epada pemonhon dokim P syarat pengambilan
ITAS b
dokim
Y \ 4 Berkas selesai Arsip berkas
13.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai < losa ) I:l__—l:l dan kspedisi | 5 menit sglesai
insarkom




APPLICANT

-
|
| -

1 Come to the 2 Get The Queue Number 3 . CheCking All the

e Data input and

- - Document
Immigration Office Required Documents >
. Scanning to
* Fill out the forms
system

* Taking photo,
finger prints and
interview obtain

APPLICANT HEAD OF IMMIGRATION APPLICANT payment bill
= OFFICE / ASSIGNED OFFICER

§—
7  The Application will 6 The Approval and 5§ Use the Payment bill to pay
be ready to pick up in Registry Allocation at Post Office or any Banks
3 working days after
the interview was
conducted



IDENTIFIKASI SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum : | 1. Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

4. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya lIzin Keimigrasian;

Instansi . | Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis . | Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

) 2 3 4 ®) (6) ()

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal | Perpanjangan Perpanjangan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Terbatas Tinggal Terbatas
bidang lalu bimbingan, Pengaturan
lintas dan pengaturan teknis
fasilitas dan Keimigrasian
keimigrasian, pengamanan serta
izin tinggal teknis pelaksanaan
orang asing dan |pelaksanaan tugas di bidang
status tugas di bidang | izin tinggal
kewarganegara |izin tinggal | orang asing.
an sesuai orang asing
dengan dan status
peraturan kewarganegar
perundang- aan;
undangan yang
berlaku




A.

B.

C.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas 1.

4. | Scopel/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan
memeriksa berkas Orang Asing tersebut. Kemudian petugas memasukkan data
kedalam aplikasi Izin Tinggal Terbatas dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh
sistem Cekal dan meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin oleh Seksi
Wasdakim serta dilanjutkan dengan memindai seluruh berkas permohonan
serta berkas diteruskan kepada Pejabat yang membidangi Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi Izin Tinggal memberikan keputusan pemberian
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas. Kemudian pemohon diharuskan membayar
biaya Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan PNBP yang berlaku
dan dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Itas di halaman paspor. Kemudian Paspor dan Kartu
Itas ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itas kepada
pemohon serta memindai fotocopi halaman Paspor yang terdapat peneraan Itas
dan Kartu Itas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .

2. Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;




b.
c.
d.

Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi ;
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) Izin Tinggal ke
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(a) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;
Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama Sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Data Pendaratan
(4) Data keimigrasian izin tinggal
Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
(1) Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
(2) Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Pemindaian Berkas Permohonan

a.

Memindai berkas permohonan, Pemindaian terdiri dari:

(1) Formulir

(2) Surat Permohonan

(3) Surat Jaminan

(4) KTP sponsor

(5) Copy Cap Pendaratan dan visa pada Paspor

(6) Dokumen lainnya

Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a.
b.
c.

Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
Membubuhkan paraf persetujuan
Berkas diteruskan ke petugas Biometrik

Transaksi Pembayaran

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon




d.

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

Pengambilan data biometrik

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau Pengadministrasian

Keimigrasian memanggil pemohon

Menyiapkan Blangko Kartu lIzin Tinggal Terbatas yang diterima dari

Bendahara Penerima

Pengambilan data biometrik:

(1) Pengambilan foto pemohon

(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon

(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad

(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu lIzin Tinggal
Terbatas (dikecualikan untuk e-Kitas).

Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan

Pemberian Izin Tinggal

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan

a. Pencetakan data pemohon pada Blangko dan copy Kartu Izin Tinggal
Terbatas

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register, serta penulisan
nomor dan tanggal surat keputusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas
di halaman paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (dikecualikan
untuk e-Kitas)

c. Cap dinas pada Kartu lIzin Tinggal Terbatas (dikecualikan untuk e-
Kitas)

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor

b. Tanda tangan pada Kartu Izin Tinggal Terbatas

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan

c. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian & Perawatan Data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan ITAS
dan Kartu Izin Tinggal Terbatas

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAS
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap.

Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk dan Izin Keimigrasian;
.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

A WDNPEF

KETERKAITAN

1. SOP Cekal
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal
Terbatas akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

NOMOR SOP : W1.IMIL.IMI.4-OT.03.01-0308
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF :06 MARET 2024

KEPAL S REPALA KANTOR IMIGRASI

Pl LANGSA

DISAHKAN OLEH

“RELAS

NAMA SOP

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin
Tinggal Terbatas

2. Mengetahui prosedur Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat lektronik yang diterbitkan

Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan hitps:Ybsre.bssn.ge idfvenfikasi

Siber dan

Sandi Megara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan .| Tanda terima| permohonan sesuai
1. . . loket permohonan 10 menit
persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
. Lo . Data
2 _Il\flergatsukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal entr eereorlr(\?)?]an 5 menit | pemohon di
erbatas P komputer
Berkas Verifikasi Apabﬁ:ﬂrgszgt;alam
3.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tanda
-, L Masalah? Dokim dan . tangan pada
4. |Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin Tidak paspor 5 menit dokim dan
aspor
va pasp
Y Apabila ada
5 Melakukan penelitian data dan informasi serta Masalah? Tanda terima 5 menit Paraf ketidaksesuaian
"'memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Ya permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
) SOP ketidaksesuaian
Tidak
6 Membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal 20 menit | <onsep surat
"[Imigrasi permohonan
\ 4 Berkas Data hasil
7.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
v
Mengirim surat permohonan ke Direktorat Jenderal Buku Surat Surat permohonan ke
8. Imi . ekspedisi surat ermohonan Kanwil ditembuskan
migrast I keluar P ke Ditjenim
\ 4 Buku Surat Kakanim atau pejabat
Menerima persetujuan permohonan dari Direktorat s . yang ditunjuk
9. Jenderal Imi . ekspedisi surat persetujuan memberikan disposisi
enderal Imigrasi masuk Kanwil P
[ . proses
) ) ] Slio tanda Tanda bukti bayar
Menerima  pembayaran  sesuai tanda  terima p tan . Bukti digunakan untuk
10. h d berikan Tanda bukti b bukl Smenit | pembayaran | pengambilan dokim
permohonan dan memberikan Tanda bukti bayar pembayaran y peng mbian




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
Nomor
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P Dokim dan . register
11. . . . 3 menit
sebagai data biometrik paspor pemohon
dalam sistem
A
Mencetak Kartu lzin Tinggal Tetap, memberi nomor Dokim dan .
12. . g 10 menit
register, dan menerakan Izin Tinggal Tetap pada paspor paspor
A Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan .| tangan pada dilakukan oleh
13.| L 3 menit : - .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
\ 4
. . . . Data hasil .
14 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit indai koreksi data pada
‘| peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip paspor p sistem bila perlu
dokumen
\ 4 Paspor van Pemohon
Bukti feIaIZ 9 menunjukkan tanda
15.|Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
dokim p syarat pengambilan
ITAP >
dokim
. A i
Menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai r ¢ Bukti .
16. . . ' pengambilan 5 menit
untuk dilakukan pengarsipan selesal dokim
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IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP ALIH STATUS IZIN TINGGAL
TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Terbatas, Visa Tinggal Tetap, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya lIzin Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata cara Alih Status Izin Keimigrasian

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) 2) 3) 4) ) (6) )

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal Tetap Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal Tetap Alih
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Status Izin
lintas dan pengaturan teknis Tinggal Terbatas
fasilltap dan Keimigrasian Menjadi Izin
keimigrasian, pengamanan serta Tinggal Tetap
izin tinggal teknis pelaksanaan




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

Penerbitan 1zin Tinggal Tetap Alih Status Izin Tinggal Terbatas
Menjadi 1zin Tinggal Tetap

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas lIl.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Tetap Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin
Tinggal Tetap

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Izin Tinggal Tetap Alih Status Izin
Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap dan memeriksa berkas Orang
Asing tersebut. Kemudian petugas memasukkan data kedalam aplikasi 1zin
Tinggal Tetap dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem Cekal dan meneliti
Keabsahan dokumen dan penjamin oleh Seksi Wasdakim.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi 1zin Tinggal menyiapkan Surat Permohonan Alih
Status untuk ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi, memindai seluruh berkas
permohonan, dan mengirimkannya ke Ditjenim dan Kantor Wilayah
Kemenkumham RI. Setelah Surat Keputusan Alih Status diterima kembali oleh
kantor Imigrasi, kemudian pemohon diharuskan membayar biaya Penerbitan
Izin Tinggal Tetap sesuai dengan PNBP yang berlaku dan dilanjutkan dengan
pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Itap di halaman paspor. Kemudian Paspor dan Kartu
Itap ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itap kepada
pemohon serta memindai fotocopi halaman Paspor yang terdapat peneraan Itap
dan Kartu Itap sebagai arsip.




C.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Tetap Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin
Tinggal Tetap

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .

2. Penerimaan Berkas Permohonan;

a.

b.
c.
d.

= @

Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau fotokopi;
Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi ;
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) 1zin Tinggal ke
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(a) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan

Verifikasi;
Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama Sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Dokumen lainnya
(4) Data keimigrasian izin tinggal
Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Langkah Utama

1. Pembuatan Surat Permohonan Alih Status

a.

Pengetikan surat Permohonan Alih Status ke Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Up. Kepala Divisi Keimigrasian
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur 1zin
Tinggal dan Status Keimigrasian

Menyerahkan Surat Permohonan Alih Status kepada Kepala
Bidang/Seksi Lalintuskim untuk dilakukan pemeriksaan dan
Membubuhkan paraf




Tanda tangan surat
a. Menyerahkan berkas kepada Kepala Kantor
b. Penandatanganan surat

Pemberian Nomor dan Cap Dinas
a. Pemberian Nomor Surat
b. Peneraan Cap Dinas

Pemindaian Berkas Permohonan
a. Memindai berkas permohonan, Pemindaian terdiri dari:
(1) Formulir
(2) Surat permohonan
(3) Surat Jaminan
(4) KTP Sponsor
(5) Copy Cap Pendaratan dan Visa pada Paspor
(6) Dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim

Pengiriman Surat
a. Menggandakan Berkas Permohonan (rangkap 2) :
(1) 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Jenderal Imigrasi
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM;
b. Pengiriman melalui pos

Penerimaan Surat Keputusan Alih Status:

a. Surat di agenda

b. Diserahkan kepada Kepala Kantor imigrasi untuk pemberian disposisi
pelaksanaan

c. Pelaksanaan Surat Keputusan

Transaksi Pembayaran

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/ Statuskim memanggil pemohon

b. Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

c. Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

d. Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

Pengambilan data biometrik
a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau petugas memanggil pemohon
b. Menyiapkan Blangko Kartu Izin Tinggal Tetap yang diterima dari
Bendahara Penerima
c. Pengambilan data biometric
(1) Pengambilan foto pemohon
(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon
(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad
(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu Izin Tinggal
Tetap (dikecualikan untuk e-Kltap)




d.

Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan
Pemberian Izin Tinggal

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan

a. Pencetakan data pemohon pada Blangko dan copy Kartu Izin Tinggal
Tetap

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register, serta penulisan
nomor dan tanggal surat keputusan Alih Status Izin Tinggal Tetap di
halaman paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap (dikecualikan untuk e-
Kitap)

c. Cap dinas pada Kartu Izin Tinggal Tetap (dikecualikan untuk e-Kltap)

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor

b. Tanda tangan pada Kartu Izin Tinggal Tetap

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu Izin Tinggal Tetap (Kltap) dan

c. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian & Perawatan Data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan Itap dan
Kartu Izin Tinggal Tetap

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang Kitap dan
menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data yang
salah / berubah atau kurang lengkap.

Mengarsip berkas




NOMOR SOP : W1.IMLIMI.4-OT.03.01-0309
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

:06 MAM
wEPAJ
WEPAL4

DISAHKAN OLEH KERALA KANTOR IMIGRASI

DASAR HUKUM

.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;

A WNPE

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian ITAP bagi anak berkewarganegaraan ganda
terbatas akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

#as 5% ‘
PENERWAL TETAP BAGI ANAK ASING SUBYEK PASAL 152

NAMA SOP AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi anak
berkewarganegaraan ganda

2. Mengetahui prosedur penerbitan 1zin Tinggal Tetap bagi anak berkewarganegaraan ganda

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara pemberian, perpanjangan, penolakan dan Gugurnya lzin Keimigrasian;
8.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
cara Alih Status Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Di simpan sebagai data elektronik dan/atau manual

oleh Balai Serfifikasi Elektronik

Dokumnen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan

Keaslian dokumen melalui tautan hitps-Vbsre bssn.go.idiverifikasi

BSrE), Badan Siber dan Sanc

di Nepara




selesai

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan Joket .| Tanda terima| permohonan sesuali
1. . . permohonan 10 menit
persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
v Data
Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Berkas . .
2. Teta entry permohonan 5 menit pemohon di
p komputer
Berkas Verifikasi Apabélgﬂn;?(s::tjalam
3.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal i permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon ftindaklanjuti pada
| alur SOP Cekal
Tanda
-, N Dokim dan . tangan pada
4.|Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin — Masalah? paspor 5 menit dokim dan
paspor
A\ 4 Berkas Data hasil
5.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai va permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
- ] ) \ 4 Apabila ada
6 Melakukan penelitian data dan informasi serta _— N Tandaterima | o . Paraf ketidaksesuaian
"'memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Ya g permohonan ment persetujuan | dilanjutkan pada alur
* SOP ketidaksesuaian
) ) Slio tanda Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Tidak ptan . digunakan untuk
£ memberikan tanda bukti bayar buk 5menit | pembayaran engambilan dokim
Y pembayaran ITAP peng -
selesai
v Berk Nomor
Memberikan nomor register, menerakan pada paspor erkas . register
8. permohonan 3 menit
pemohon, dan mencetak kartu ITAP dan dokim pemohon
dalam sistem
Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau "’2_| Dokim dan . tangan pada dilakukan oleh
9. = L ' 5 menit - - .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
+
- . - . Data hasil .
10 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat P/ Dokim dan 10 menit pindai Koreksi data pada
peneraan ITAP sebagai arsip paspor dokumen sistem bila perlu
» Bukti Paspor yang menui(?t?;ﬁggr;anda
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket . . telah un .
11. kepad h pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
épada pemonon dokim P syarat pengambilan
ITAP b
dokim
Y .
Berkas selesai Arsip berkas
12.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( selesai ) dan ekspedisi | 5 menit P

insarkom




PROCEDURE OF AFFIDAVIT (CHILDREN WITH DUAL NATIONALITY)

WHO BORN AFTER AUGUST 1, 2006

APPLICANT APPLICANT CUSTOMER SERVICE PRt

m
j

“ 4 4 2
1 Cometothe 2 Get The Queue Number 3 ¢ Checking All the 4 * Datainput and
: . : > Document
Immigration Office Required Documents .
Scanning to
¢ Fill out the forms
system
* Taking photo,
finger prints and
interview obtain
APPLICANT HEAD OF IMMIGRATION APPLICANT payment bl
h OFFICE I ASSIGNED OFFICER
Ill < <
G
7 The Application will 6 The Approval and 5 Use the Payment bill to pay
be ready to pick up in Registry Allocation at Post Office or any Banks

3 working days after
the interview was
conducted



IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI ANAK ASING SUBYEK PASAL
152 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

1.

2.
3.
4

Undang-Undang Nomor Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

11 Tahun 2008 tentang

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan

tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) 2 3 4) ®) (6) (7)

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal Tetap Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal Tetap
bidang lalu bimbingan, Pengaturan bagi Anak Asing
lintas dan pengaturan teknis Subyek Pasal 152
fasilitas dan Keimigrasian ayat (2) Huruf B
keimigrasian, pengamanan serta Peraturan
izin tinggal teknis pelaksanaan Pemerintah

Nomor 31 Tahun
2013




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Asing Subyek Pasal 152
ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Asing Subyek Pasal 152 ayat (2) Huruf
B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Asing
Subyek Pasal 152 ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2013 dan memeriksa berkas Anak Asing tersebut. Kemudian petugas
memasukkan data ke dalam aplikasi Izin Tinggal Tetap dan dilanjutkan
pengecekan cekal oleh sistem Cekal dan meneliti Keabsahan dokumen dan
penjamin oleh Seksi Wasdakim serta dilanjutkan dengan memindai seluruh
berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada Pejabat yang membidangi
Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi 1zin Tinggal memberikan persetujuan/penolakan
pemberian Izin Tinggal Tetap. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya
Penerbitan 1zin Tinggal Tetap sesuai dengan PNBP yang berlaku.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register lzin Tinggal Tetap di halaman paspor. Kemudian
Paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi
atau pejabat yang ditunjuk, yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor
beserta Kartu Izin Tinggal Tetap kepada pemohon serta memindai fotocopi
halaman Paspor yang terdapat peneraan ITAP dan Kartu Izin Tinggal Tetap
sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Tetap bagi Anak Asing Subyek Pasal 152 ayat (2) Huruf
B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013




Langkah Awal

Pemanggilan pemohon;

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau petugas pemeriksa izin keimigrasian
memanggil pemohon .

Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
d. Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor

permohonan Entry data meliputi:

(1) Kategori

(2) Produk

(3) Jenis Dokim

(4) lzin Tinggal

(5) Tujuan

(6) Waktu

(7) NIORA

(8) Nama Pemohon

(9) Tanggal Lahir

(10) Sponsor

(11) Nama Pengurus

(12) Nama Biro Jasa

(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis

(a) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;

e. Menampilkan data pemohon yaitu;

(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing

(2) Nama sponsor dan melengkapi data sponsor

(3) Data pendaratan

(4) Data keimigrasian izin tinggal

Pemindaian Berkas Permohonan
a. Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:
(1) Formulir
(2) Surat Permohonan
(3) Surat Jaminan
(4) KTP sponsor
(5) Copy Cap Pendaratan dan visa pada Paspor
(6) Dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
b. Membubuhkan paraf persetujuan

c. Berkas diteruskan ke Bendahara Penerima

Transaksi Pembayaran

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;




o

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima,;

Pengambilan Data Biometrik.

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau Pengadministrasian

Keimigrasian memanggil pemohon;

Menyiapkan Blangko Kartu lIzin Tinggal Tetap yang diterima dari

Bendahara Penerima

Pengambilan data biometrik;

(1) Pengambilan foto pemohon;

(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon;

(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad;

(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu lIzin Tinggal
Tetap (dikecualikan untuk e-Kitap).

Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan

Pemberian Izin Tinggal;

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan data pemohon pada blangko dan copi Kartu Izin Tinggal
Tetap;

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register Izin Tinggal Tetap
di halaman paspor;

c. Cap dinas pada Kartu Izin Tinggal Tetap (dikecualikan untuk e-Kitap);

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau petugas yang
ditunjuk;

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor;

b. Tandatangan pada Kartu Izin Tinggal Tetap;

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan

c. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian dan Perawatan data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan ITAP
dan Kartu Izin Tinggal Tetap;

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAP
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap;

Mengarsip berkas.




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

A WNBE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Terbatas akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0310

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH OR IMIGRASI

LLOH SHODIQ
103111999031001

ASHreEL™
PENERBITAN IZI AL TERBATAS BAGI ANAK ASING SUBYEK PASAL

NAMA SOP 141 AYAT (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas
2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telsh ditandatangani secara el

melalui tautan hitpsfbsre. bssn.go.idfverifikasi

ektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serlifikasi Elektronik (BSsE), Badan Sibker dan Sandi Megara




pemohon

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu
) ) Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan ( Joket ) ermohonan | 10 menit Tanda terima| permohonan sesuai
"I persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan pdan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
3 D
Memasukkan data pemohon ke aplikasi 1zin Tinggal ) Berkas . ata
| Terbat entri ermohonan 5 menit pemohon di
erbatas P komputer
Berkas Verifikasi Apabclilzﬂrg?zgllz;alam
.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tidak Tanda
. — ) Dokim dan . tangan pada
.|Meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin Masalah? paspor 5 menit dokim dan
paspor
A Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai Ya permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
X Y Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta Tanda terima . Paraf ketidaksesuaian
. . . . Masalah? Ya 5 menit . Lo
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
|
) ; . ) Tanda bukti bayar
M - . Tidak Slip tanda Hasil )
enerima pembayaran sesuai permohonan dan . . digunakan untuk
. berik da bukti b bukti 5 menit | pembayaran engambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITAS peng _
I selesai
Y Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P2 gukti 10 menit | Piometrik dan
sebagai data biometrik pembayaran sidik jari




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
Memberikan nomor register, mencetak kartu Izin Tinggal Berkas Nomor
. . . reglster
9.|Terbatas dan menerakan Izin Tinggal Terbatas pada permohonan 3 menit pemohon
paspor pemohon dan dokim dalam sistem
Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan .| tangan pada dilakukan oleh
10.| _° - 5 menit : ; .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
11 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Y Dokim dan 10 menit D%ti‘zg;s” Koreksi data pada
"Ipeneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip | | paspor dokumen sistem bila perlu
A Bukti Paspor yang menuigmﬁgﬁrjtanda
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket . . telah un .
12. kepad h oKe pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
€pada pemaonhon dokim TA p syarat pengambilan
S :
dokim
A v Berkas selesai .
13.|Melakukan pengarispan berkas yang telah selesai i dan ekspedisi | 5 menit Arsip berkas
: selesai I:I__—D X permohonan
insarkom




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI ANAK ASING SUBYEK
PASAL 141 AYAT (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

1.

2.
3.
4

Undang-Undang Nomor Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

11 Tahun 2008 tentang

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) 2 3 (4) 5) (6) (7

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal Terbatas Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal Terbatas
bidang lalu bimbingan, Pengaturan bagi Anak Asing
lintas dan pengaturan teknis Subyek Pasal 141
fasilitas dan Keimigrasian ayat (1) Huruf B
keimigrasian, pengamanan serta Peraturan
izin tinggal teknis pelaksanaan Pemerintah

Nomor 31 Tahun
2013




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan 1zin Tinggal Terbatas bagi Anak Asing Subyek Pasal
141 ayat (1) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan I1zin Tinggal Terbatas bagi Anak Asing Subyek Pasal 141 ayat (1)
Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Anak Asing
Subyek Pasal 141 ayat (1) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2013 dan memeriksa berkas Anak Asing tersebut. Kemudian petugas
memasukkan data ke dalam aplikasi Izin Tinggal Terbatas dan dilanjutkan
pengecekan cekal oleh sistem Cekal dan meneliti Keabsahan dokumen dan
penjamin oleh Seksi Wasdakim serta dilanjutkan dengan memindai seluruh
berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada Pejabat yang membidangi
Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi Izin Tinggal memberikan keputusan pemberian 1zin
Tinggal Terbatas. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya Penerbitan
Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan PNBP yang berlaku dan dilanjutkan
dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Izin Tinggal Terbatas di halaman paspor. Kemudian
Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ditandatangani oleh Kepala Kantor
Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk, yang kemudian dilakukan penyerahan
Paspor beserta Kartu Izin Tinggal Terbatas kepada pemohon serta memindai
fotocopi halaman Paspor yang terdapat peneraan Itas dan Kartu Izin Tinggal
Terbatas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas bagi Anak Asing Subyek Pasal 141 ayat (1)
Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013




Langkah Awal

Pemanggilan pemohon;

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau petugas pemeriksa izin keimigrasian
memanggil pemohon .

Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
d. Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor

permohonan Entry data meliputi:

(1) Kategori

(2) Produk

(3) Jenis Dokim

(4) lzin Tinggal pertama

(5) Tujuan

(6) Waktu

(7) NIORA

(8) Nama Pemohon

(9) Tanggal Lahir

(10) Sponsor

(11) Nama Pengurus

(12) Nama Biro Jasa

(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis

(a) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;

e. Menampilkan data pemohon yaitu;

(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing

(2) Nama sponsor dan melengkapi data sponsor

(3) Data pendaratan

(4) Data keimigrasian izin tinggal

Pemindaian Berkas Permohonan
a. Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:
(1) Formulir
(2) Surat Permohonan
(3) Surat Jaminan
(4) KTP sponsor
(5) Copy Cap Pendaratan dan visa pada Paspor
(6) Dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
b. Membubuhkan paraf persetujuan

c. Berkas diteruskan ke Bendahara Penerima

Transaksi Pembayaran

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;




o

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima,;

Pengambilan Data Biometrik.

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau Pengadministrasian

Keimigrasian memanggil pemohon;

Menyiapkan Blangko Kartu Izin Tinggal Terbatas yang diterima dari

Bendahara Penerima

Pengambilan data biometrik;

(1) Pengambilan foto pemohon;

(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon;

(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad;

(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu lzin Tinggal
Terbatas (dikecualikan untuk e-Kitas).

Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan

Pemberian Izin Tinggal;

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan data pemohon pada blangko dan copi Kartu Izin Tinggal
Terbatas:

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register Izin Tinggal
Terbatas di halaman paspor;

c. Cap dinas pada Kartu Izin Tinggal Terbatas (dikecualikan untuk e-
Kitas);

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau petugas yang
ditunjuk;

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor;

b. Tanda tangan pada Kartu Izin Tinggal Terbatas;

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan

c. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian dan Perawatan data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan ITAS
dan Kartu Izin Tinggal Terbatas;

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAS
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap;

Mengarsip berkas.




NOMOR SOP : W1.IML.IMI.4-0OT.03.01-0311

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 11 TPl LANGSA

SNR)LY/OH SHODIQ
NI

NAMA SOP WARGANEGARAAN GANDA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.{Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Bukti Pendaftaran Anak
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Berkewarganegaraan Ganda
3.|Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,|3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesaia; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5.|Peraturan Pemerintan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan

Ganda terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara

Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan hitps:Vbsre bssn.go idfverifikasi



Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Kakanim/ Keterangan
Petugas Loket  Petugas Pejabat PDLN Kelengkapan  Waktu Ouput
Persyaratan
1 Menerima berkas permohonan dan memberikan tanda Berkas 10 menit Tanda bukti | permohonan sesuai
"|bukti penerimaan/ pengembalian berkas pendaftaran permohonan penerimaan peraturan yang
1 berlaku
Tidak Verifikasi
Memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi o ) Berkas . erfikasi
2. berk h v selesai ermohonan 5 menit berkas
erkas permohonan - p permohonan
| — Ya
. - . L Verifikasi
Memasukkan data pemohon ke aplikasi registrasi S .
3. daft K berk d Aplikasi 5 menit data cekal
pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda pemohon
v Bagi pemegang
. - : Konsep Nomor paspor biasa cap
4, Mendcefttak dan Tim?(enkan nomor regISte:j pada bukti I::I Tidak lembar bukti 5 menit | register bukti | bukti pendaftaran
penaartaran anax berkewarganegaraan ganda pendaftaran pendaftaran dibubuhkan pada
halaman paspor
. . . Y
Memberikan persetujuan dan pengesahan bukti ? ) Berkas . Pengesa}ha"
7. daft K berk d »<  setuju? ermohonan 5 menit bukti
pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda p pendaftaran
Melakukan pemindaian berkas pendaftaran anak Berkas . Lo
8. 3 menit Hasil pindai
berkewarganegaraan ganda permohonan
—
Tanda bukti bayar
9 Menyerahkan bukti pendaftaran anak Lembar bukti 5 menit Berkas digunakan untuk
" berkewarganegaraan ganda yang telah selesai pendaftaran selesai pengambilan berkas
selesai




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN BUKTI PENDAFTARAN
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

PN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan
Ganda dab Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) (2) 3) 4) 5) (6) (7)

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan |Bukti Penerbitan | Penerbitan Bukti
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Pendaftaran Pendaftaran Anak
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Anak Berkewarganegaraan
lintas dan pengaturan dan | teknis Berkewargane Ganda
fasilitas pengamanan Keimigrasian |garaan Ganda
keimigrasian, teknis serta
izin tinggal pelaksanaan pelaksanaan
orang asing dan |tugas di bidang | tugas di
status Izin Tinggal | bidang I1zin
kewarganegara |Orang Asing | Tinggal Orang
an sesuai dan Status | Asing.
dengan Kewarganegara
peraturan an;
perundang-
undangan yang
berlaku




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Il

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan berkas permohonan pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda dan memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan
verifikasi berkas permohonan pendaftaran tersebut. Kemudian petugas
memasukkan data pemohon ke dalam aplikasi registrasi pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda serta dan memberikan nomor register bukti
pendaftaran.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi izin tinggal memberikan persetujuan dan pengesahan
bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Langkah Akhir

Petugas mencetak bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan
kemudian ditandatangani oleh kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk serta
melakukan pemindaian terhadap berkas pendaftaran anak berkewarganegaraan
ganda sebagai arsip. Selanjutnya petugas menyerahkan bukti pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda yang telah disetujui kepada pemohon.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .

2. Penerimaan berkas permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau fotokopi;




c. Melakukan entri data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan entri data meliputi ;
(1) kategori
(2) produk
(3) NIORA
(4) nama pemohon
(5) tanggal lahir
(6) sponsor
(7) nama pengurus
(8) nama biro jasa
(9) pemeriksaan cekal secara otomatis
(a) Jika Terdapat dalam daftar cekal ditindaklanjuti oleh bidang
Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar cekal dapat dilanjutkan
Verifikasi;
d. Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) menampilkan NIORA dan melengkapi data anak
berkewarganegaraan ganda;
(2) nama sponsor dan melengkapi data sponsor;
(3) data pendaratan;
(4) data keimigrasian izin tinggal;
e. Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permohonan;
g. Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

—

Pemindaian berkas permohonan
a. Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:
(1) formulir
(2) surat permohonan
(3) surat jaminan
(4) KTP sponsor
(5) dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan penerbitan izin tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan;

b. Membubuhkan paraf persetujuan;

c. Berkas permohonan diserahkan kepada pemroses permohonan
pemberian izin tinggal.

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;

b. Peneraan cap dinas dan penulisan nomor register pada bukti
pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;

c. berkas permohonan diserahkan ke kepala kantor atau pemroses
permohonan yang ditunjuk

Penandatanganan
Kepala kantor atau pemroses permohonan pendaftaran yang ditunjuk
menandatangani bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda




3.

4,

Penyerahan.

Petugas menyerahkan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan
ganda kepada pemohon

Pemindaian dan perawatan data

a.

Memindai fotocopi bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan
ganda;

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data anak
berkewarganegaraan ganda dan menambahkan atau memperbaharui
kembali apabila ada data yang salah / berubah atau kurang lengkap.
Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1.{Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-12.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk dan Izin Keimigrasian;
.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara pemberian, perpanjangan, penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
cara Alih Status Izin Keimigrasian.

5.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian ITAP bagi anak berkewarganegaraan ganda
terbatas akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

NOMOR SOP : W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0312

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

o, o A
PENERBFASEEFZIN  TINGGAL TETAP  BAGI
BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

NAMA SOP ANAK

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi anak
berkewarganegaraan ganda

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi anak berkewarganegaraan ganda

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Di simpan sebagai data elektronik dan/atau manual

cleh Balai Sert

angani secara elektronik men Jgunakan serimeat elekiron k yang areromsan

nat dicek melalui tautan hitps:ibsre. bssn.go.idfverifkasi

fikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan San

di Megara




paspor

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Kelengkapan
Berkas Persyaratan
Menerima  permohonan, memeriksa kelengkapan loket ermohonan | 10 menit Tanda terima| permohonan sesuai
‘| persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan P dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
3 Data
Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Berkas . )
et entry ermohonan 5 menit pemohon di
etap P komputer
Berkas Verifikasi Apab(lilzfg?izt;alam
.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal i permohonan 5 menit data cekal . =
dan dokim emohon ditindaklanjuti pada
\ P alur SOP Cekal
Tanda
. R Dokim dan . tangan pada
.|Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin Wasalah? 5 menit i
Tidak paspor dokim dan
paspor
A Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai va permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
. . . A 4 Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta st L Tanda terima 5 it Paraf ketidaksesuaian
‘Imemberikan persetujuan oleh pejabat berwenang ' Ya g permohonan ment persetujuan | dilanjutkan pada alur
| SOP ketidaksesuaian
. . v Slio tand Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan E—— IE it” a 5 menit bas' digunakan untuk
‘Imemberikan tanda bukti bayar uxd ment pembayaran pengambilan dokim
pembayaran ITAP .
selesai
; ; ¥ Berkas Nomor
Memberikan nomor register, menerakan pada paspor ) register
. permohonan 3 menit
pemohon, dan mencetak kartu ITAP dan dokim pemohon
dalam sistem
Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau pI2 Dokim dan 5menit | 2ngan pada dilakukan oleh
‘| pejabat yang ditunjuk paspor : dokim dan |Kakanim atau pejabat

yang ditunjuk




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat P Dokimdan | o Daﬁggsn Koreksi data pada
‘| peneraan ITAP sebagai arsip paspor ch)kumen sistem bila perlu
. ; ; » Bukti Paspor yang menu?t?llizmanda
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket . . telah uny .
11. kepada pemohon pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
P P dokim ITAP P syarat pengambilan
dokim
\ L 4 Berkas selesai Arsip berkas
12.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( selesai ) dan ekspedisi | 5 menit p

insarkom

selesai




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

PN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintahn Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
2.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) 2 3) 4) ®) (6) )

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan |lzin Tinggal | Penerbitan | Penerbitan Izin  Tinggal
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan [Tetap bagi Tetap bagi Anak
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Anak Berkewarganegaraan
lintas dan pengaturan dan | teknis Berkewargane Ganda Terbatas
fasilitas pengamanan Keimigrasian |garaan ganda
keimigrasian, teknis serta Terbatas
izin tinggal pelaksanaan pelaksanaan
orang asing dan |tugas di bidang | tugas di
status Izin Tinggal | bidang Izin
kewarganegara |Orang Asing | Tinggal Orang
an sesuai dan Status | Asing.
dengan Kewarganegara
peraturan an;
perundang-
undangan yang
berlaku




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAP

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Berkewarganegaraan
Ganda Terbatas

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Tetap bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan izin tinggal tetap bagi anak
berkewarganegaraan ganda terbatas dan memeriksa berkas anak
berkewarganegaraan ganda tersebut. Kemudian petugas memasukkan data
kedalam sistem sekaligus pengecekan cekal oleh sistem dan memindai seluruh
berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada Pejabat yang membidangi
izin tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi izin tinggal memberikan keputusan pemberian izin
tinggal tetap. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya penerbitan izin
tinggal tetap sesuai dengan PNBP yang berlaku.

Langkah Akhir

Petugas menerakan cap dinas serta penulisan nomor register izin tinggal tetap
di halaman paspor. Kemudian pengesahan paspor yang terdapat peneraan izin
tinggal tetap dilakukan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan paspor kepada pemohon serta memindai
fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan izin tinggal tetap sebagai
arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Tetap bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .




2.

Penerimaan berkas permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau fotokopi;
d. Melakukan entri data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan entri data meliputi ;
(1) kategori
(2) produk
(3) jenis dokim
(4) izintinggal ke
(5) tujuan
(6) waktu
(7) NIORA
(8) nama pemohon
(9) tanggal lahir
(10) sponsor
(11) nama pengurus
(12) nama biro jasa
(13) pemeriksaan cekal secara otomatis
(@) Jika Terdapat dalam daftar cekal ditindaklanjuti oleh bidang
Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar cekal dapat dilanjutkan
Verifikasi;
e. Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) menampilkan NIORA dan melengkapi data anak
berkewarganegaraan ganda terbatas;
(2) nama sponsor dan melengkapi data sponsor;
(3) data pendaratan;
(4) data keimigrasian izin tinggal;
Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

5 Q

Pemindaian berkas permohonan
a. Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:
(1) formulir
(2) surat permohonan
(3) surat jaminan
(4) KTP sponsor
(5) surat keterangan pencabutan dokumen keimigrasian
(6) dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan penerbitan izin tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
b. Membubuhkan paraf persetujuan

c. Berkas diteruskan ke petugas biometrik

Transaksi pembayaran
a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau fungsional umum




o

Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

Pengambilan data biometrik.

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau Pengadministrasian

Keimigrasian memanggil pemohon;

Menyiapkan blangko Kkartu izin tinggal tetap yang diterima dari

bendahara penerima

Pengambilan data biometrik ;

(1) memasukkan nomor permohonan

(2) pengambilan foto pemohon;

(3) pengambilan sidik jari pemohon;

(4) pembubuhan tanda tangan pemohon pada signature pad,;

(5) pembubuhan tanda tangan pada blangko kartu izin tinggal tetap
(dikecualikan untuk e-kitap).

Berkas permohonan diserahkan kepada pemroses permohonan

pemberian izin tinggal;

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan data pemohon pada blangko dan copi kartu izin tinggal
tetap:

b. Peneraan cap dinas dan penulisan nomor register izin tinggal tetap di
halaman paspor;

c. Cap dinas pada kartu izin tinggal tetap (dikecualikan untuk e-kitap);

d. berkas permohonan diserahkan ke kepala kantor atau pemroses
permohonan pemberian izin tinggal yang ditunjuk

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor

b. Tanda tangan pada kartu izin tinggal tetap

Penyerahan.

a. Pemeriksa personil izin keimigrasian Orang Asing meminta tanda
terima permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa;

b. Pemeriksa personil izin keimigrasian orang asing menyerahkan
paspor dan kartu izin tinggal tetap; dan

c. Pemeriksa personil izin keimigrasian Orang Asing menyampaikan

berkas yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian dan perawatan data

a.

Memindai fotocopi halaman paspor yang terdapat peneraan ITAP dan
Kartu 1zin Tinggal Tetap

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAP
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap.

Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan
akurasi data Keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IMI.IM1.4-OT.03.01-0313

TGL. PEMBUATAN - 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

: 06 MARET 2024

r=r-¥in
Y"era

IMIGRASI
ANGSA

DISAHKAN OLEH

G.h ﬂ‘\
PENERBI [KEAF TINGGAL TERBATAS DARI

STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

NAMA SOP ALIH

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status 1zin
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Tinggal Kunjungan
3.|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur Penerbitan 1zin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang| Kunjungan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang|4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
8.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Alih Status Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumnen ini telah ditz oleh Balai Sertifikasi Elekironik (B

atangani secara elektronik menggunakan serfifikat elektronik yang diterbitkan

it dicek melalui tautan hitps:ibsre. bssn.go idfverifikasi

SrE), Bad
e ), D303

lan Siber dan Sandi Ne




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
- . Berkas Tanda Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan . : permohonan sesuai
1. d berik d . h loket permohonan 10 menit Terima eraturan van
persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan dan dokim permohonan p berlakal g
o h 4 Data
Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal ) Berkas . )
2. Kuni entri ermohonan 5 menit pemohon di
unjungan P komputer
Berkas Verifikasi Apabgzﬂrgfzzt;alam
3.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tanda
4.|Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin , masalah? Dokim dan 5menit | 2N9an pada
Tidak paspor dokim dan
Ya paspor
Melakukan penelitian data dan informasi serta A , Apabila ada
. . L - - mmasalah? Tanda Terima . Paraf ketidaksesuaian
5./memberikan  disposisi  persetujuan oleh pejabat 5 menit . Lo
Ya permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
berwenang ) SOP ketidaksesuaian
Tidak . _—
Membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Disposisi . | Konsep surat
6. Imi . persetujuan 20 menit ermohonan
migrasl permohonan P
\ 4 Berkas Data hasil
7.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
\ 4
Mengirim surat permohonan ke Direktorat Jenderal Buku . Surat Surat permohonan ke
8. Imi . ekspedisi surat| 1 menit ermohonan Kanwil ditembuskan
migrasl I keluar P ke Ditjenim
v Buku Surat Kakanim atau pejabat
Menerima persetujuan permohonan dari Direktorat s . persetujuan yang ditunjuk
9. . . ekspedisi surat| 1 menit ’ : .
Jenderal Imigrasi Kepala | memberikan disposisi
masuk .
[ . Kanwil proses
Slio tanda Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai Tanda Terima p tan . Bukti digunakan untuk
10. h d berikan tanda bukti b bukti Smenit | bembayaran | pengambilan dokim
permohonan dan memberikan tanda bukti bayar pembayaran y peng o ar.




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Output
Nomor
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P Dokim dan . register
11. . . . 3 menit
sebagai data biometrik paspor pemohon
dalam sistem
Mencetak kartu Izin Tinggal Terbatas, memberi nomor \ 4 Dokim dan
12.|register, dan menerakan lzin Tinggal Terbatas pada ' 10 menit
paspor
paspor
\4 Tanda Pengesahan
13 Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan 3menit | t2ngan pada dilakukan oleh
‘| pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan | Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
A Data hasil
14 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit indai Koreksi data pada
"Ipeneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip paspor dgkumen sistem bila perlu
Y Bukti Paspor yang menui?ﬂﬁgﬁrlanda
15 Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket encambilan | 5menit | . t€lah bukii b!a ar sebagai
"k d h peng diterakan cap Y 9
epada pemohon dokim ITAS syarat pengambilan
dokim
\ 4 h 4 Berkas selesai Arsip berkas
16.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai dan ekspedisi | 5 menit P

‘ selesai ’

insarkom

selesai




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS
DARI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

=

Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

) ) 3 4) 5) (6) (7

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal | Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Terbatas Tinggal Terbatas
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Alih  Status 1zin
lintas dan pengaturan teknis Tinggal
fasilitas dan Keimigrasian Kunjungan
keimigrasian, pengamanan serta Menjadi Izin
izin tinggal teknis pelaksanaan Tinggal Terbatas




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi 1zin
Tinggal Terbatas

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Izin Tinggal Terbatas Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan Menjadi 1zin Tinggal Terbatas dan memeriksa berkas Orang
Asing tersebut. . Kemudian petugas memasukkan data kedalam aplikasi 1zin
Tinggal Terbatas dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem Cekal dan
meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin oleh Seksi Wasdakim serta
dilanjutkan dengan memindai seluruh berkas permohonan serta berkas
diteruskan kepada Pejabat yang membidangi Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi 1zin Tinggal menyiapkan Surat Permohonan Alih
Status untuk ditandatangain Kepala Kantor Imigrasi dan mengirimkannya ke
Ditjenim dan Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Setelah Surat Keputusan Alih
Status diterima kembali oleh kantor Imigrasi, kemudian pemohon diharuskan
membayar biaya Penerbitan Izin Tinggal Tetap sesuai dengan PNBP yang
berlaku dan dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Itas di halaman paspor. Kemudian Paspor dan Kartu
Itas ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itas kepada
pemohon serta memindai fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan
Itas dan Kartu Itas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Terbatas Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi 1zin
Tinggal Terbatas

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor




antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .

Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
d. Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi ;
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) lzin Tinggal ke
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(@) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;
e. Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama Sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Dokumen lainnya
(4) Data keimigrasian izin tinggal
f. Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
(1) Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
(2) Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Langkah Utama

Pembuatan Surat Permohonan Alih Status

a. Pengetikan surat Permohonan Alih Status ke Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Up. Kepala Divisi Keimigrasian
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Izin
Tinggal dan Status Keimigrasian

b. Menyerahkan Surat Permohonan Alih Status kepada Kepala
Bidang/Seksi Lalintuskim untuk dilakukan pemeriksaan dan
Membubuhkan paraf

Tanda tangan surat
a. Menyerahkan berkas kepada Kepala Kantor
b. Penandatanganan surat

Pemberian Nomor dan Cap Dinas
a. Pemberian Nomor Surat
b. Peneraan Cap Dinas

Pemindaian Berkas Permohonan
a. Memindai berkas permohonan, Pemindaian terdiri dari:




(1) Formulir
(2) Surat permohonan
(3) Surat Jaminan
(4) KTP Sponsor
(5) Copy Cap Pendaratan dan Visa pada Paspor
(6) Dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim

Pengiriman Surat
a. Menggandakan Berkas Permohonan (rangkap 2) :
(1) 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Jenderal Imigrasi
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM,;
b. Pengiriman melalui pos

Penerimaan Surat Keputusan Alih Status:

a. Surat di agenda

b. Diserahkan kepada Kepala Kantor imigrasi untuk pemberian disposisi
pelaksanaan

c. Pelaksanaan Surat Keputusan

Transaksi Pembayaran

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/ Statuskim memanggil pemohon

b. Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

c. Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

d. Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

Pengambilan data biometrik
a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau petugas memanggil pemohon
b. Menyiapkan Blangko Kartu Izin Tinggal Tetap yang diterima dari
Bendahara Penerima
c. Pengambilan data biometric
(1) Pengambilan foto pemohon
(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon
(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad
(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu Izin Tinggal
Terbatas (dikecualikan untuk e-Kitas)
d. Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan
Pemberian I1zin Tinggal

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan

a. Pencetakan data pemohon pada Blangko dan copy Kartu Izin Tinggal
Terbatas

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register, serta penulisan
nomor dan tanggal surat keputusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas
di halaman paspor dan Kartu lIzin Tinggal Terbatas (dikecualikan




untuk e-Kitas)

c. Cap dinas pada Kartu Izin Tinggal Terbatas (dikecualikan untuk e-
Kitas)

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor

b. Tanda tangan pada Kartu Izin Tinggal Terbatas

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu 1zin Tinggal Terbatas (Kitas) dan

c. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian & Perawatan Data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan Itas dan
Kartu 1zin Tinggal Terbatas

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang Kitap dan
menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data yang
salah / berubah atau kurang lengkap.

Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 11 TPI LANGSA

DASAR HUKUM

.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-12.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;

A OWNPE

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian lIzin Tinggal Terbatas akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IMLIMI.4-0OT.03.01-0314
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF : 06 MA%

DISAHKAN OLEH

INGGAL TERBATAS DARI

NAMA SOP VISA

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal
Terbatas

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Daokumnen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elekiron oleh Balai Sertifikasi Elekiro

Keashan dokumen dapat dicek melalui tautan hitps:/fbsre bssn.go.idiverifikasi

k yang diterbitkan

ik (BSrE), Badan Siber

dan Sandi Megara




pemohon

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu
) ) Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan ( Joket ) ermohonan | 10 menit Tanda terima| permohonan sesuai
"I persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan pdan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
3 D
Memasukkan data pemohon ke aplikasi 1zin Tinggal ) Berkas . ata
| Terbat entri ermohonan 5 menit pemohon di
erbatas P komputer
Berkas Verifikasi Apabclilzﬂrg?iztac:alam
.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tidak Tanda
- — ) Dokim dan . tangan pada
.|Meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin Masalah? paspor 5 menit dokim dan
paspor
A Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai Ya permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
X Y Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta Tanda terima . Paraf ketidaksesuaian
. . . . Masalah? Ya 5 menit . Lo
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
|
) ; . . Tanda bukti bayar
M } . Tidak Slip tanda Hasil .
enerima pembayaran sesuai permohonan dan . . digunakan untuk
. berik da bukti b bukti 5 menit | pembayaran endambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITAS peng _
I selesai
Y Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P2 gukti 10 menit | Piometrik dan
sebagai data biometrik pembayaran sidik jari




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
Memberikan nomor register, mencetak kartu Izin Tinggal P/t Berkas rNOimtorr
9.|Terbatas dan menerakan Izin Tinggal Terbatas pada permohonan 3 menit p:r%Sh?)n
paspor pemohon dan dokim dalam sistem
A 4 Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan . tangan pada dilakukan oleh
10.| L 5 menit - - .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
Lo . y :
11 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit D?)tiiggs'l Koreksi data pada
‘|peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip paspor dokumen sistem bila perlu
\ Bukti Paspor yang menuii?llﬁggQanda
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket . . telah Hn .
12. kepad h OKe pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
epada pemonhon dokim P syarat pengambilan
ITAS >
dokim
y v Berkas selesai Arsip berkas
13.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( selesai ) D__—D dan ekspedisi | 5 menit selesai
insarkom




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS DARI VISA TINGGAL TERBATAS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata cara Alih Status Izin Keimigrasian

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) 2 3 4) ®) (6) (1)

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal Terbatas Penerbitan Penerbitan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal Terbatas
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Dari Visa Tinggal
lintas dan pengaturan teknis Terbatas
fasilitas dan Keimigrasian
keimigrasian, pengamanan serta
izin tinggal teknis pelaksanaan




A.

B.

C.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

Penerbitan I1zin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal Terbatas

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan 1zin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal Terbatas

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Izin Tinggal Terbatas dari Orang Asing
pemegang Visa Tinggal terbatas dan memeriksa berkas Orang Asing tersebut.
Kemudian petugas memasukkan data kedalam aplikasi Izin Tinggal Terbatas
dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem Cekal dan meneliti Keabsahan
dokumen dan penjamin oleh Seksi Wasdakim serta dilanjutkan dengan
memindai seluruh berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada Pejabat
yang membidangi Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi Izin Tinggal memberikan keputusan pemberian |zin
Tinggal Terbatas. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya Penerbitan
Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan PNBP yang berlaku dan dilanjutkan
dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Itas di halaman paspor. Kemudian Paspor dan Kartu
Itas ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itas kepada
pemohon serta memindai fotocopi halaman Paspor yang terdapat peneraan Itas
dan Kartu Itas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal Terbatas

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau petugas pemeriksa izin keimigrasian
memanggil pemohon .




2.

Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
d. Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi:
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) lzin Tinggal pertama
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(@) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;
e. Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Data pendaratan
(4) Data keimigrasian izin tinggal
(5) Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
(6) Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permohonan;
(7) Berkas permohonan diserahkan kepada petugas pemindai
permohonan;

Pemindaian Berkas Permohonan
a. Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:
(1) Formulir
(2) Surat Permohonan
(3) Surat Jaminan
(4) KTP sponsor
(5) Copy Cap Pendaratan dan visa pada Paspor
(6) Dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
b. Membubuhkan paraf persetujuan

c. Berkas diteruskan ke Bendahara Penerima

Transaksi Pembayaran

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;




o

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima,;

Pengambilan Data Biometrik.

a.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau Pengadministrasian

Keimigrasian memanggil pemohon;

Menyiapkan Blangko Kartu Izin Tinggal Terbatas yang diterima dari

Bendahara Penerima

Pengambilan data biometrik;

(1) Pengambilan foto pemohon;

(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon;

(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad;

(4) Pembubuhan Tanda Tangan pada Blangko Kartu lzin Tinggal
Terbatas (dikecualikan untuk e-Kitas).

Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan

Pemberian Izin Tinggal;

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan data pemohon pada blangko dan copi Kartu Izin Tinggal
Terbatas:

b. Peneraan Cap dinas dan penulisan nomor register Izin Tinggal
Terbatas di halaman paspor;

c. Cap dinas pada Kartu lIzin Tinggal Terbatas (dikecualikan untuk e-
Kitas);

d. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau petugas yang
ditunjuk;

Penandatanganan

a. Tandatangan pada paspor;

b. Tanda tangan pada Kartu Izin Tinggal Terbatas;

Penyerahan

a. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan

c. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian dan Perawatan data

a.

Memindai Fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan ITAS
dan Kartu Izin Tinggal Terbatas;

Melakukan Pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAS
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap;

Mengarsip berkas.




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan SKIM terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

NOMOR SOP : W1.IML.IMI1.4-OT.03.01-0315
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

ASTKELRZ
NAMA SOP PENERBITAN RAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan SKIM
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penerbitan SKIM
3.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang|4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
8.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
cara Alih Status Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telah

angani secara elektronik menggunakan serfifikat elektronik yang diterbitka

Keashan do nat dicek melalui tautan hitps:lfbsre bssn.go.idiverifikasi

n oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan

Sandi Megara

o




paspor

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
Berkas Persyaratan
Menerima Permohonan, memeriksa kelengkapan ket ermohonan | 10 menit Tanda terima | permohonan sesuai
‘| persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan pdan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
4 Data
memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal _ Berkas . .
‘| Terbatas entri permohonan 5 menit pemohon di
komputer
Berkas Verifikasi Apabclilzﬂrzraizllzgalam
.|memeriksa data pemohon pada daftar cekal > permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
1 alur SOP Cekal
Tanda
. I Dokim dan . tangan pada
Masalah?
.|meneliti keabsahan dokumen dan penjamin —— paspor 5 menit dokim dan
paspor
v Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai permohonan | 10 menit pindai
Ya dan dokim dokumen
4 Apabila ada
melakukan penelitan data dan informasi serta L | Tanda terima . Paraf ketidaksesuaian
. . . . Masalah? 5 menit . . .
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Ya permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
* Slio tanda Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan ] b tan . digunakan untuk
. berik da bukti b Tidak bukti 5 menit | pembayaran enaambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran SKIM peng )
selesai
Y Berkas Nomor
memberikan nomor register, menerakan pada paspor . register
. permohonan 3 menit
pemohon, dan mencetak kartu SKIM . pemohon
dan dokim ;
dalam sistem
] Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan 5 i | tangan pada dilakukan oleh
‘| pejabat yang ditunjuk paspor men dokim dan |Kakanim atau pejabat

yang ditunjuk




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
. . . P/ . Data hasil .
10 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit pindai Koreksi data pada
peneraan SKIM sebagai arsip paspor dokumen sistem bila perlu
A Bukii Paspor yang P(_errllihon d
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai lok Ukt . telah menunjukkan tanda
11. kepada bemohon oket pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
p P dokim P syarat pengambilan
SKIM )
dokim
\ 4
y Berkas selesai Arsio berkas
12.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai dan ekspedisi | 5 menit p

‘ selesai ’

insarkom

selesai




IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

rpON

Undang-Undang Nomor Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata cara Alih Status Izin Keimigrasian

11 Tahun 2008 tentang

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantorimigrasi Kelas Il TPI Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

) 2 3 4 ®) (6) ()

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Surat Keterangan | Penerbitan Penerbitan Surat
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Keimigrasian Keterangan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Keimigrasian
lintas dan pengaturan teknis
fasilitas dan Keimigrasian
keimigrasian, pengamanan serta
izin tinggal teknis pelaksanaan

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas 1.

4. | Scopel/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Surat Keterangan Keimigrasian dari
Orang Asing dan memeriksa berkas Orang Asing tersebut. Kemudian petugas
memasukkan data kedalam sistem sekaligus pengecekan cekal oleh sistem dan
memindai seluruh berkas permohonan serta berkas diteruskan kepada Pejabat
yang membidangi Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi 1zin Tinggal memberikan keputusan pemberian Surat
Keterangan Keimigrasian. Kemudian pemohon diharuskan membayar biaya
Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian sesuai dengan PNBP yang berlaku
dan dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu Surat Keterangan Keimigrasian dan menerakan Cap
Dinas serta penulisan nomor register Itas di halaman paspor. Kemudian Paspor
dan Kartu Itas ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang
ditunjuk, yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itas
kepada pemohon serta memindai fotocopy halaman Paspor yang terdapat
peneraan Itas dan Kartu Itas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .

2. Penerimaan Berkas Permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;




C.
d.

- @

Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi ;
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) lzin Tinggal ke
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(@) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan

Verifikasi;
Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama Sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Data pendaratan
(4) Data keimigrasian izin tinggal
Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Pemindaian Berkas Permohonan

a.

Memindai berkas permohonan, pemindaian terdiri dari:

(1) Formulir

(2) Surat Permohonan

(3) Copy lzin Tinggal 5 Tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak
berturt-turut

(4) Dokumen lainnya

Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi

Statuskim/Lalintuskim;

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a.
b.

C.

Penelaahan berkas permohonan

Persetujuan permohonan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM

Persetujuan Permohonan Direktorat jenderalm Imigrasi

Transaksi Pembayaran

a.

o

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran;

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon;

Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua




untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan.

a. Pencetakan data pemohon pada Blangko Surat Keterangan
Keimigrasian:

b. Cap dinas pada Surat Keterangan Keimigrasian;

c. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau Pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

Tanda tangan pada Surat Keterangan Keimigrasian

Penyerahan.

a. Pemeriksa Personil Izin Keimigrasian WNA meminta tanda terima
permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyerahkan paspor dan
Surat Keterangan Keimigrasian (KITAS)

c. Pemeriksa Personil 1zin Keimigrasian WNA menyampaikan berkas

yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian dan Perawatan data

a.
b.

Memindai Fotocopy halaman Surat Keterangan Keimigrasian
Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang
Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6.|Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Tetap akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0316

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
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NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Ast KELP-":’\\
P ANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP

1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Tetap

2. Mengetahui prosedur perpanjangan Izin Tinggal Tetap

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telah dita

¥eashan dokumen dap

oleh Balai Se

tangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan
dicek melalui tautan hitps:ibsre bssn. go idiverifikasi

rtifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sand

i Negara




pemohon

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Kelengkapan
Menerima Permohonan, memeriksa kelengkapan Berkas , Persyaratan
- : loket .| Tandaterima| permohonan sesuai
.|persyaratan, dan memberikan Tanda Terima permohonan | 10 menit h
dan dokim permohonan peraturan yang
Permohonan berlaku
. D
Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Berkas . ata
| Teta entry permohonan 5 menit pemohon di
p komputer
Berkas Verifikasi Apabélgﬂz;azgt;alam
.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal ditindaklaniuti pad
dan dokim pemohon tindaklanjuti pada
alur SOP Cekal
Tanda
. L ! Dokim dan . tangan pada
dak asalah?
.|Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin Tidal Masalan paspor 5 menit dokim dan
paspor
A Berkas Data hasil
.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai Ya permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
X 4 Apabila ada
Melakukan penelitian data dan informasi serta Tanda Terima . Paraf ketidaksesuaian
. . . . Masalah? Ya 5 menit . . .
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
I
) } . . Tanda bukti bayar
: : Tidak Slip tanda Hasil .
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan . . digunakan untuk
. berik da bukti b bukti 5 menit | pembayaran engambilan Dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITAP peng _
| selesai
Y Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon P2 Eukti 10 menit | Piometrik dan
sebagai data biometrik pembayaran sidik jari




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
Memberikan nomor register, mencetak kartu Izin Tinggal Berkas rgo_”s’gr
9.|Tetap dan menerakan lIzin Tinggal Tetap pada paspor P permohonan 3 menit per’?1|0h0n
pemohon dan dokim dalam sistem
Tanda Pengesahan
10 Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau A Dokim dan 5menit | tAngan pada dilakukan oleh
"I pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk
. . . A Data hasil
11 Memindai fotokopi halaman Paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit indai koreksi data pada
‘| peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip paspor P sistem bila perlu
dokumen
\ 4 Paspor yang Pemohon
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai Bukti. . telah menunjukkan tanda
12. kepada bemohon loket pengambilan 5 menit diterakan cap bukti bayar sebagai
p p dokim syarat pengambilan
ITAP ;
dokim
A 4 .
y Berkas selesai Arsio berkas
13.|Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( selesai ) dan ekspedisi | 5 menit szlesai
insarkom




IDENTIFIKASI SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

akrw

Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan
dan Gugurnya Izin Keimigrasian.;

dan

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang
Izin Tinggal
Orang Asing
dan Status
Kewarganegar
aan;

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

1) (2) 3) (4) ) (6) )

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal Tetap Perpanjangan Perpanjangan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan Tinggal Tetap
bidang lalu bimbingan, Pengaturan
lintas dan pengaturan teknis
fasilitas dan Keimigrasian
keimigrasian, pengamanan serta
izin tinggal teknis pelaksanaan

tugas di bidang
Izin Tinggal
Orang Asing.




A.

B.

C.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Langkah Awal

Petugas loket menerima permohonan perpanjangan izin tinggal tetap dan
memeriksa berkas Orang Asing tersebut. Kemudian petugas memasukkan data
kedalam aplikasi izin tinggal tetap dan dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem
cekal dan meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin oleh seksi wasdakim
serta dilanjutkan dengan memindai seluruh berkas permohonan serta berkas
diteruskan kepada pejabat yang membidangi izin tinggal

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi izin tinggal memberikan keputusan pemberian
perpanjangan izin tinggal tetap. Kemudian pemohon diharuskan membayar
biaya perpanjangan izin tinggal tetap sesuai dengan PNBP yang berlaku dan
dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak kartu izin tinggal tetap dan menerakan cap dinas serta
penulisan nomor register Izin tinggal tetap di halaman paspor. Kemudian paspor
dan kartu izin tinggal tetap ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau
pejabat yang ditunjuk, yang kemudian dilakukan penyerahan paspor beserta
kartu izin tinggal tetap kepada pemohon serta memindai fotocopy halaman
paspor yang terdapat peneraan izin tinggal tetap dan kartu izin tinggal tetap
sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Perpanjangan lIzin Tinggal Tetap

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian




2.

memanggil pemohon .

Penerimaan berkas permohonan;
a. Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
c. Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/atau fotokopi;
d. Melakukan entri data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan entri data meliputi ;
(1) kategori
(2) produk
(3) jenis dokim
(4) izintinggal ke
(5) tujuan
(6) waktu
(7) NIORA
(8) nama pemohon
(9) tanggal lahir
(10) sponsor
(11) nama pengurus
(12) nama biro jasa
(13) pemeriksaan cekal secara otomatis
(a) Jika Terdapat dalam daftar cekal ditindaklanjuti oleh bidang
Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar cekal dapat dilanjutkan
Verifikasi;
e. Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) menampilkan niora dan melengkapi data orang asing
(2) nama sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) dokumen lainnya
(4) data keimigrasian izin tinggal
f. Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
(1) membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
(2) berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Pemindaian berkas permohonan
a. Memindai berkas permohonan, Pemindaian terdiri dari:
(1) formulir
(2) surat permohonan
(3) surat jaminan
(4) KTP sponsor
(5) copy cap pendaratan dan visa pada paspor
(6) dokumen lainnya
b. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim

Langkah Utama

Persetujuan penerbitan izin tinggal

a. Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
b. Membubuhkan paraf persetujuan

c. Berkas diteruskan ke petugas Biometrik

Transaksi pembayaran
a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau fungsional umum




o

Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi
pembayaran

Menyerahkan kuitansi pembayaran kepada pemohon

Kuitansi lembar pertama untuk pemohon, kuitansi lembar kedua untuk
pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga untuk
bendahara penerima

Pengambilan data biometrik

a.

mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan

nomor antrian pada layar monitor, atau pengadministrasian

keimigrasian memanggil pemohon

Menyiapkan blangko Kkartu izin tinggal tetap yang diterima dari

bendahara penerima

Pengambilan data biometrik:

(1) pengambilan foto pemohon

(2) pengambilan sidik jari pemohon

(3) pembubuhan tanda tangan pemohon pada signature pad

(4) pembubuhan tanda tangan pada blangko kartu izin tinggal tetap
(dikecualikan untuk e-Kitap).

Berkas permohonan diserahkan kepada pemroses permohonan

pemberian izin tinggal

Langkah Akhir

Pencetakan dan peneraan

a. Pencetakan data pemohon pada blangko dan copi kartu izin tinggal
tetap

b. Peneraan cap dinas dan penulisan nomor register, serta penulisan
nomor dan tanggal surat keputusan alih status izin tinggal tetap di
halaman paspor dan kartu izin tinggal tetap (dikecualikan untuk e-
Kitap)

c. Cap dinas pada kartu izin tinggal tetap (dikecualikan untuk e-Kitap)

d. Berkas permohonan diserahkan ke kepala kantor atau pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

a. Tanda tangan pada paspor

b. Tanda tangan pada kartu izin tinggal tetap

Penyerahan

a. Pemeriksa personil izin keimigrasian Orang Asing meminta tanda
terima permohonan kepada pemohon atau yang diberi kuasa

b. Pemeriksa personil izin keimigrasian Orang Asing menyerahkan
paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan

c. Pemeriksa personil izin keimigrasian Orang Asing menyampaikan

berkas yang telah selesai kepada Kepala bidang/seksi Infokim

Pemindaian & Perawatan Data

a.

Memindai fotocopy halaman paspor yang terdapat peneraan ITAS
dan kartu izin tinggal tetap

Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data pemegang KITAS
dan menambahkan atau memperbaharui kembali apabila ada data
yang salah / berubah atau kurang lengkap.

Mengarsip berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 11 TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.|Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5.|Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, l1zin
Masuk, dan Izin Keimigrasian.
KETERKAITAN
1. SOP Cekal

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil perpanjangan, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

NOMOR SOP : W1.IMIL.IMI.4-OT.03.01-0317
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
2. Mengetahui prosedur perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

an oleh Balai Se

rtifikasi Elekironik (BSrE), Bada

Sandi Negara

o

lan Siber dan




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan
) ) Berkas Persyaratan
Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan .| Tanda terima| permohonan sesuai
1. ; . loket permohonan 10 menit
persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan dan dokim permohonan peraturan yang
berlaku
. Lo . Data
5 I\K/Iemasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal ot eﬁ?élr(]?)ian 5 menit | pemohon di
unjungan P komputer
Berkas Verifikasi Apab(;l:ﬁrgs(s:zllz;alam
3.|Memeriksa data pemohon pada daftar cekal permohonan 5 menit data cekal . .
dan dokim emohon ditindaklanjuti pada
P alur SOP Cekal
Tanda
.. N ) Dokim dan . tangan pada
4.|Meneliti keabsahan dokumen dan penjamin — lah? paspor 5 menit dokim dan
paspor
_V _ Berkas Data hasil
5.|Melakukan pemindaian dokumen permohonan pindai Ya permohonan | 10 menit pindai
dan dokim dokumen
3 Apabila ada
6 Melakukan penelitian data dan informasi serta - va q Tandaterima | o . Paraf ketidaksesuaian
"'memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang ) d permohonan persetujuan | dilanjutkan pada alur
SOP ketidaksesuaian
[
I—I_ 4 Slio tanda Hasil Tanda bukti bayar
Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Tidak b tan . digunakan untuk
7. berik da bukti b bukti 5 menit | pembayaran engambilan dokim
memberikan tanda bukti bayar pembayaran ITK peng _
selesai
[
+ Slip tanda Foto
Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon b tan . |biometrik dan
8. bagai data biometrik bukt 10 menit sidik jari
sebag pembayaran !
pemohon
A Berk Nomor
Memberikan nomor register dan menerakan lIzin Tinggal erkas . register
9. . permohonan 3 menit
Kunjungan pada paspor pemohon : pemohon
dan dokim )
dalam sistem
Tanda Pengesahan
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Dokim dan . tangan pada dilakukan oleh
10.| T 5 menit - - .
pejabat yang ditunjuk paspor dokim dan |Kakanim atau pejabat
paspor yang ditunjuk




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
. . . P/1 Data hasil
11 Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat Dokim dan 10 menit indai koreksi data pada
"Ipeneraan Izin Tinggal Kunjungan sebagai arsip paspor dc?kumen sistem bila perlu

A 4 Pemohon
P ; ; Bukti Paspor yang menunjukkan tanda
Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai loket ) , telah Hn .
12. kepada pemohon pengambilan 5 menit diterakan ca bukti bayar sebagai
P P dokim P syarat pengambilan

ITK ;
dokim
\ 4 Berkas selesai Arsip berkas
dan ekspedisi 5 menit P

13.

Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai

‘ selesai ’

insarkom

selesai




IDENTIFIKASI SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa
Singgah, Visa Kunjungan, Visa Kunjungan, ljin Masuk dan ljin
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara pemberian, perpanjangan, penolakan
dan Gugurnya lIzin Keimigrasian;

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi

orang asing dan
status
kewarganegara
an sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

pelaksanaan
tugas di bidang

izin tinggal
orang asing
dan status
kewarganegar
aan;

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) (2) 3) (4) (5) (6) )
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Izin Tinggal | Perpanjangan Perpanjangan Izin
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Kunjungan Tinggal
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Kunjungan
lintas dan pengaturan teknis
fasilitas dan Keimigrasian
keimigrasian, pengamanan serta
izin tinggal teknis pelaksanaan

tugas di bidang
izin tinggal
orang asing.




A.

B.

C.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

DATA KEGIATAN

1. | Judul SOP

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;

— Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Perpanjangan lIzin Kunjungan

Langkah Awal

Petugas Loket menerima permohonan Perpanjangan lzin Tinggal Kunjungan
dan memeriksa berkas Orang Asing tersebut. Kemudian petugas memasukkan
data kedalam aplikasi Izin Tinggal Terbatas dan dilanjutkan pengecekan cekal
oleh sistem Cekal dan meneliti Keabsahan dokumen dan penjamin oleh Seksi
Wasdakim serta dilanjutkan dengan memindai seluruh berkas permohonan
serta berkas diteruskan kepada Pejabat yang membidangi Izin Tinggal.

Langkah Utama

Pejabat yang membidangi lIzin Tinggal memberikan keputusan pemberian
Perpanjangan lIzin Tinggal Kunjungan. Kemudian pemohon diharuskan
membayar biaya Perpanjangan lzin Tinggal Kunjungan sesuai dengan PNBP
yang berlaku dan dilanjutkan dengan pengambilan data biometrik oleh petugas.

Langkah Akhir

Petugas mencetak Kartu lIzin Kunjungan dan menerakan Cap Dinas serta
penulisan nomor register Itas di halaman paspor. Kemudian Paspor dan Kartu
Itas ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian dilakukan penyerahan Paspor beserta Kartu Itas kepada
pemohon serta memindai fotocopy halaman Paspor yang terdapat peneraan
Itas dan Kartu Itas sebagai arsip.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Langkah Awal

1. Pemanggilan pemohon;
Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor
antrian pada layar monitor atau pemeriksa personil izin keimigrasian
memanggil pemohon .




2.

Penerimaan Berkas Permohonan;

a.

b.
c.
d.

Menerima berkas permohonan dari pemohon atau yang diberi kuasa;
Melakukan pemeriksaan kebenaran isian formulir;
Melakukan pemeriksaan persyaratan baik asli dan/ atau fotokopi;
Melakukan entry data untuk mencetak tanda terima nomor
permohonan Entry data meliputi ;
(1) Kategori
(2) Produk
(3) Jenis Dokim
(4) lzin Tinggal ke
(5) Tujuan
(6) Waktu
(7) NIORA
(8) Nama Pemohon
(9) Tanggal Lahir
(10) Sponsor
(11) Nama Pengurus
(12) Nama Biro Jasa
(13) Pemeriksaan cekal secara otomatis
(@) Jika Terdapat dalam daftar CEKAL ditindaklanjuti oleh
bidang Wasdakim
(b) Jika tidak terdapat dalam daftar CEKAL dapat dilanjutkan
Verifikasi;
Menampilkan data pemohon yaitu;
(1) Menampilkan NIORA dan melengkapi data orang asing
(2) Nama Sponsor dan melengkapi data sponsor
(3) Data Pendaratan
(4) Data keimigrasian izin tinggal
Menerakan tanggal permohonan pada berkas permohonan;
(1) Membubuhkan paraf pada formulir dan berkas permhonan;
(2) Berkas permohonan disertakan kepada pemroses permohonan
pemberi izin tinggal;

Pemindaian Berkas Permohonan

a.

Memindai berkas permohonan, Pemindaian terdiri dari:

(1) Formulir

(2) Halaman Identitas pemegang Paspor

(3) Cap Pendaratan dan visa pada Paspor

(4) Surat Jaminan

(5) KTP Penjamin

Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Lalintuskim/Seksi
Statuskim/Lalintuskim

Langkah Utama

Persetujuan Penerbitan Izin Tinggal

a.
b.
C.

Pemeriksaan lanjutan keabsahan persyaratan permohonan
Membubuhkan paraf persetujuan
Berkas diteruskan ke Bendahara Penerima

Transaksi Pembayaran

a.

b.

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor, atau Fungsional Umum
Lalintuskim/Statuskim memanggil pemohon;

Bendahara penerima menerima pembayaran dan mencetak kuitansi




pembayaran

Menyerahkan kuitansi Pembayaran kepada pemohon

d. Kuitansi Lembar pertama untuk pemohon, Kuitansi lembar kedua
untuk pertinggal pada berkas permohonan, dan kuitansi lembar ketiga
untuk bendahara penerima

12

Pengambilan data biometrik

a. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan
nomor antrian pada layar monitor

b. Pengambilan data biometrik:
(1) Pengambilan foto pemohon
(2) Pengambilan Sidik Jari pemohon
(3) Pembubuhan Tanda Tangan pemohon pada Signature Pad

c. Berkas permohonan diserahkan kepada Pemroses Permohonan
Pemberian I1zin Tinggal

Langkah Akhir

Peneraan

a. Peneraan Cap Perpanjangan izin tinggal kunjungan, cap dinas dan
penulisan nomor register Izin Tinggal Kunjungan di halaman paspor/

b. Berkas permohonan diserahkan ke Kepala Kantor atau pejabat yang
ditunjuk

Penandatanganan

a. Tanda tangan perpanjnagan izin tinggal kunjungan pada paspor

b. Berkas diteruskan ke petugas pemindai untuk dilakukan pemindaian
pada halaman penandatanganan

c. Berkas diteruskan ke petugas loket untuk diserahkan kepada
pemohon atau yangb dikuasakan

Penyerahan

Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan menampilkan nomor

antrian pada layar monitor;

a. Petugas loket meminta tanda terima permohonan kepada pemohon
atau yang diberi kuasa

b. Petugas loket menyerahkan paspor dan pemohon menandatangani
tanda terima paspor

c. Petugas loket menyerahkan berkas yang telah selesai kepada kepala
bidang/seksi infokim untuk penyimpanan arsip
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NAMA SOP PENYELEWANGAN ORANG ASING DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. {Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
3. |Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; . h . . . .. . .
4.|Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan | 3- Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
5.|HAM; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
6. | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan Iaporan

Keimigrasian; ’ A . o . .
7.|Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir 6. Memiliki kemampuan menQOIah data perllntasan kelm'graSIan di TPI
8. |dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003

tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah
9. |beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang
Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang
10. [telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat
Kedatangan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

11. | Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah
12.|Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border
13. | Control Management.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pemberian VKSK 1. Komputer/printer/scanner
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 2. Jaringan internet dan e-office

3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan

menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

men ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara

Keashian dokumen dapat dicek melalui tautan hitps:fbsre bssn.go idfverifikasi



Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan Output
ditunjuk Angkut
. . . Dokjal, Visa, i
Menerima dokumen perjalanan, Visa, vaucer VKSK, oo VKSK, dki',eTgkkapaL l:gga;gp?_gfsgg;
1.|boarding pass, kartu A/D, dan tiket perjalanan kembali Konter tiket, boading | 30 detik | %42} kanu menggunakan p‘;s
ke negara asal atau negara lain. pass, dan kartu boarding pass lintas batas
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, Izin Tidak PZ?‘I;T;Z: ) \l’)e”:kasg Kartu A/D diisi oleh
2.|Tinggal, dan kelengkapan pengisian kartu A/D yang Dokjal sah? IzinJTinggaI, 2menit | k| Orang Asing sesuali
disesuaikan dengan data Orang Asing . dan kartu A/D Dokim data pada Dokjal
Kesesuaian Peraturan Presiden
3 Memeriksa apakah Orang Asing yang bersangkutan subyek Dokumen 30 detik subyek RI Nomor 43 Tahun
"Imerupakan subyek dari negara BVKS ' Perjalanan negara 2011
. BVKS
va Dokumen Verifikasi
4.|Memeriksa Visa yang dimiliki oleh Orang Asing Tk Perjalanan | 30 detik keabsanan dan
dan Visa Visa
Ya Dokumen Kesesuaian Peraturan Menteri
5 Memeriksa vaucer VKSK bagi Orang Asing yang Memilkd subyek Perjalanan 30 detik subyek Hukum dan HAM
"I merupakan subyek dari negara VKSK VKSK? VSK? dan vaucer négara | Nomor 9 Tahun 2012
VKSK VKSK
. . Tidak Tidak Petugas Pembayaran stiker
6 Mengarahkan Orang Asing dari negara subyek VKSK ke N N L (" colesa Dokumen 2 menit Bank VKSK sesuai
"|Bank Persepsi apabila belum memiliki VKSK d Perjalanan menerima | Peraturan Pemerintah
Orang Asing | Nomor 38 Tahun 2009
Y Dokumen .
) ) ) o Tidak Perialanan Kesesuaian
Memeriksa Izin Masuk Kembali yang dimiliki oleh Orang emiliki 12) jalan . penggunaan
7. . Masuk dan lzin 30 detik ;
Asing Kembal2 Izin Masuk
Masuk .
. Kembali
Kembali
) ) Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Orang Asing bukan dari negara subyek A Dokumen Rekapitulasi juga membuat
8.|VKSK, tidak memiliki Visa, atau lzin Masuk Kembali ke Ya Perialanan 2 menit ketidak rekapitulasi
pejabat imigrasi yang ditunjuk ) sesuaian | permasalahan Orang
Asing
) Dokumen .
. . . . Tidak
Memeriksa tiket perjalanan kembali ke negara asal atau femiliii tik e Perjalanan . Ha?'.l
9 el tiket J |
"Inegara lain kembali? dan boarding 1 menit penelitian
masalah
pass
\ 4
) ) \ 4 Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Orang Asing yang tidak dapat H/2 Dokumen Rekapitulasi juga membuat
10.|menunjukkan tiket perjalanan kembali ke negara asal Perjalanan 2 menit ketidak rekapitulasi
atau negara lain ke pejabat imigrasi yang ditunjuk sesuaian | permasalahan Orang
Asing




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Bank

Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk

Penanggung
JEVEIWAE
Angkut

Mutu Baku

Kelengkapan

Keterangan

siskarinfo

w H/1 Data hasil
11 Melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Dokumen 1 menit pindai koreksi data pada
"|Asing Perjalanan dokumen sistem bila perlu
- perjalanan
- . Ya Hasil
12. Memer'lk.sa data Orang Asing pada daftar penangkalan angit? Daftar 1 menit verifikasi
melalui sistem penangkalan
cekal
Tidak
Dokumen Stiker VKSK
Melakukan pemindaian vaucer VKSK, print out stiker A 4 perjalanan, yang diterkan
13.|VKSK, pindai stiker VKSK, dan menerakan stiker VKSK vaucer VKSK, 2 menit pada
pada dokumen perjalanan dan stiker dokumen
VKSK perjalanan
Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam A 4 Daft Rekapitulasi juga membuat
14.|daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang anar 2 menit ketidak rekapitulasi
N penangkalan .
ditunjuk sesuaian | permasalahan Orang
Asing
Penanganan
. . 4 Dokumen Keputusan | ditindaklanjuti pada
15. gf;ikuAkg.?] gaerr.]zgg?nir:nerlfs;g:ﬁszstuafsnko:]?;]adap Perjalanan atas ketidak | SOP Penanganan
g Asing : p ! petug dan tiket sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
dokjal telah diterak
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada selesai } Dokumen . Cap tanda cgpj{zriy;;?n;sﬁk d;r;a?;f
16. dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang Asin Perjalanan dan | 30 detik masuk dan | pegas diserankan kembali
per) g 9 kartu A/D paraf petugas kepada Orang Asing
_ ) _ ) Y Daftar Laporan Rekapitulasi kegiatan
17 Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian penumpang 1 hari kegiatan di dilaksanakan secara
‘Ikeimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku gTPI eletronik dan/atau

manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN ORANG ASING
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi Elektronik;

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Keimigrasian;

Singkat;

2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Kunjungan Saat Kedatangan;
Keimigrasian;

Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

Management.

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis . | Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

6. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan
Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun
2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
10.Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03

11.Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border




berlaku

Status
Keimigrasian;

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP

@ 2 3 4) ®) (6) )

A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Kedatangan Keimigrasian Kedatangan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Orang Asing Orang Asing di
lintas dan pengaturan teknis Tempat
Status dan Keimigrasian Pemeriksaan
Keimigrasian pengamanan serta Imigrasi (TPI)
sesuai dengan |teknis pelaksanaan
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas
undangan yang |Lalu Lintas dan | Keimigrasian.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

Kelas [;

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas III.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima dokumen perjalanan, lIzin Tinggal, kartu A/D, dan
boarding pass Orang Asing dan memeriksa boarding pass serta identitas Orang
Asing yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan dan Izin Tinggal yang
dimiliki.

Langkah Utama

Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing,
memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan melalui sistem Border
Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk dan paraf
petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing.




C.

Langkah Akhir . | Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan

penanganan ketidaksesuaian di TPI.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan : | Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI
Langkah Awal .| 1. Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada
petugas konter;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter
a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data Orang Asing dan pengikut, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tandatangan atau cap jempol kanan
b. Petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama Orang Asing;
3. Petugas konter memeriksa status lzin Keimigrasian yang digunakan Orang
Asing;
4. Petugas konter memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing subyek
pengguna lIzin Masuk Kembali;
Langkah Utama - | 1. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan sistem BCM,;
a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data
(1) nomor dokumen perjalanan
(2) tipe dokumen perjalanan
(3) negara yang mengeluarkan/organisasi internasional
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data dokumen perjalanan
(2) data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan
(3) data penangkalan pada daftar cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda masuk
Petugas konter menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan yang dimiliki Orang Asing;
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada Orang
Asing;
Langkah Akhir . | Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.




NOMOR SOP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0319

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH R IMIGRASI

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RENGAYOMAN
REPUBLIK INDONESIA Mot Uolé?n 939";(3?"31'301
Ras
KANTOR IMIGRASIKELAS II TPI LANGSA NAMA SOP PENYELESARM.EEBERANGKATAN ORANG ASING DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
g' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
.|Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; ) ! e X X L . .

4.|Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan | 3- Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
5.|HAM; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
6. | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang | 5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Keimigrasian; ey . .. . .
7.|Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir 6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

8.|dengan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003
tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah
9.|beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang
Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang
10. |telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat
Kedatangan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

11.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah
12.|Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border
13. | Control Management.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan

menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

ditandatangani secara elektronik menggunakan serfifikat elektronik yang dite oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Sibe

dicek melalui tautan hitps:bsre bssn.go idiverifikasi




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan

Pejabat
Imigrasi yang

Penanggung
jawab Alat

Keterangan

Petugas Konter Tata Usaha Bank Kelengkapan Output

ditunjuk Angkut
Kelengkapan :
- . - Dokjal, IT, Dokjal, IT, TPlyang berfungsi
Menerima Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D, Konter ) sebagai PLB dapat
1 dan boardi K tui kartu A/D, dan | 30 detik kartu A/D, menggunakan pas
an boarding pass ke negara tujuan boading pass dan boarding .
pass lintas batas
) _ Kartu A/D diisi oleh
Memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan, Izin Tidak Verifikasi | Qrang Asing sesuai
2. ) . ) ref o okjal dan | Dokjal dan IT | 2 menit keabsahan 9 9s
Tinggal yang disesuaikan dengan identitas Orang Asing sah? Dokjal dan IT | 9218 padaIEOKJﬁll dan
Mengarahkan Orang Asing yang diragukan keabsahan ) .| Petugas Tata Usaha
dan/atau telah melewati batas masa berlaku Dokumen _ | Rekapitlasi juga membuat
3. . - . . o . Ya Data cekal 2 menit ketidak rekapitulasi
Perjalanan atau Izin Tinggal kepada pejabat imigrasi sesuaian permasalahan Orang
yang ditunjuk Asing
memilikd Tidak Kesesuaian
4.|Memeriksa boarding pass Orang Asing boarding Boarding pass | 10 detik | data Orang
pass? Asing
v Orang Asing
i 1 ililei i dterima oleh
5 Mengl?rahkan Orang Asmgb y?ntg tldiktmemlhkl boarding va AN 2menit | ponanaguny
pass ke penanggung jawab alat angku jawab alat
angkut
. A . v Kesesuaian
6. 'l;/le_menksa status lzin Tinggal yang digunakan Orang Kunjungan Dokjal dan IT | 30 detik | penggunaan
sing IT
. . . . . Tidak ifi ilzi
7 Memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing e Izin Masuk 30 detik Ver:\j:l;zls;kIHn
subyek pengguna Izin Masuk Kembali Kembali Kembali
Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki Izin '—| Dokumen _ | Rekapilasi Juga membuat
8. . . 2 : T Ya perial 2 menit ketidak rekapitulasi
Masuk Kembali ke pejabat imigrasi yang ditunjuk erjalanan sesuaian | permasalahan Orang
Asing
i . . \ Data hasil
9 Melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan Orang _ 4 - Dokumen 2 menit pindai koreksi data pada
"| Asing pindai Perjalanan dokumen sistem bila perlu
perjalanan
10.|Memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan va Daftar 30 detik HaSi('j;ftgfkaSi
"Imelalui sistem coan? pencegahan pencegahan
Tidak
. . . . Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam V_| Dok Rekapitulasi juga membuat
11.|daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yang Hi2 P 0" ”Ime” 2 menit ketidak rekapitulasi
ditunjuk erjalanan sesuaian permasalahan Orang
Asing




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut
Penanganan
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap P @ Dokumen Keputusan | ditindaklanjuti pada
10. Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter Perjalanan atas ketidak | SOP Penanganan
9 9 P petug ] sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
\ 4 Cap tanda Dokumen perjalanan yang
telah diterakan cap tanda
11. Menerakan cap tanda keluar dan paraf peFugas pada o \ Dokumen 30 detik keluar dan | |0 o etugas
dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang Asing Perjalanan paraf diserahkan kembali kepada
petugas Orang Asing
v Daftar Laporan Rekapitulasi kegiatan
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian penumpang . P .| dilaksanakan secara
12.|, . . . . . 1 hari kegiatan di )
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku Pl eletronik dan/atau
siskarinfo manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN
ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
atas PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

6. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan
Singkat yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Rl Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan
Singkat;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran |
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun
2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa
Kunjungan Saat Kedatangan;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian;

10.Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03
Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

11.Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control
Management.

Instansi

Direktorat Jenderal Imigrasi

Unit Pelaksana Teknis

Kantor Imigrasi




undangan yang
berlaku

Lalu Lintas dan
Status
Keimigrasian;

Keimigrasian.

No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) 2 3) 4) ®) (6) (7
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Keberangkatan | Keimigrasian Keberangkatan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan Orang Asing Orang Asing di
lintas dan pengaturan teknis Tempat
Status dan Keimigrasian Pemeriksaan
Keimigrasian pengamanan serta Imigrasi (TPI)
sesuai dengan |teknis pelaksanaan
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

1. | Judul SOP

Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

Kelas I[;

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau
— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima dokumen perjalanan, lIzin Tinggal, kartu A/D, dan
boarding pass ke negara tujuan dari Orang Asing dan memeriksa boarding pass
dan identitas Orang Asing yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan dan
Izin Tinggal yang dimiliki.

Langkah Utama

Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing,
memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem BCM dan
menerakan cap tanda keluar pada dokumen perjalanan Orang Asing.

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi
penanganan ketidaksesuaian di TPI.

kegiatan penyelesaian keimigrasian dan




C.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan . | Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di TPI
Langkah Awal . | 1. Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass
Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada
petugas;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter
a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan
(1) Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Kesesuaian data Orang Asing dan pengikut, meliputi:
a) nama
b) tempat dan tanggal lahir
c) jenis kelamin
d) foto
e) tandatangan atau cap jempol kanan
b. petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan
nama Orang Asing;
3. Petugas konter memeriksa status lzin Keimigrasian yang digunakan Orang
Asing;
4. Petugas konter memeriksa Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing subyek
pengguna Izin Masuk Kembali;
Langkah Utama - | 1. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan system Border
Control Management (BCM);
a. Petugas melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine
Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data:
(1) nomor dokumen perjalanan
(2) tipe dokumen perjalanan
(3) negara yang mengeluarkan
(4) tanggal habis berlaku
(5) nama depan
(6) nama keluarga
(7) jenis kelamin
(8) tanggal lahir
(9) kewarganegaraan
b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi:
(1) data dokumen perjalanan
(2) data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan
(3) data cegah tangkal
2. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan yang dimiliki Orang Asing;
3. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada Orang
Asing
Langkah Akhir - | Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;

5.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

6.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;

8.|Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.

PN PE

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara

NOMOR SOP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0320

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 06 M%

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMAN 8

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

OO WNPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

NI 103111999031001
PENYELESARAKEKEBATANGAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG

ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI

. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPl secara administratif
. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elekironik yang diterbitkan

mielalui tautan hitps-lfbsre bssn.go.idiverfikasi
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Keashan dokum

Siber dan Sandi Me




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter ~ Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan Output
ditunjuk Angkut
; ; dokjal, buku kelengkapan klfjlenr:blfgagn
Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, Konter ellau’t dan dokjal, buku ors argtar?ba i
1.|dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang dpaftar awak 1 menit pelaut dan zwali, alat an kSt
Asing daftar awak Ang
alat angkut alat anakut udara mengisi kartu
9 AID
2 Dalam pemeriksaan
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau dol_<u|men still\j/efi:kasi dol‘:ia'tdijpattf:iminiakan
imiliki jal sah? Tidak perjalanan . eabsahan artu identitas atau
2. bul_(u pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang dokjal sah? danfatau buku 1 menit dokial dan/atau | dokumen pendukung
Asing pelaut buku pelaut lain sebagai data
dukung
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang V_| dec)rk;?ne:n Rekapitulasi Pet.tgzsr::rfbldz?ha
3.|diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau ya d;)n / a{tau buku | 2 menit ketidak J r?ekapitulasi
buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk pelaut sesuaian ketidaksesuaian
; Kesesuaian
4 Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang Gk al? Tidak dic;tlgflac‘i,s:k 10 detik | 9ata awak alat
. g angkut ft kut O
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut sesuai? alat angkut angssingrang
i i dokjal, buku awak alat angkut
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak V_| peljaut dan . Orang Asing
5.|terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat Ya 2 menit dterima oleh
- . dituniuk daftar awak penanggung
imigrasi yang ditunju \ alat angkut jawab alat angkut
6.|Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada Tangkal? v Daftar 30 detik HaSi('j;?tg‘:kaSi
'| daftar penangkalan melalui sistem cekall penangkalan penangkalan
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang v Daftar Rekapitulasi Pettgzsr;lrgrt:btl:?ha
7.|teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat Tidak 2 menit ketidak Juga me :
- . dituniuk penangkalan sesuaian rekapitulasi
imigrasi yang ditunju ketidaksesuaian
dokumen Penanganan
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak erialanan Keputusan | ditindaklanjuti pada
8.|alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas d;)n/a{tau buku atas ketidak | SOP Penanganan
konter claut sesuaian Ketidaksesuaian di
P TPI
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada O dokumen Cap tanda masuk dan
. selesal perjalanan Cap tanda paraf petugas bagi awak
9.|dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat dan/atau buku 30 detik masuk dan alat angkut udara
angkut Orang Asing pelaut paraf petugas | e rakan pada kartu A/D
4 Daftar awak Laporan Rekapitulasi kegiatan
10 Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian alat angkutt 1 hari ke i[; tan di dilaksanakan secara
‘| keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku gTPI eletronik dan/atau
siskarinfo manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN
AWAK ALAT ANGKUT ORANG ASING

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran |
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.1Z.03.03
Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control
Management.
Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) 2 3 4) ®) (6) (7
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Kedatangan Keimigrasian Kedatangan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan awak alat awak alat angkut
lintas dan pengaturan teknis angkut Orang Orang Asing di
Status dan Keimigrasian Asing Tempat
Keimigrasian pengamanan serta Pemeriksaan
sesuai dengan |teknis pelaksanaan Imigrasi (TPI)
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas

undangan yang
berlaku

Lalu Lintas dan
Status
Keimigrasian;

Keimigrasian.




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing di TPI

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

Kelas I;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut Orang Asing di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar
awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing dan memeriksa keabsahan
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut Orang Asing serta kesesuaian data
awak alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut.

Langkah Utama

Petugas konter Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar
pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda keluar dan paraf
petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di TPI

Langkah Awal

1. Penyerahan dokumen perjalanan

Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan da/atau buku pelaut dan
daftar awak alat angkut;

2. Penerimaan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat
angkut kepada petugas konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut;

b. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan




(1) keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) capdinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tandatangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut

Langkah Utama

1. Pemeriksaan daftar pencegahan

Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut Orang
Asing melalui sistem cekal

2. Peneraan cap tanda keluar

Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut
Orang Asing.

3. Penyerahan dokumen perjalanan

Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut
yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas
kepada awak alat angkut Orang Asing

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;

5.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

6.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.1Z2.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;

8.|Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.

PwbPE

KETERKAITAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara

NOMOR SOP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0321
TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKAS| PELAKSANA

OO wWNPRE

Gb W
PENYEDES 38 RANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT ORANG
ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI

. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif

. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office

3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dokumen ini tela

Keashan dokum

dicek melalui tautan hitps:ibsre. bssn.go.idfverifikasi

ndatangani secara elektronik menggunakan seriifikat elektronik yang diterbikan oleh Balai Serfifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter  Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan Output
ditunjuk Angkut
) ) dokial. buk kelengkapan kTIambEhan
Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, Konter °|Ja . d“ u dokjal, buku eengtap?)” _
1.|dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang petaut dan 1 menit pelaut dan persyaratan bag\
Asin daftar awak daftar awak awak alat angkut
Sing alat angkut alat anakut udara mengisi kartu
9 AID
v Dalam pemeriksaan
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau dO'_“:me” Hisill\)/eri;ikasi doi‘:ia'tdzpatgimi”iakan
imiliki il sah? Tidak perjalanan ; eabsahan artu identitas atau
2. buI_(u pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang dokjal sah? dan/atan buku 1 menit dokjal danfatau | dokumen pendukung
Asing pelaut buku pelaut lain sebagai data
dukung
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang A 4 do'_‘”:me” Rekapitulasi Petugas TatabUsaha
3.|diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau ya penaanan 2 menit ketidak Juga membuat
buk laut K d ‘abat imi . dituniuk dan/atau buku sesuaian rekapitulasi
uku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunju pelaut ketidaksesuaian
. X ) dokjal dan Kesesuaian
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang Awak alat Tidak ) data awak alat
4. . angkut list daftar awak 10 detik
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut sesuai? alat angkut angkut Orang
Asing
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak A 4 do"lja"tt(’j“k” a"”g:‘af]";;"i‘s’i‘r?:“t
5.|terdapat pada daftar awak alat angkut kepada pejabat Ya dp:ﬁzl: av\‘;";k 2 menit dterima oleh
. . . . penanggung
Imigrasi yang dltUnjUk alat angkut jawab alat angkut
; ; Ya Hasil verifikasi
6. Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada cegah? Daftar 30 detik daftar
daftar pencegahan melalui sistem cekal pencegahan pencegahan
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang A4 Dattar Rekapitulasi Pet_LLljgzsnI:rt‘;’:lbUZ?ha
7. |teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat Tidak 2 menit ketidak Juga membu:
imigrasi yang ditunjuk pencegahan sesuaian rekapitulasi
y | ketidaksesuaian
: H dokumen . _Penang_an_an
Melakukan penanganan ketl_daksc_asualan _terhadap awak perjalanan Keputusan | ditindaklanjuti pada
8. |alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas dan/atau buku atas ketidak | SOP Penanganan
konter sesuaian Ketidaksesuaian di
pelaut
TPI
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada ( wesa ) dokulmen Cap tanda | C@P tanda keluar dan
9.|dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat d;nejg?ainti:]ku 30 detik keluar dan parzz;"te;‘;giitbjg;;""ak
angkut Orang Asing pelaut paraf Petugas | e rakan pada kartu AID
] ] ) ] \ 4 Daftar awak Laporan Rekapitulasi kegiatan
10 Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian alat angkutt 1 hari ke ir;tan di dilaksanakan secara
‘Ikeimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku gTPI eletronik dan/atau
siskarinfo manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN
AWAK ALAT ANGKUT ORANG ASING

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran |
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.1Z.03.03
Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control
Management.
Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) 2 3 4) ®) (6) (7
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian | Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Keberangkata | Keimigrasian Keberangkatan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan n awak alat awak alat angkut
lintas dan pengaturan teknis angkut Orang Orang Asing di
Status dan Keimigrasian Asing Tempat
Keimigrasian pengamanan serta Pemeriksaan
sesuai dengan |teknis pelaksanaan Imigrasi (TPI)
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas

undangan yang
berlaku

Lalu Lintas dan
Status
Keimigrasian;

Keimigrasian.




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP Penyelesaian keberangkatan awak alat angkut Orang Asing di
TPI
2. | Jenis Kegiatan Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

Kelas I;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas lll.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian keberangkatan awak alat angkut Orang Asing di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar
awak alat angkut dari awak alat angkut Orang Asing dan memeriksa keabsahan
dokumen perjalanan dan buku pelaut Orang Asing serta kesesuaian data awak
alat angkut Orang Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut.

Langkah Utama

Petugas konter memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada daftar
pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda keluar dan paraf
petugas pada dokumen perjalanan Orang Asing

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penyelesaian keberangkatan Orang Asing di TPI

Langkah Awal

1. Penyerahan dokumen perjalanan

Orang Asing menyerahkan dokumen perjalanan da/atau buku pelaut dan
daftar awak alat angkut;

2. Penerimaan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat
angkut kepada petugas konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut;

b. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan
pemeriksaan




(1) keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
a) nomor dokumen perjalanan
b) desain pengaman dokumen perjalanan
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) cap dinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tandatangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut

Langkah Utama

1. Pemeriksaan daftar pencegahan
Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut Orang
Asing melalui sistem cekal

2. Peneraan cap tanda keluar

Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada
dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut
Orang Asing.

3. Penyerahan dokumen perjalanan

Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut
yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas
kepada awak alat angkut Orang Asing

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1. {Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2.|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.|Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4.|Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian;

5.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

6.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;

8.|Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.

KETERKAITAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara

NOMOR SOP :W1.IMIL.IMI.4-OT.03.01-0322

TGL. PEMBUATAN :04 MARET 2024
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

MBYLLOH SHODIQ
PenCATORINIB/1T 111999031001

NAMA SOP

M' ANEAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI
N IMIGRASI

KUALIFIKAS| PELAKSANA

. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI

. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif

. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

OO~ WNER

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Diokurnen ini telah

Keaslian dokumen d

nat dicek melalui tautan hitps:lbsre bssn.go.idfverifikasi

angani secara elektronik menggunakan serfifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serfifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara




Pelaksana Mutu Baku

Penanggung
Imigrasi yang jawab Alat  Kelengkapan Output
ditunjuk Angkut

Keterangan

Kegiatan Pejabat

Petugas Konter Tata Usaha Bank

siskarinfo

DPRI, buku kelengkapan
Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat pelaut dan | DPRI, buku
1. . . Konter 1 menit pelaut dan
angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia daftar awak daftar awak
alat angkut alat angkut
4 Tidak Hasil Dalam pemeriksaan
. verifikasi DPRI dapat dimintakan
5 Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang DPRI sah? DPRI dan 1 menit | keabsahan kartu identitas atau
"Idimiliki oleh awak alat angkut warga negara Indonesia buku pelaut DPRI dan dokumen pendukung
lain sebagai data
buku pelaut dukung
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia va v PRI dan Rekapitulasi Pet_llljgzsnrgt\?bl:z?ha
3.|yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya 2 menit ketidak juga membu
. . . L buku pelaut . rekapitulasi
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk sesuaian ketidaksesuaian
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga LN Tdak DPRI dan Kesesuaian
4.|negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut list daftar awak 10 detik | data awak alat
angkut sesual? alat angkut angkut WNI
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia V_l DPIRI,tbduk: awak alat angkut
5.|yang fidak terdapat pada daftar awak alat angkut va dp:ﬁ?: av:ak 2menit | e o
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk alat angkut jawab alat angkut
i " Hasil verifikasi warga negara
6 Memeriksa data awak alat angkut warga negara Tangkal? Daftar 30 detik daftar Indonesia tidak dapat
"IIndonesia pada daftar penangkalan melalui sistem cekal penangkalan penangkalan ditolak masuk ke
Indonesia
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia A4 Dattar Rekapitulasi Pet'llj,lg?isn-]r:rt\’?ble?ha
7.|yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada Tidak 2 menit ketidak Juga me ;
. L . L penangkalan - rekapitulasi
pejabat imigrasi yang ditunjuk sesuaian ketidaksesuaian
Penanganan
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak DPRI dan/atau Keputusan | ditindaklanjuti pada
8.|alat angkut warga negara Indonesia dari hasil buku pelaut atas ketidak | SOP Penanganan
pemeriksaan petugas konter sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada ca Peneraan cap tanda masuk
N p tanda
9.|DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga selesai DbPRI danfatau 5 oy masuk dan dan paraf petugas pada
) uku pelaut dokjal hanya bagi awak alat
negara Indonesia paraf petugas angkut laut
) ) ] ) v Daftar awak Laporan Rekapitulasi kegiatan
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian alat angkut . P .| dilaksanakan secara
10.|, . . f . . 1 hari kegiatan di ;
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku P eletronik dan/atau

manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN
AWAK ALAT ANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran |
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.1Z.03.03
Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control
Management.
Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) 2 3 4) ®) (6) (7
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Kedatangan Keimigrasian Kedatangan
bidang lalu bimbingan, Pengaturan awak alat awak alat
lintas dan pengaturan teknis angkut  warga angkut WNI di
Status dan Keimigrasian negara Tempat
Keimigrasian pengamanan serta Indonesia (WNI) Pemeriksaan
sesuai dengan |teknis pelaksanaan Imigrasi (TPI)
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas

undangan yang
berlaku

Lalu Lintas dan
Status
Keimigrasian;

Keimigrasian.




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut WNI di TPI

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

Kelas I;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian Kedatangan awak alat angkut WNI di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari
awak alat angkut warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan DPRI dan
buku pelaut warga negara Indonesia serta kesesuaian data awak alat angkut
warga negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut.

Langkah Utama

Petugas konter Memeriksa data awak alat angkut warga negara Indonesia pada
daftar penangkalan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda masuk dan
paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penyelesaian Kedatangan WNI di TPI

Langkah Awal

1. Penyerahan DPRI

Warga negara Indonesia menyerahkan DPRI, buku pelaut dan daftar awak
alat angkut;

2. Penerimaan DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut kepada petugas
konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut;

b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:




a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) capdinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tandatangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut

Langkah Utama .| 1. Pemeriksaan daftar penangkalan

Petugas konter memeriksa daftar penangkalan data awak alat angkut warga
negara Indonesia melalui sistem cekal

2. Peneraan cap tanda masuk

Petugas konter menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI
dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut warga negara
Indonesia.

3. Penyerahan DPRI

Petugas konter menyerahkan DPRI dan/atau buku pelaut yang telah selesai
diberikan peneraan cap tanda masuk dan paraf petugas kepada awak alat
angkut warga negara Indonesia

Langkah Akhir . Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
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DISAHKAN OLEH A KANTQR IMIGRASI
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NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI
2. |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
Z' gndang-Ur;dang _NOT]OI:IG Tah;? %Oﬁl tezngi‘gg Ke|m|ng.)aS|an; Pelak Undana-Undand N 6 Tah 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI

: Zgjrl?_utjéﬁ?anger}:‘;ir::itgrasigmor anun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun| 4 ‘nrengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan 5. Me”g‘?‘?h“' tugas dan fungsi mekanlsme_pembuata_n I_aporgn .

Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor|6- Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

6.|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;

7.|Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia;

8.|Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Border Control Management.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan

menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Dakurmnen ini tels

ndatangani secara elektronik menggunakan s
Keaslian dokumen da

apat dicek melalui tautan hitps:ibsre. bssn.go.idf

riifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serfifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara

verifikasi




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter  Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan Output
ditunjuk Angkut
Konter DPRI, buku klgsglgk;lfliln
Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat pelaut dan . '
1. . . K 1 menit pelaut dan
angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia daftar awal daftar awak
alat angkut
alat angkut
v Hasil Dalam pemt_eril_<saan
M iK keabsah d buk | verifikasi DPRI da_Lpat(_ilmlntakan
2 emeriksa keabsahan DPRI an buku pelaut yang e Tidak DPRI dan 1 menit keabsahan kartu identitas atau
"Idimiliki oleh awak alat angkut warga negara Indonesia ' buku pelaut DPRI d dokumen pendukung
an lain sebagai data
buku pelaut dukung
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia v PRI d Rekapitulasi Pet_ugasr:art:bUs?ha
3.|yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya ya an 2 menit ketidak juga membua
K g o . ituniuk buku pelaut sesuaian rekapitulasi
epada pejabat imigrasi yang ditunju ketidaksesuaian
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga LN Tdak DPRI dan Kesesuaian
4.|negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut lst daftar awak 10 detik | data awak alat
angkut sesual? alat angkut angkut WNI
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia A 4 DPIRI,tdeku awak alat angkut
5./yang tidak terdapat pada daftar awak alat angkut va petaut dan 2 menit | WN! dierima oleh
. o - S daftar awak penanggung
kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk alat angkut jawab alat angkut
. v G
o Memeriksa data awak alat angkut warga negara seqan? ‘ Daftar 0 detik | o uerkast
"| Indonesia pada daftar pencegahan melalui sistem cekal pencegahan pencegahan
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia A4 Dat Rekapitulasi Petugas TatabUsaha
7.lyang teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada Tidak arar 2 menit ketidak Juga membuat
iabat imi . dituniuk pencegahan sesuaian rekapitulasi
pejabat imigrasi yang ditunju ketidaksesuaian
Penanganan
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak Keputusan | ditindaklanjuti pada
. . . DPRI dan/atau :
8.|alat angkut warga negara Indonesia dari hasil buku pelaut atas ketidak | SOP Penanganan
pemeriksaan petugas konter P sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada Ca Peneraan cap tanda
N\ p tanda
9. DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga ( selsai ) Dgfkluds;/:ﬁ“ 30 detik | keluar dan kg;‘gggg;’f;’:;s:fg;s
negara Indonesia paraf petugas | “awak alat angkut laut
4 Daftar awak Rekapitulasi kegiatan
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian alat angkut ' Laporan dilaksanakan secara
10.|, . . . . - 1 hari kegiatan di :
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku P eletronik dan/atau
siskarinfo manual




IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN
AWAK ALAT ANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA

DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran |
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun
2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap
Keimigrasian;

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.1Z.03.03
Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control
Management.
Instansi Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1) 2 3 4) ®) (6) (7
A. |melaksanakan |pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
kegiatan di kebijakan, Kebijakan dan |Keberangkatan | Keimigrasian Keberangkata
bidang lalu bimbingan, Pengaturan awak alat n awak alat
lintas dan pengaturan teknis angkut  warga angkut WNI di
Status dan Keimigrasian negara Tempat
Keimigrasian pengamanan serta Indonesia (WNI) Pemeriksaan
sesuai dengan |teknis pelaksanaan Imigrasi (TPI)
peraturan pelaksanaan tugas di bidang
perundang- tugas di bidang | Lalu Lintas

undangan yang
berlaku

Lalu Lintas dan
Status
Keimigrasian;

Keimigrasian.




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

B.

C.

1. | Judul SOP

Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut WNI di TPI

2. | Jenis Kegiatan

Rutin

3. | Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Kantor Imigrasi

b. Kegiatan

— Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus;

— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi

Kelas I;
— Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi
Kelas Il; atau

— Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Kelas Ill.

4. | Scope/ruang lingkup

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Langsa

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan

Penyelesaian Keberangkatan awak alat angkut WNI di TPI

Langkah Awal

Petugas konter menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut dari
awak alat angkut warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan DPRI dan
buku pelaut warga negara Indonesia serta kesesuaian data awak alat angkut
warga negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut.

Langkah Utama

Petugas konter memeriksa data awak alat angkut warga negara Indonesia pada
daftar pencegahan melalui sistem cekal dan menerakan cap tanda masuk dan
paraf petugas pada DPRI warga negara Indonesia

Langkah Akhir

Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI.

IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan

Penyelesaian Keberangkatan WNI di TPI

Langkah Awal

1. Penyerahan DPRI

Warga negara Indonesia menyerahkan DPRI, buku pelaut dan daftar awak
alat angkut;

2. Penerimaan DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat angkut kepada petugas
konter
a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga
negara Indonesia yang terdapat pada daftar awak alat angkut;

b. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan
(1) Keabsahan DPRI, meliputi:




a) nomor DPRI
b) desain pengaman DPRI
c) tempat dan tanggal pengeluaran
d) masa berlaku
e) capdinas
(2) Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
a) data identitas awak alat angkut
b) masa berlaku buku pelaut
c) tandatangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
d) data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
e) data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut

Langkah Utama .| 1. Pemeriksaan daftar pencegahan

Petugas konter memeriksa daftar pencegahan data awak alat angkut warga
negara Indonesia melalui sistem cekal

2. Peneraan cap tanda keluar

Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI
dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut warga negara
Indonesia.

3. Penyerahan DPRI

Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan
cap tanda masuk dan paraf petugas kepada awak alat angkut warga negara
Indonesia

Langkah Akhir . Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan
penanganan ketidaksesuaian di TPI setiap harinya.
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MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA BEBAN PADA LAYANAN IZIN TINGGAL

NAMA SOP KEIMIGRASIAN PADA SAAT PERMOHONAN OVERSTAY
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi
2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 2. Mengetahui prosedur penyelesaian penerbitan izin tinggal keimigrasian secara administratif

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah [3. Mengetahui prosedur penyelesaian perpanjangan izin tinggal keimigrasian secara administratif
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan

atas Peraturan Pemerintah Nmor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan |5. Memiliki kemampuan mengolah data keimigrasian di kantor imigrasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3 Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia;

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014
tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan
Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap
serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan Izin Tinggal dan Alih Status Keimigrasian 1. Komputer/printer /scanner

SOP Perpanjangan lzin Tinggal Keimigrasian 2. Jaringan internet serta SIMKIM
3 Kamera/mesin finger print
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses layanan izin tinggal keimigrasian terkait
pengenaan biaya beban overstay akan terhambat dan menyebabkan ketidakpastian

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

hitps-/fbsre.bssn.go.idfverifikasi



PENGAYOMAN

ORANG ASING

1.“

Orang Asing mengajukan
perpanjangan lzin  Tinggal
pada Kantor Imigrasi dengan
membawa kelengkapan
dokumen

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA BEBAN PADA LAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN PADA SAAT PERMOHONAN OVERSTAY

PETUGAS IMIGRASI

Petugas melakukan pemeriksaan
kelengkapan  persyaratan  dan
menemukan Orang Asing
pemegang Izin Tinggal yang telah
berakhir masa berlakunya dan
masih berada dalam  Wilayah
Indonesia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR : W.1.IMI.IMI.40OT.03.01-0276

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

PETUGAS IMIGRASI

TERDETEKSI SISTEM

_, N

Dalam hal jumlah overstay sesuai, Pada tahapan
pemeriksaan kelengkapan dokumen, pilih tombol
buat kode billing untuk menerbitkan kode billing
sekaligus tanda terima permohonan

PETUGAS IMIGRASI
4a.

KABID/KASI/KASUBSI
4b.

KABID/KASI/KASUBSI

4d.

Dalam hal jumlah overstay tidak sesuai, Pada
tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pilih

mengubah jumlah overstay dengan
mengisi tanggal masuk orang asing di

memilih  tombol koreksi untuk
meneruskan data ke

KEPALA KANTOR IMIGRASI

Kepala

melakukan persetujuan dengan
pilih menu persetujuan selanjutnya

tombol koreksi

wilayah Indonesia dan masa berlaku
izin tinggalnya yang secara otomatis
akan memunculkan jumlah overstay

Kantor Imigrasi

menu Kakanim untuk overstay
dan  kembali ke tahapan
permohonan untuk cetak kode
billing

TIDAK TERDETEKSI SISTEM

PETUGAS IMIGRASI
5a.

Dalam hal orang asing yang tidak sanggup membayar
biaya overstay atau yang overstay lebih dari 60 hari,
Pada tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pilih
tombol wasdakim untuk mengirimkan data ke aplikasi

Nyidakim dan diproses oleh Bidang/Seksi/Subsi
Inteldakim sesuai dengan ketentuan
PETUGAS IMIGRASI

6a.

Membuka menu cetak, kode billing
overstay, dan cetak kode billing

overstay. Masukkan nomor
permohonan dan klik tombol cari
permohonan

Permohonan dibatalkan secara sistem

PETUGAS IMIGRASI
6c.

KABID/KASI/KASUBSI
6b.
Membuat resume dan
membubuhkan  paraf untuk
selanjutnya ditandatangani
Kakanim

>

Mengisi data tanggal masuk dan masa
berlaku izin tinggal. Klik tombol buat
kode billing. Selanjutnya pindai tiket,
tanda masuk pada halaman paspor
dan resume. Klik tombol cetak untuk
mencetak kode billing



SEKS|I KEPEGAWAIAN

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il TPI LANGSA

@ imigrasi_langsa .f » Imigrasi Langsa @@imigrasilangsa ‘0811 6808 151 @https:l!kanimlangsa.kemenkumham.go.id
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———
NAMA SOP PROSES PENGINPUTAN DATA SIMPEG

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah,
terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 64 Tahun 2005;

5 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 52 Tahun 2005;

6 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan
Pemerintah Nornor 11 Tahun 2011;

7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang
Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 secara Elektronik;

8 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Implementasi E-Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2015;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penginputan dan pengolahan data pada simpeg akan terhambat.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR KAUR KEUANGAN Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengumpulkan data-data perubahan Berkas 1-2 jam Terkumpulnya
pegawai (Biodata, Kepangkatan, Jabatan, Pegawai, DUK, berkas data-data
Pendidikan, KGB, SKP dan lain-lain) SK-SK, perubahan
Mulai Komputer, pegawai
Aplikasi
SIMPEG
2 |Mengecek dan memeriksa data-data Berkas 1-2 jam Berkas data-
perubahan pegawai (Biodata, Pegawai, DUK, data perubahan
Kepangkatan, Jabatan, Pendidikan, KGB, SK-SK, pegawai
SKP dan lain-lain) yang akan diinput v Komputer,
Aplikasi
Siapkan draf SIMPEG
KGB
3 |Menginput data-data perubahan pegawai Berkas 1-3 jam Dokumen telah
(Biodata, Kepangkatan, Jabatan, Pegawai, DUK, terinput
Pendidikan, KGB, SKP dan lain-lain) SK-SK,
pegawai ke dalam aplikasi SIMPEG — Komputer,
Konsep surat Aplikasi
usulan KGB SIMPEG
4 |Mengontrol data-data pegawai dalam Dokumen 1-3 jam Data pegawai
aplikasi SIMPEG terbaru
A
Disposisi ke
Kasubag TU
5 |[Selesai

A 4

‘ Selesai )




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyelesaian laporan akan terhambat.

NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0326

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MAR|

r=1=Y. 7
L i

DISAHKAN OLEH PALA KANTOR,

LOH SHODIQ
3111999031001

A/APORAN PENGENDALIAN

NAMA SOP GRATIFIKASI BULANAN DAN TRIWULAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data laporan gratifikasi;

. Mengetahui prosedur sisumaker;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima surat permohonan Surat 5 menit Diterimanya
laporan reformasi birokrasi dari permohonan permohonan
kanwil secara online melalui Mulai laporan laporan
sisumaker pengendalian pengendalian
gratifikasi gratifikasi
2 |Meminta data dari tim Berkas 3 bulan Kumpulan
pengendalian gratifikasi Y evidence Evidence
Pengumpula
n Evidence
3 |Menyiapkan Konsep Laporan Konsep 5 menit | Konsep Laporan
pengendalian gratifikasi v Laporan pengendalian
- pengendalian gratifikasi
Siapkan gratifikasi
Konsep
Laporan
4 |Membuat Laporan pengendalian Konsep 60 menit Laporan
gratifikasi v Laporan pengendalian
pengendalian gratifikasi yang
Membuat gratifikasi telah dibuat
Laporan
5 |Menyampaikan Laporan Laporan 30 menit Laporan yang
pengendalian gratifikasi ke Kaur — pengendalian telah diterima
Umum dan Kaur Kepegawaian Menyampai Menyampai gratifikasi yang Kaur Umum dan
kan Laporan kan Laporan telah dibuat Kaur
Kepegawaian
6 |Menerima surat permohonan surat Laporan 2 menit Permohonan
keluar laporan pengendalian A 4 pengendalian Surat Keluar
gratifikasi Menerima gratifikasi yang Laporan
Permohonan telah disetujui pengendalian
gratifikasi
diterima




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
7 |Melakukan pindai permohonan Permohonan 5 menit Hasil Pindai
surat keluar ! Surat Keluar
Pindai
Permohonan
8 |Menginput permohonan surat Hasil Pindai 10 menit Surat Keluar
keluar melalui SISUMAKER A 4 SISUMAKER
(Sistem Informasi Surat Masuk dan Entry
Keluar) SISUMAKER
9 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 5 menit |Persetujuan oleh
didisposisikan kepada Kepala v SISUMAKER Kepala Kantor
Kantor .
Persetujuan
Kepala
Kantor
|l
10 |Permohonan surat keluar yang l Surat Keluar 5 menit Surat Keluar
disetujui, diterakan QR Code pada telah diterakan
surat keluar Menerakan QR Code
QR Code
11 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 2 menit Surat Keluar
didisposisikan kebagian yang v telah
membuat permohonan didisposisikan
Disposisi
Surat Keluar
12 |Selesai Surat Keluar 2 menit Dikirimnya
A permohonan
Selesai laporan

pengendalian
gratifikasi




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

2 Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat
yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;

3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH — 02.RW.02.03 Tahun 2011 tentang

4 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 33 tahun 2013 tentang Perubahan atas

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. HH — 02.PW.02.03 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyelesaian laporan akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0327

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

SHODIQ
11999031001

PRE UAT LAPORAN PENGENDALIAN SPIP

NAMA SOP TRIWULAN DAN TAHUNAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data pengendalian SPIP;

. Mengetahui prosedur sisumaker;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima surat permohonan Surat 5 menit Diterimanya
laporan Pengendalian SPIP dari permohonan permohonan
kanwil secara online melalui Mulai laporan laporan
sisumaker pengendalian pengendalian
SPIP SPIP
2 |Melakukan proses pengumpulan Berkas 3-12 bulan Kumpulan
dan pengolahan data evidence 3 evidence Evidence
inovasi dari masing-masing seksi Pengumpulan
dan sub bagian serta pengarahan Evidence
kepala kantor
3 |Menyiapkan Konsep Laporan Konsep 5 menit | Konsep Laporan
pengendalian SPIP v Laporan pengendalian
pengendalian SPIP
Siapkan Konsep) SPIP
Laporan
4 |Membuat Laporan pengendalian Konsep 60 menit Laporan
SPIP v Laporan pengendalian
pengendalian SPIP yang telah
Membuat Laporan SPIP dibuat
5 |Menyampaikan Laporan \ 4 Laporan 30 menit Laporan yang
pengendalian SPIP ke Kaur Umum ) pengendalian telah diterima
dan Kaur Kepegawaian Menyampaikan Menyampaikan SPIP yang Kaur Umum dan
Laporan BE Laporan telah dibuat Kaur
Kepegawaian
6 |Melakukan pertemuan antara y Laporan 30 menit Laporan
kepala kantor beserta pejabat pengendalian pengendalian
struktural untuk merespon terkait R'?pa: Kedpala SPIP yang SPIP yang telah
Laporan yang dibuat antor dan telah dibuat disetujui

Pejabat Struktural




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
7 |Membuat Penyesuaian dan Laporan 60 menit Laporan
Perbaikan Laporan pengendalian pengendalian
SPIP yang SPIP yang telah
telah dibuat direvisi
Revisi
8 |Menerima surat permohonan surat Laporan 2 menit Permohonan
keluar laporan pengendalian SPIP - pengendalian Surat Keluar
. SPIP yang Laporan
Menerima telah disetujui pengendalian
Permohonan SPIP diterima
9 |Melakukan pindai permohonan Permohonan 5 menit Hasil Pindai
surat keluar \ J Surat Keluar
Pindai
Permohonan
10 |Menginput permohonan surat v Hasil Pindai 10 menit Surat Keluar
keluar melalui SISUMAKER SISUMAKER
(Sistem Informasi Surat Masuk dan Entry
Keluar) SISUMAKER
11 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 5 menit | Persetujuan oleh
didisposisikan kepada Kepala A 4 SISUMAKER Kepala Kantor
Kantor
Persetujuan
Kepala Kantor
I
12 |Permohonan surat keluar yang v Surat Keluar 5 menit Surat Keluar

disetujui, diterakan QR Code pada
surat keluar

Menerakan QR
Code

telah diterakan
QR Code




Mutu Baku

Pelaksana
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
13 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 2 menit Surat Keluar
didisposisikan kebagian yang telah
membuat permohonan didisposisikan
Disposisi Surat
Keluar
14 |Selesai A 4 Surat Keluar 2 menit Dikirimnya
permohonan
laporan

( Selesai )

pengendalian
SPIP




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
5 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6 Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyelesaian laporan akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0328

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR,

LLOH SHODIQ
193111999031001

NAMA SOP E6 W TW/APORAN REFORMASI BIROKRASI

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data reformasi birokrasi;

. Mengetahui prosedur sisumaker;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBE

7 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima surat permohonan Surat 5 menit Diterimanya
laporan reformasi birokrasi dari permohonan permohonan
kanwil secara online melalui Mulai laporan laporan
sisumaker reformasi reformasi
birokrasi birokrasi
2 |Melakukan proses pengumpulan Berkas 3 bulan Kumpulan
dan pengolahan data evidence 3 evidence Evidence
dari gspek—a§pek perubahan dari Pengumpulan
masing-masing seksi dan sub Evidence
bagian.
3 |Menyiapkan Konsep Laporan Konsep 5 menit | Konsep Laporan
Reformasi Birokrasi v Laporan Reformasi
Reformasi Birokrasi
Siapkan Konsep Birokrasi
Laporan
4 |Membuat Laporan Reformasi Konsep 60 menit Laporan
Birokrasi v Laporan Reformasi
Reformasi Birokrasi yang
Membuat Laporan Birokrasi telah dibuat
5 |Menyampaikan Laporan Reformasi \ 4 Laporan 30 menit Laporan yang
Birokrasi Triwulan ke Kaur Umum ) Reformasi telah diterima
dan Kaur Kepegawaian Menyampaikan Menyampaikan Birokrasi yang Kaur Umum dan
Laporan BE Laporan telah dibuat Kaur
Kepegawaian
6 |Melakukan pertemuan antara y Laporan 30 menit Laporan
kepala kantor beserta pejabat Reformasi Reformasi
struktural untuk merespon terkait R'?pa: Kedpala Birokrasi yang Birokrasi yang
Laporan yang dibuat antor dan telah dibuat telah disetujui

Pejabat Struktural




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
7 |Membuat Penyesuaian dan Laporan 60 menit Laporan
Perbaikan Laporan Reformasi Reformasi
Birokrasi yang Birokrasi yang
telah dibuat telah direvisi
Revisi
8 |Menerima surat permohonan surat Laporan 2 menit Permohonan
keluar laporan reformasi birokrasi - Reformasi Surat Keluar
) Birokrasi yang Laporan
Menerima telah disetujui Reformasi
Permohonan Birokrasi
diterima
9 |Melakukan pindai permohonan Permohonan 5 menit Hasil Pindai
surat keluar \ J Surat Keluar
Pindai
Permohonan
10 |Menginput permohonan surat v Hasil Pindai 10 menit Surat Keluar
keluar melalui SISUMAKER SISUMAKER
(Sistem Informasi Surat Masuk dan Entry
Keluar) SISUMAKER
11 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 5 menit | Persetujuan oleh
didisposisikan kepada Kepala A 4 SISUMAKER Kepala Kantor
Kantor
Persetujuan
Kepala Kantor
I
12 |Permohonan surat keluar yang v Surat Keluar 5 menit Surat Keluar

disetujui, diterakan QR Code pada
surat keluar

Menerakan QR
Code

telah diterakan
QR Code




Mutu Baku

Pelaksana
Alur Kegiatan Ket.
KAUR
KEPEGAWAIAN KASUBAG TU KEPALA KANTOR | KAUR KEUANGAN KAUR UMUM Kelengkapan Waktu Output
13 |Permohonan surat keluar Surat Keluar 2 menit Surat Keluar
didisposisikan kebagian yang telah
membuat permohonan didisposisikan
Disposisi Surat
Keluar
14 |Selesai A 4 Surat Keluar 2 menit Dikirimnya
permohonan
Selesai |ap0ran
reformasi

birokrasi




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah,
terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 64 Tahun 2005;

5 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 52 Tahun 2005;

6 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2011;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan usulan kenaikan gaji berkala akan tertunda.

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-0T.03.01-0329

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data kepegawaian;

. Mengetahui prosedur sisumaker;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

‘ Pelaksana

Mutu Baku




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Ket.
KAUR KEPEGAWAIAN | KASUBAG TU | KEPALA KANTOR | DIREKTORAT (AUR KEUANGA| Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengecek daftar usulan kenaikan gaji Aplikasi SIMPEG 30 menit | Daftar Pegawai
berkala pegawai melalui SIMPEG ‘ Mulai ’ KGB
2 |Petugas mengecek kelengkapan untuk Fotokopi SK Gaji 30 menit Berkas usul
pengusulan kenaikan gaji berkala A Berkala Terakhir Kenaikan Gaji
pegawai dilegalisir Berkala lengkap
Kdg:ﬁf:span Fotokopi SK Pangkat
Terakhir dilegalisir
‘ Fotokopi DP3 1 Tahun
‘ Terakhir dilegalisir
Fotoconv SK NIP Raru
3 |Petugas membuat draft surat usulan ‘ Berkas usul KGB 30 menit Draft KGB
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) melalui Siapkan draf
SIMPEG KGB
4 |Petugas membuat draft surat usulan | Berkas usul KGB 60 Menit Konsep surat
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) melalui Konse usulan
SIMPEG P | kenaikan gaji
surat usulan berkala
KGB Tolak
5 |Disposisi persetujuan surat pengantar Draft Surat usulan KGB 5 menit Draft Surat
Kenaikan Gaji Berkala ke Kasubag TU usulan KGB
— — yang telah
disetujui
Kasubag TU
Terima
6 |Disposisi persetujuan surat pengantar Draft Surat usulan KGB 5 menit Surat usulan
Kenaikan Gaji Berkala ke Kepala ! ._ KGB yang telah
Kantor Tolak Disposisi disetujui Kepala
Kantor
7 |Menerima persetujuan dari Kepala P— Surat usulan KGB 30 menit Surat usulan
Kantor ersetujuan ) KGB yang telah
kepala Terima, disetujui
kantor
8 |Meneruskan surat ke bagian keuangan J/ Surat usulan KGB yang 5 menit Surat Usulan
untuk  diurus ke KPPN dan telah disetujui KGB yang telah
menyerahkan ke pegawai yang disetujui
bersangkutan Surat usulan diterima oleh
bagian
keuangan
9 |Mendokumentasikan Berkas usul dan surat 10 menit Arsip berkas

‘ Selesai ’

usulan KGB

usul dan surat
usulan KGB




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM
1 |Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983

Tentang Kartu Istri/ Suami Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pengajuan Kartu Istri/Suami akan
terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI1.IMI.4-0T.03.01-0330

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

&
«
)

OH SHODIQ
.m.m.u,.NJF 3111999031001

NAMA SOP

B M D AR ‘T“
PENGAJUAN K KE ) DAN KARTU SUAMI (KARSU)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan konsep surat;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme administrasi pemerintahan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet;
3. Sistem Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

‘ Pelaksana

Mutu Baku




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Py Keterangan
Pegawai . Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Berkas Usul Permohonan Baru:
1. Laporan Perkawinan pertama
2.Daftar keluarga PNS
3.Akta Nikah (legalisir KUA
. Mulai domisili KTP)
1 Melgngkapl berkas usul pembuatan 4.Pas foto pasangan 2x3 1 hari Berkas lengkap
Karis/Karsu
Surat kehilangan dari kepolisian
: (kartu hilang)
Tidak Akta cerai/ surat keterangan
kematian (pernikahan kedua)
Menerima dan memeriksa berkas usul < Berkas .
2 pembuatan Karis/Karsu lengkap? >— Berkas Usul 3 menit | Berkas lengkap
. Konsep surat
3 r;;?g}:f:sgffp surat permohonan Konsep surat Tidak Komputer 10 menit permohonan
permohonan KARIS/KARSU
—
V Surat
a Disposisi persetujuan surat permohonan Surat Surat permohonan 10 menit permohonan
KARIS/KARSU ke Kasubag TU ura KARIS/KARSU, Sisumaker KARIS/KARSU
permohonan disetujui
X Surat
5 Disposisi persetujuan surat permohonan Surat permohonan 10 menit permohonan
KARIS/KARSU ke Kepala Kantor < Disetujui >7 KARIS/KARSU, Sisumaker KARIS/KARSU
disetujui
7
. Ya Surat
6 Menerima persetujuan surat permohonan Persetujuan Surat permohonan 10 menit permohonan
KARIS/KARSU dari Kepala Kantor Surat KARIS/KARSU, Sisumaker KARIS/KARSU
permohonan disetujui
‘ \Va Surat
Mengirimkan surat permohonan Surat Surat permohonan permohonan
7 |KARIS/KARSU dengan berkas usul melalui permohonan P 1 hari KARIS/KARSU,
dan berk KARIS/KARSU, berkas usul
pos an berkas berkas usul
usul terkirim
AV
) Surat permohonan B
8 |Menerima KARIS/KARSU RIS/KARSU| KARIS/KARSU, berkas usul 1 hari KARIS/KARSU
1
Mengarsipkan copy surat permohonan ‘ Arsip surat
Surat permohonan . permohonan
9 |KARIS/KARSU,berkas usul, dan 15 menit
KARIS/KARSU KARIS/KARSU, berkas usul K,Ablzlrigéﬁlzau




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

2 |Kepegawaian;

3 |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
4 |Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

5 |Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
6 |Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.KP.04.04 Tahun
2009 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pengusulan kenaikan pangkat
reguler pegawai akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0331

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

FPALA KANTOR,

! RULLOH SHODIQ
P197103111999031001

NAMA SOP PANGKAT PEGAWAI (REGULER, UJIAN DINAS, DAN

PENYESUAIAN IJAZAH
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan konsep surat;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme administrasi pemerintahan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet;
3. Sistem Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker), Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Alur Pengajuan Kenaikan Pangkat Reguler

‘ Pelaksana

Mutu Baku




Alur Kegiatan Kaur Keterangan
Pegawai . Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
. Daftar nama
Mengecek daftar usulan kenaikan pegawai yang
1 |pangkat reguler pegawai melalui Mulai SIMPEG 1 menit dapat mengajukan
SIMPEG -
kenaikan pangkat
Salinan sah:
1. Keputusan dalam pangkat terakhir
2.Daftar penilaian prestasi kerja
Menyiapkan kelengkapan berkas 3.Surat Tanda Tamat Belajar/
: Kelengkapan - ) .
2 |untuk usulan kenaikan pangkat berkas ljazah/ Diploma 1 hari Berkas lengkap
reguler 4.Surat perintah tugas belajar
5.Surat penugasan dipekerjakan
atau diperbantukan di luar instansi
induk
A4
. Konsep surat
Mengetik konsep surat pengantar Konsep Tidak ) pengantar
3 ? surat Komputer 10 menit )
kenaikan pangkat reguler kenaikan pangkat
pengantar
: reguler
Vi
Disposisi persetujuan surat surat pengantar kenaikan pangkat surat pengantar
4 |pengantar kenaikan pangkat reguler Surat P reguler Sisumakerp 9 10 menit | kenaikan pangkat
ke Kasubag TU pengantar guier, reguler
Disposisi persetujuan surat /\ surat pengantar kenaikan panakat surat pengantar
5 |pengantar kenaikan pangkat reguler < Disetujui > p reguler Sisumakerp 9 10 menit | kenaikan pangkat
ke Kepala Kantor guier, reguler disetujui
Menerima persetujuan surat Persetujuan; Ya surat pengantar kenaikan pangkat surat pengantar
6 |pengantar kenaikan pangkat reguler Surat peng . pang 10 menit | kenaikan pangkat
. reguler, Sisumaker : A
dari Kepala Kantor pengantar reguler disetujui
1
/. surat pengantar
Mengirimkan surat pengantar S . kenaikan pangkat
! urat surat pengantar kenaikan pangkat )
7 |kenaikan pangkat reguler dengan t 1 hari reguler dan
pengantar reguler dan kelengkapan berkas
kelengkapan berkasnya dan berkas kelengkapan
berkas diterima
Menerima surat keputusan kenaikan SKKenaikan surat pengantar kenaikan pangkat ) Surat Keputusan
8 ) < 1 hari )
pangkat reguler pegawai Pangkat reguler dan kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat
|
‘ Arsip Surat
Mengarsmkan surat keputusan . Surat Keputusan Kenaikan Pangkat . K_eputusan
9 |kenaikan pangkat reguler pegawai, Selesai 1 hari Kenaikan Pangkat
elesal dan kelengkapan berkas
dan kelengkapan berkasnya dan kelengkapan
berkas
Alur Pengajuan Kenaikan Pangkat dengan Ujian Dinas
Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Kaur Keterangan
Pegawai Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output

Kepegawaian




Pegawai lulus ujian Dinas dan telah

Daftar nama
pegawai yang

1 |menerima Surat Tanda Lulus Ujian Mulai SIMPEG 1 menit )
A dapat mengajukan
Dinas (STLUD) .
kenaikan pangkat
1. Salinan sah Kartu Pegawai
2.Salinan sah SK CPNS
3.Salinan sah SK PNS
Menyiapkan kelengkapan berkas Kelengkapan| 4.Sal!nan sah SK Pangkat terakhir
2 |untuk usulan kenaikan pangkat berkas 5.Salinan SKP dan PPKP 1 hari Berkas lengkap
- : 6.Salinan sah STLUD
dengan ujian dinas . N
7.Salinan ijazah
8. Surat keterangan tidak sedang
dalam proses menjalani hukuman
disiplin
A4
Mengetik konsep surat pengantar Konsep Konsep surat
3 |kenaikan pangkat dengan ujian surat Komputer 10 menit pengantar
dinas pengantar kenaikan pangkat
Disposisi surat pengantar kenaikan .
- ) Surat .
4 |pangkat dengan ujian dinas ke ura surat pengant_ar kenaikan pangkat, 10 menit surqt pengantar
pengantar Sisumaker kenaikan pangkat
Kasubag TU
Disposisi surat pengantar kenaikan Surat surat pengantar kenaikan panakat surat pengantar
5 |pangkat dengan ujian dinas ke engantarn pengant pangkal, | 10 menit | kenaikan pangkat
peng: Sisumaker P
Kepala Kantor disetujui
Menerima persetujuan surat Persetujuan ) surat pengantar
. Surat surat pengantar kenaikan pangkat, . .
6 |pengantar kenaikan pangkat dengan ) 10 menit | kenaikan pangkat
- ) : pengantar Sisumaker ) -
ujian dinas dari Kepala Kantor disetujui
Mengirimkan surat pengantar Surat surat pengantar
kenaikan pangkat dengan ujian engantar surat pengantar kenaikan pangkat ) kenaikan pangkat
7 € peng; 1 hari
dinas dengan kelengkapan dan berkas dan kelengkapan berkas dan kelengkapan
berkasnya berkas diterima
Menerima surat keputusan kenaikan SKKenaikan surat pengantar kenaikan pangkat . Surat Keputusan
8 - . - Pangkat 1 hari B
pangkat dengan ujian dinas pegawai dan kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat
Mengarsipkan surat keputusan Arsip Surat
! " . Keputusan
kenaikan pangkat dengan ujian Selesai Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ' )
9 : ; 1 hari Kenaikan Pangkat
dinas pegawai, dan kelengkapan dan kelengkapan berkas
dan kelengkapan
berkasnya
berkas
Alur Pengajuan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian ljazah
Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Kaur Keterangan
Pegawai Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output

Kepegawaian




Pegawai lulus Ujian Penyesuaian

Daftar nama
pegawai yang

ljazah dan telah menerima Sertifikat Mulai SIMPEG 1 menit dapat mengaiukan
Penyesuaian ljazah (PI) pat 98y
kenaikan pangkat
L. OSdiiidiT Sdil Rditu Feydawdi
2.Salinan sah SK CPNS
3.Salinan sah SK PNS
4.Salinan sah SK Pangkat terakhir
Kelengkapan 5.Salinan SKP dan PPKP
berkas i ifi
Menyiapkan kelengkapan berkas G.Sal!nan §ah Sertifikat PI L
: 7.Salinan ijazah dan transkrip nilai )
untuk usulan kenaikan pangkat . - ) 1 hari Berkas lengkap
dengan penyesuaian ijazah 8.Uraian tugas asli dan fotokopi
9.Daftar Riwayat Pekerjaan
10.Daftar Riwayat Hidup
11.Surat keterangan tidak sedang
dalam proses menjalani hukuman
disiplin
\L A9 Cuivns | noan imin lalinb
Mengetik konsep surat pengantar Konsep Konsep surat
kenaikan pangkat dengan surat Komputer 10 menit pengantar
penyesuaian ijazah pengantar kenaikan pangkat
D;p?ztshselga;,?eZ%agt:gaﬁ:?Z;:h Surat surat pengantar kenaikan pangkat, 10 menit surat pengantar
Ee Kgasubag %’U peny ! pengantar Sisumaker kenaikan pangkat
Disposisi surat pengantar kenaikan Surat surat pengantar kenaikan pangkat surat pengantar
pangkat dengan penyesuaian ijazah pengantar] peng Sisumaker pangkat, 10 menit | kenaikan pangkat
ke Kepala Kantor disetujui
Menerima perse_tujuan surat Persetujuan ) surat pengantar
pengantar kenaikan pangkat dengan Surat surat pengantar kenaikan pangkat, 10 menit | kenaikan panakat
penyesuaian ijazah dari Kepala engantar Sisumaker an pang
Kantor peng disetujui
Mengirimkan surat pengantar Surat surat pengantar
kenaikan pangkat dengan pengantar surat pengantar kenaikan pangkat 1 hari kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah dengan dan berkas dan kelengkapan berkas dan kelengkapan
kelengkapan berkasnya berkas diterima
Menerima surat keputusan kenaikan SKKenaikan surat pengantar kenaikan pangkat 1 hari Surat Keputusan
pangkat dengan penyesuaian ijazah Pangkat dan kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat
I
‘ .
Mengarsipkan surat keputusan Qr;l)zi:;t
kenaikan pangkat dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 1 hari Kenaikan Pangkat

penyesuaian ijazah dan
kelengkapan berkasnya

dan kelengkapan berkas

dan kelengkapan
berkas




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

2 |Kepegawaian;
3 |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
4 |Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberitahuan PNS yang
mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional.

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pembuatan surat usulan pensiun
pegawai akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0332

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 202%/:—;_“57\‘“*\‘

£,

DISAHKAN OLEH

PALA KANTOR,

{SIIRULLOH SHODIQ
3/197103111999031001

P . ,, -
PROSES PENG‘&MM?HENTIAN PEGAWAI YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA

PENSIUN
KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan konsep surat;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme administrasi pemerintahan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet;
3. Sistem Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker), Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

‘ Pelaksana

Mutu Baku




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Kaur Keterangan
Pegawai . Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Mengecek daftar pegawai yang Zafatsvra?ar;s
1 |mencapai batas usia pensiun untuk Mulai SIMPEG 1 menit dapa?men ya'uEan
1 tahun ke depan melalui SIMPEG p 92y
pensiun
1. Daftar Susunan Keluarga
2.Fotokopi Akta Kawin/ Surat
Nikah Legalisir KUA
3.Fotokopi Akta Surat Kelahiran
Anak
4.Fotokopi Surat Keputusan
Pengangkatan pertama sebagai
CPNS dan PNS, Surat
Kelengk Keputusan Pangkat Terakhir dan
e g:fk;pa“ Gaji Pokok terakhir
) 5.Fotokopi Kartu Pegawai
2 Menyiapkan kelengkapan berkas 6.Fotokopi TASPEN 1 hari Berkas usul
untuk usulan pensiun 7.Daftar Riwayat Pekerjaan lengkap
8.Data Perorangan Calon
Penerima Pensiun
9.Surat Pernyataan Pengembalian
Barang Milik Negara
10.Fotokopi Gaji Berkala tahun
terakhir
11. Fotokopi DP3/SKP tahun
terakhir
12.Pas foto terbaru 3x4hitam putih
Mengetik konsep Surat Permohonan Konsep Tidak ) Konsep Surat
3 f surat usulan| Komputer 10 menit Permohonan
Pensiun , .
pensiun Pensiun
Disposisi Surat Permohonan Surat . .. | Surat Permohonan
4 . usulan Surat Permohonan Pensiun 10 menit ]
Pensiun ke Kasubag TU ) Pensiun
pensiun
5 D|sp0_5|5| Surat Permohonan < Disetujui >; Surat Permohonan Pensiun 10 menit Surat Permohonzi_n
Pensiun ke Kepala Kantor \/ Pensiun disetujui
6 'I;A:?rsgrr:;ap: r;z;uéruindiﬁir?e ala Persetujuan v Surat Permohonan Pensiun 10 menit Surat Permohonan
P permohonan Pensiun disetujui
Kantor
Mengirimkan Surat Permohonan Surat
Berhe!m .d".’m Jabatan Pegawai permohonan Surat Permohonan Pensiun, ) Surat Permohonan
7 |Negeri Sipil dengan Hak &Kkelengkapan . 1 hari )
. Sisumaker Pensiun
Mendapatkan Pensiun dengan berkas
kelengkapan berkasnya
Menerima surat keputusan pensiun Surat Keputusan
8 |dari Kepala Kantor Badan Selesai Surat Permohonan Pensiun 1 hari Lep ]
- ( ) Pensiun Pegawai
Kepegawaian Negara




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pembuatan surat perintah pelaksana harian akan
terhambat.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0333

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH PALA KANTOR,

RULLOH SHODIQ
97103111999031001

NAMA SOP LBk RINTAH PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan konsep surat;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme administrasi pemerintahan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan Sisumaker.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

‘ Pelaksana

Mutu Baku




Membuat konsep Surat Perintah Pelaksana Harian

Mulai

Surat Perintah

sesuai dengan Pejabat Plh yang ditunjuk Komputer 10 menit Plh
Disposisi .
Disposisi Surat Perintah Pelaksana Harian ke Kasubag Surat Surat Perintah | Surat Perintah
Perintah . 10 menit Plh disetujui
TU Plh, Sisumaker
Kasubag TU
Disposisi
Surat i
Disposisi Surat Perintah Pelaksana Harian ke Kepala Perintah Surat Perintah . Surat I'Denn't a_h
. 10 menit Plh disetujui
Kantor Plh, Sisumaker
Kepala Kantor
Persetujuan; s intah
Menerima persetujuan Surat Perintah Pelaksana Harian Surat Surat Perintah . urat I_Denn_t a
Perintah 10 menit Plh disetujui

dari Kepala Kantor

Plh, Sisumaker

Kepala Kantor

Mengirimkan Surat Perintah Pelaksana Harian ke
pejabat Plh dengan tembusan Kepala Divisi Administrasi
dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Barat.

( Selesai )

( Selesai )

Surat Perintah
Plh, Sisumaker

10 menit

Surat Keputusan
Cuti diterima
oleh Kanwil




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pengajuan usulan Satyalancana Karya
Satya terhambat.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0334

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MAREEZBZA 0 A

DISAHKAN OLEH

A~ IUM pan v

Al /
o S
PENGUSWORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

NAMA SOP MASA KERJA 10 TAHUN, 20 TAHUN, 30 TAHUN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur administrasi kepegawaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan surat pengajuan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan Sisumaker.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

| Pelaksana | Mutu Baku |




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Kaur Keterangan
. Kasubag TU Kepala Kantor Kanwil Sekjen Setneg Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
. . Surat
Memer!ksa pegawai yang boleh Mulai Pemberitahuan .
1 |mengajukan Satyalancana Karya Satya 1 menit
. Satyalancana
dari SIMPEG
Karya Satya
Surat Surat Usulan
2 Membuat surat usulan pengajuan Buat Surat Pemberitahuan 15 menit Pengajuan Dilakukan oleh staf
Satyalancana Karya Satya Usulan Satyalancana Satyalancana kepegawaian
Karya Satya Karya Satya
|
Surat Usulan Surat U_sulan
Disposisi persetujuan surat usulan Surat Pengajuan Pengajuan . ' '
- . Satyalancana |Meminta persetujuan melalui
3 |pengajuan Satyalancana Karya Satya ke Usulan Satyalancana 10 menit )
Karya Satya Sisumaker
Kasubag TU Karya Satya, : e
Sisumaker disetujui
Kasubag TU
1
$ Surat Usulan Surat U;ulan
Disposisi persetujuan surat usulan Pengajuan Pengajuan
. Surat . Satyalancana |Meminta persetujuan melalui
4 |pengajuan Satyalancana Karya Satya ke Usulan Satyalancana 10 menit )
Karya Satya Sisumaker
Kepala Kantor Karya Satya, . A
. disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
L
\L Surat Usulan Surat U_sulan
Memberikan nomor pada surat usulan Pengajuan Pengajuan .
Surat . Satyalancana Mendapat persetujuan
5 |Satyalancana Karya Satya yang sudah Usulan Satyalancana | 10 menit A
) . Karya Satya melalui Sisumaker
disetujui Kepala Kantor Karya Satya, . A
) disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
Surat Usulan
- . Surat Usulan Pengajuan
Mengirimkan surat usulan pengajuan Surat Pengajuan Satyalancana | Mengantarkan langsung ke
6 |[Satyalancana Karya Satya yang sudah Usulan 98 1 hari 9 Angsung
) S : Satyalancana Karya Satya Kanwil
disetujui Kepala Kantor ke Kanwil ay
Karya Satya diterima oleh
Kanwil
Surat Usulan Arsip Surat
Pengajuan Usulan dan
7 |Mendokumentasikan surat dan berkas usul - Satyalancana | 10 menit berkas usul
Selesai Karya Satya dan Satyalancana
berkas usul Karya Satya




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
2 |Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3 |Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti

Pegawai Negeri Sipil.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan pengajuan usulan cuti pegawai menjadi terhambat.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0335

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Komputer/Printer/Scanner;

2 VA
G )
— ST KELFE
NAMA SOP PENGUSULAN GAWAI

1. Mengetahui prosedur administrasi kepegawaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan surat pengajuan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

2. Jaringan internet dan Sisumaker.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Pelaksana

Mutu Baku




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan e Keterangan
Pegawai . Kasubag TU |Kepala Kantor Kanwil Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Permohonan cuti
1 Mengajukan permohonan cuti yang sudah disetujui Mulai Permohonar_1 cuti 10 menit - pegawai
atasan langsung pegawai disetujui atasan
langsung
. - ) | Permohonan cuti .. | Surat Keputusan Dilakukan oleh staf
2 |Membuat Surat Keputusan Cuti untuk dikirim ke Kanwil Buat SK Cuti pegawai 15 menit Cuti kepegawaian
Surat Keputusan Surat Keputusan Meminta persetujuan melalui
3 |Disposisi Surat Keputusan Cuti ke Kasubag TU SK Cuti L hep 10 menit Cuti disetujui pe /
Cuti, Sisumaker Sisumaker
Kasubag TU
Surat Keputusan Surat Keputusan Meminta persetujuan melalui
4 |Disposisi Surat Keputusan Cuti ke Kepala Kantor SK Cuti At ep 10 menit Cuti disetujui pe /
Cuti, Sisumaker Sisumaker
Kepala Kantor
Surat Keputusan
. s Surat Keputusan .. | Cuti yang sudah Mendapat persetujuan
5 |Menerima Surat Keputusan Cuti dari Kepala Kantor SK Cuti Cuti, Sisumaker 10 menit disetujui Kepala melalui Sisumaker
Kantor
Mengirimkan Surat Keputusan Cuti ke Kanwil melalui Surat Keputusan . Surat_Kgquusan Tembusan ke Sekjen_dan_
6 Sisumaker ] Cuti 10 menit Cuti diterima | Direktorat Jenderal Imigrasi
Selesai oleh Kanwil dikirim melalui pos




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

2 |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3 |Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai
Negara Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang

Makan Bagi Pegawai Negara Sipil;

4 |Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran
Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5 |Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penghitungan dan pemberian uang makan pegawai
akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0336

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARREROZIN

DISAHKAN OLEH ALA KANTOR,

AMRULLOH SHODIQ
o P 197103111999031001

NAMA SOP

A) «
PEMBUA AP UNTUK TUNJANGAN MAKAN PEGAWAI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur administrasi kepegawaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penghitungan dan pemberian uang makan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Mesin absen;

3. Aplikasi Fingerspot Time Management dan Aplikasi Absensi dan Pelaporan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Pelaksana

Mutu Baku




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Kaur Py Keterangan
. Kasubag TU |Kepala Kantor Kaur Umum | Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Keuangan
) ) . Mulai I ) . .
1 Menarik data absensi pegawai selama satu bulan Aplikasi mesin 30 menit Data Absensi Dilakukan oleh staf
melalui aplikasi mesin absensi absensi Pegawai kepegawaian
Data surat izin
(sakit, cuti, telat
Input surat izin (sakit, cuti, telat datang, pulang cepat) Entry Data Aplikasi mesin . datang, pulang Dilakukan oleh staf
2 X L . . - 15 menit : .
dan dinas luar (aplikasi bawaan mesin absensi) absensi cepat) dan dinas kepegawaian
luar masuk ke
aplikasi
Data absensi Data Rekap di
3 Membu_at Rekap untuk tunjangan makan di Aplikasi Buat Rekap dan Apl_lkaS| 10 menit | Aplikasi Absensi Dilakukan olgh staf
Absensi dan Pelaporan Absensi dan kepegawaian
dan Pelaporan
Pelaporan
Cetak Data Rekap di Data Rekap di Dilakukan oleh staf
4 |Mencetak Rekap untuk tunjangan makan pegawai Rekap Aplikasi Absensi| 5 menit | Aplikasi Absensi K .
epegawaian
dan Pelaporan dan Pelaporan
Hasil
Melakukan penghitungan persentase tunjangan makan Penghitungan D?“a Rekap di . . penghitungan Dilakukan oleh staf
5 persentase Aplikasi Absensi| 60 menit |persentase uang R
secara manual kepegawaian
dan Pelaporan makan secara
manual
Hasil Hasil
. penghitungan
penghitungan ersentase uan Dilakukan oleh staf
6 |Meneruskan data ke bagian Keuangan persentase uang| 5 menit P 9

' Selesai '

makan secara
manual

makan diberikan
ke Kaur
Keuangan

kepegawaian




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
2 |Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3 |Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan pelaporan absensi pegawai akan terhambat.

NOMOR SOP

W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0337

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARREROZR )

DISAHKAN OLEH

K’-\?KANTOR,

AMRULLOH SHODIQ
P 197103111999031001

PENGAYOMAN &
% <

L4 pan HEY:

NAMA SOP

| PEGAWAI (LAPORAN HARIAN, LAPORAN
MINGGUAN, DAN LAPORAN BULANAN)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur administrasi kepegawaian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengolahan data kehadiran pegawai;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;

2. Mesin absen;

3. Aplikasi Fingerspot Time Management dan Aplikasi Absensi dan Pelaporan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Alur Pelaporan Absensi Harian




Menarik data absensi pegawai di hari sebelumnya

Mulai

Aplikasi mesin

Data Absensi

Dilakukan oleh staf

1 melalui aplikasi mesin absen absensi 30 menit Pegawai kepegawaian
Data surat izin
— (sakit, cuti, telat
Input surat izin (sakit, cuti, telat datang, pulang cepat) Entry Data Aplikasi mesin .| datang, pulang Dilakukan oleh staf
2 ; S . - 15 menit X .
dan dinas luar (aplikasi bawaan mesin absen) absensi cepat) dan dinas kepegawaian
luar masuk ke
aplikasi
Data absensi Data Rekab di
Membuat laporan absensi di Aplikasi Absensi dan Laporan dan Aplikasi ; ita Rexap i Dilakukan oleh staf
3 absensi - 10 menit | Aplikasi Absensi .
Pelaporan Absensi dan kepegawaian
dan Pelaporan
Pelaporan
Cetak Data Rekap di Data Rekap di .
4 |Mencetak laporan absensi ke dalam format pdf I Aplikasi Absensi| 5 menit | Aplikasi Absensi Dilakukan ole_h staf
aporan kepegawaian
dan Pelaporan dan Pelaporan
Data Rekap di Dgta Rekap di .
. Aplikasi Absensi Aplikasi Absensi Meminta persetujuan melalui
5 |Meminta persetujuan laporan absensi ke Kasubag TU Persetujuan 10 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, disetujui Sisumaker
Sisumaker Kasubag TU
Data Rekap di Da.tta Rekap di .
. o . Aplikasi Absensi . ’ .
. . . Persetujuan Aplikasi Absensi . Meminta persetujuan melalui
6 |Meminta persetujuan laporan absensi ke Kepala Kantor 15 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, " L Sisumaker
. disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
Data Rekap di Dgta Rekap di .
Aplikasi Absensi Aplikasi Absensi Mendapat persetujuan
7 |Menerima persetujuan dari Kepala Kantor 5 menit dan Pelaporan

‘ Selesai ’

dan Pelaporan,
Sisumaker

disetujui Kepala
Kantor

melalui Sisumaker

Alur Pelaporan Absensi Mingguan




Menarik data absensi pegawai satu minggu sebelumnya . Aplikasi mesin . Data Absensi Dilakukan oleh staf
1 PR . Mulai X 30 menit . R
melalui aplikasi mesin absen absensi Pegawai kepegawaian
Data surat izin
(sakit, cuti, telat
Input surat izin (sakit, cuti, telat datang, pulang cepat) Entry Data Aplikasi mesin . datang, pulang Dilakukan oleh staf
2 X L . X 15 menit . R
dan dinas luar (aplikasi bawaan mesin absen) absensi cepat) dan dinas kepegawaian
luar masuk ke
aplikasi
Data absensi Data Rekap di
Membuat Rekap absensi di Aplikasi Absensi dan Laporan dan Aplikasi . . par Dilakukan oleh staf
3 . X 10 menit | Aplikasi Absensi .
Pelaporan absensi Absensi dan kepegawaian
dan Pelaporan
Pelaporan
Y% ’ .
Data Rekap di Data Rekap di Dilakukan oleh staf
4 |Mencetak Rekap absensi ke dalam format pdf Cetak Aplikasi Absensi| 5 menit | Aplikasi Absensi Kepegawaian
laporan dan Pelaporan dan Pelaporan peg
Data Rekap di Da_lta R_ekap di .
: Aplikasi Absensi Aplikasi Absensi Meminta persetujuan melalui
5 |Meminta persetujuan laporan absensi ke Kasubag TU Persetujuan 10 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, disetujui Sisumaker
Sisumaker Kasubag TU
Data Rekap di Data Rekap di
- . Aplikasi Absensi . . .
. . . . Aplikasi Absensi . Meminta persetujuan melalui
6 |Meminta persetujuan laporan absensi ke Kepala Kantor Persetujuan 15 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, ; o Sisumaker
. disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
\L Data Rekap di Dgta Rekap di .
- . Aplikasi Absensi "
. . . Aplikasi Absensi . Mendapat persetujuan
7 |Menerima persetujuan dari Kepala Kantor . 5 menit dan Pelaporan A
Persetujuan dan Pelaporan, ) S melalui Sisumaker
) disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
Data Rekep d Aplikes: Absensi
Mengeluarkan nota dinas untuk mendistribusikan rekap Aplikasi Absensi . p Mendapat persetujuan
8 S ) 5 menit dan Pelaporan o
absensi mingguan ke pegawai : dan Pelaporan, ) S melalui Sisumaker
Selesai . disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
Alur Pelaporan Absensi Bulanan
Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan PRENT o Keterangan
. Kasubag TU | Kepala Kantor Kaur Umum | Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Keuangan




Menarik data absensi pegawai selama satu bulan Mulai Aplikasi mesin | oo .| Data Absensi Dilakukan oleh staf
sebelumnya melalui aplikasi mesin absen absensi Pegawai kepegawaian
Data surat izin
— (sakit, cuti, telat
Input surat izin (sakit, cuti, telat datang, pulang cepat) Entry Data Aplikasi mesin . datang, pulang Dilakukan oleh staf
; S . - 15 menit ) .
dan dinas luar (aplikasi bawaan mesin absen) absensi cepat) dan dinas kepegawaian
luar masuk ke
aplikasi
L Data absensi Data Rekap di
Membuat Rekap absensi di Aplikasi Absensi dan aporan dan Aplikasi . ita rekap al. Dilakukan oleh staf
absensi ] 10 menit | Aplikasi Absensi .
Pelaporan Absensi dan kepegawaian
dan Pelaporan
Pelaporan
Cetak Data Rekap di Data Rekap di .
Mencetak Rekap absensi ke dalam format pdf I Aplikasi Absensi| 5 menit | Aplikasi Absensi Dilakukan olgh staf
aporan kepegawaian
dan Pelaporan dan Pelaporan
Data Rekap di Da_lta R_ekap di .
: Aplikasi Absensi Aplikasi Absensi Meminta persetujuan melalui
Meminta persetujuan laporan absensi ke Kasubag TU Persetujuan 10 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, . o Sisumaker
Sisumaker disetujui
Kasubag TU
Data Rekap di Dgta Rekap di .
. - ) Aplikasi Absensi . . .
. . . Persetujuan Aplikasi Absensi . Meminta persetujuan melalui
Meminta persetujuan laporan absensi ke Kepala Kantor 15 menit | dan Pelaporan )
dan Pelaporan, ) S Sisumaker
) disetujui Kepala
Sisumaker
Kantor
Data Rekap di D?‘ta R_ekap di .
Aplikasi Absensi Aplikasi Absensi Mendapat persetujuan
Menerima persetujuan dari Kepala Kantor 5 menit dan Pelaporan

' Selesai )

dan Pelaporan,
Sisumaker

disetujui Kepala
Kantor

melalui Sisumaker




SEKS|I KEUANGAN

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il TPI LANGSA

@ imigrasi_langsa .f » Imigrasi Langsa @@imigrasilangsa ‘0811 6808 151 @https:l!kanimlangsa.kemenkumham.go.id



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23
2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada pegawai
Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan
5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggran
KETERKAITAN
PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengganjian akan terhambat dan terjadi ketidaksesuain jumlah

gaji.

NOMOR SOP W1.I1MI.IMI.4-0T.03.01-0338

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENGGAJIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;

Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

Eal ol

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer / Printer / Scanner;
2. Jaringan internet dan aplikasi GPP;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

HALA KANTOR,

/ MRULLOH SHODIQ
P 197103111999031001




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
- . ( - ) Identitas . Rekap data
1 |Mengirimkan rekap data kepegawaian Mulai Pegawai 5 menit Pegawai
. . . . o " - Identitas ADK data gaji
5 Menghltgng gaji_pegawai melalui aplikasi GPP (Gaji > Mengh.l.tung pegawai, ljazah, | 15 Menit | dan Hard Copy
Pegawai Negeri Pusat) Gaji . " - 2
Rekening gaji pengajuan gaji
- Identitas
3 |Menginput data ke aplikasi SPM / SAS Input data pegawai, ljazah, | 10 Menit ADK SPM Ditandatangani PPSM
Rekening gaj
\ 4 KIPS, ADK
terima ADK j ji
4 |Menerima ADK SPM gaji dari PPSPM oM pengajuan gajl, |4 menit Dilakukan oleh KPPN
Hard copy
pengajuan gaji
A
5 |Melakukan Validasi ADK SPM V""“‘;‘;‘f]\iAADK ADK SPM | 20 MENIT Dilakukan oleh KPPN
6 |Menerbitkan SP2D = ADK SPM 1 HARI SP2D Dilakukan oleh KPPN

( Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23

2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaiji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada pegawai
Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggran

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengganjian akan terhambat dan terjadi ketidaksesuain jumlah
gaji.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0339

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH LA KANTOR,

/CAMRULLOH SHoDIQ
P 197103111999031001

NAMA SOP PENGGAJIAN PEGAWAI MASUK

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;

. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN P

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan aplikasi GPP;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
. . ( ) ) SKPP, SK . Rekap data
1 |Mengirimkan rekap data dan SK pegawai baru Mulai Pegawai 5 meit pegawai
Menelaah SKPP (Surat Keterangan Pemutusan | SKPP, SK . ’
2 Pembayaran) pegawai baru > telaah SKPP Pegawai 10 menit ADK SKPP |Dilakukan oleh bendahara
A 4
3 |Menginput data pegawai baru ke aplikasi GPP Input data I%zrxlgipﬁggvﬁl 15 menit ADK SKPP  |Dilakukan oleh bendahara
d ft‘ k KIPS, Identitas Surat Pengantar
4 |Mendaftarkan pegawai baru ke KPPN attarkan pegawai dan SK | 15 menit reng Dilakukan oleh bendahara
egawai baru P . dari Satker
egawai
N . N N Identias pegawai ) )
5 |Melakukan validasi data pegawai baru Satker »| Validasi Data dan SK Mutasi 2 jam Dilakukan oleh KPPN
I—" Rekap data
6 |Mencatat data pegawai baru di Database Mencatat data pegawai dan SK 15 menit Dilakukan oleh KPPN
C"D ADK Mutasi ADK Mutasi
. . . utasi . utasi
7 |Mengajukan gaji pegawai baru ke KPPN Selesai Pegawai 5 menit Pegawai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengganjian akan terhambat dan terjadi ketidaksesuain jumlah
gaji.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0340

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MAR|

DISAHKAN OLEH
KEPAIA KANTOR,

RULLOH SHODIQ
197103111999031001

NAMA SOP PENGGAJIAN PEGAWAI KELUAR

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 1. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;
2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;
3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Kementerian Negara/Lembaga 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada pegawai
Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan
6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggran
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan aplikasi GPP;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Pelaksana

Alur Kegiatan

Mutu Baku

Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan

KPPN Output

Kelengkapan | Waktu |

Keterangan




Mengirimkan rekap data dan SK mutasi pegawai ( Mulai ) SK MUTASI 5 menit Rglgggvt::ita
Mmembuat SKPP (Surat Keterangan Pemutusan » Mengh'i.tung SK MUTASI 10 menit SKPP
Pembayaran) Gaji
A 4
i i i ikasi Membuat ADK] .
Membuat ADK SKPP pegawai mutasi melalui aplikasi embua SK MUTASI 10 menit ADK SKPP
GPP SKPP
Mengi‘r'imkan ADK SKPP, Surat Pengantar
Mengirimkan ADK SKPP ke KPPN ADK SKPP SKPP, SK 15 menit dari Satker
Mutasi
Melakukan validasi SKPP »| Validasi SKPP ADK SKPP 2 jam Dilakukan oleh KPPN
\ 4 Surat pengantar
Mencabut berkas pegawai Mencabut ADK SKPP 1jam pemindahan Dilakukan oleh KPPN
berkas pegawai
. ADK MUTASI
Membuat ADK Mutasi Pegawai Membuat {S‘DK= ADK MUta.LS' 15 menit PEGAWAI,
Mutasi | Pegawali SKPP
Mengirimkan ADK Mutasi Pegawai ke Satker baru . - ADK Mutasi 10 menit ADK Mutasi
pegawai Selesai Pegawai Pegawai, SKPP




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23

2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggran
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.05/2016 Tentang Uang makan Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara

KETERKAITAN

1. SOP Perubahan Data.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembayaran uang makan akan terhambat dan terjadi
ketidaksesuain jumlah uang makan yang diterima pegawai

NOMOR SOP W1.I1MI.IMI.4-0T.03.01-0341

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MAREwZL\

DISAHKAN OLEH

|
/

X

103111999031001

NAMA SOP UANG MAKAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;

. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN P

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet, aplikasi SAS dan GPP;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
Identitas Rekap data
1 |Mengirimkan rekap data pegawai Mulai Pegawai dan 5 menit p dal
( ) : pegawai
daftar kehadiran
Menghitung Daftar kehadi heklist daft;
2 |Menghitung jumlah kehadiran pegawai > jumlah aftar kenadiran | - 54 menit Che ist daftar
kehadiran pegawai absensi pegawai
A 4
. . S ; Berkas . Rekap data
input data
3 |Menginput kehadiran di aplikasi GPP p kepegawaian 30 menit pegawai di GPP
Mengirimkan ADK uang Hard Copy uang
4 |Mengirimkan ADK uang makan ke Aplikasi SAS ADK uang makan 5 menit | makan dan ADK
makan uang makan
1
! ADK uang ADK SPM Uang
5 Menelaah dan melakukan validasi jumlah pembayaran Validasi makan dan Hard 10 menit makan dan hard
uang makan jumlah Copy uang copy uang
makan makan
$ KIPS, ADK SPM
. : uang makan, . Tanda terima
6 |Mengajukan pembayaran uang ke KPPN ajukan 10 menit
92 P Y 9 pembayaran Hard Copy uang SPM
makan
v KIPS, ADK SPM
7 |Melakukan validasi terhadap SPM yang diajukan Satker lakukan uang makan, 1jam Tanda terima Dilakukan oleh KPPN
validasi Hard Copy uang SPM
makan
A
. :5 Berkas yang . )
7 |Menerbitkan SP2D Selesai telah di Validasi 2 jam SP2D Dilakukan Oleh KPPN




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23

2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggran

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam
Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka hasil rekonsiliasi tidak akan sesuai dengan data keuangan sebenarnya.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0342

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

LLOH SHODIQ
103111999031001

NAMA SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;

. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN P

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet, aplikasi SAIBA dan e-rekon;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




rekon

Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kepala Kantor Kaur Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
- Hard Copy Laooran
1 |Menginput jumlah SPM dan SP2D di aplikasi SAIBA Mulai SP2D, SPM, 1jam Keur;n an
ADK BMN 9
A
ADK BMN, Hard )
Menghitung copy persediaan Laporan Dilakukan bersama
2 |Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator BMN jumlah N 2 jam dengan operator Barang
J dan belanja Keuangan -
Milik Negara
modal
A 4
lidasi ADK
3 |Melakukan validasi ADK BMN i ADKBMN | 15 menit Laporan
BMN Keuangan
A 4
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui aplikasi e- . . Laporan
4 | ekon rekonsiliasi ADK SAIBA 15 menit Keuangan
A\ 4
Melakukan cek kesesuain data antara data base di Validasi ) .
5 |kppN dengan data yang dikirimkan Satker jumlah ADK SAIBA Ljam Dilakukan KPPN
A
berita acara i
6 |Mengeluarkan berita acara rekonsiliasi rekonsiliasi ADK SAIBA ljam ?eeligi;ﬁzg? Dilakukan KPPN
. . . . L 4 .
7 Menandatangani berita acara yang telah terbit melalui e- ( Selesai ) 5 menit Berita acara Dilakukan oleh KPA

rekonsiliasi




NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0343

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2023 —=
DISAHKAN OLEH —

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

NAMA SOP KAS UANG PERSEDIAAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 1. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;
2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;
3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Kementerian Negara/Lembaga 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggran

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan aplikasi SILABI;

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum Kaur Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
. 3 Desenber poxspu e
1 |Mengajukan uang persediaan ke KPPN Mulai >’ 1jam dan hard copy
SPM UP, Bukti SPM UP
Setor SSBP
) . Uang masuk ke
_| transfer uan . > .
2 |Mentransfer uang persediaan persediaang SP2D dari Seksi 1 hari Rekening Dilakukan KPPN
Bank
SATKER
Mengajukan Ganti Uang Persediaan ke KPPN setelah Daftar Rincian
3 |uang persediaan terserap 50% dan Menginput ajukan GUP |« Bukti transaksi 3 jam Perintah
kelengkapan data Pembayaran
- . A Daftar Rincian
4 Membuat daftar rincian permintaan pembayaran ke PPK ) Perintah 30 menit Mengeluarkan
dan menganalisa DRPP analisa DRPP ADK SPP
Pembayaran
. . y ADK SPM UP
5 Memlr_na I_(e PPSM un_tuk dibuatkan SPM_dan mengecek eminta SPM ADK SPP dan 30 menit | dan hard copy Dilakukan oleh PPK
kesuaian jumlah permintaan uang persediaan hard copy SPP SPM UP
— KIPS, ADK SPM Tanda terima
6 |Mengirimkan ADK SPM GUP ke KPPN kirim ADK UP dan hard 1jam SPM sedang
SPM GUP copy SPM UP diproses
Validasi
7 |Melakukan validasi terhadap permintaan GUP » permintaan ADKSPMdan | 5 | surat validasi Dilakukan KPPN
GUP hard copy
8 |Menerbitkan SP2D Surat Validasi 1 jam SP2D Dilakukan KPPN

{ Selesai )




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-1Z.03.10 Tahun 2006 tentang
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Inonesia;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z2.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

B WNPE

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi
Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

10 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IMIL.IM1.4-0T.03.01-0344

TANGGAL PEMBUATAN |04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024___

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

PRIORITAS

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;

. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A wWNPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Kamera, mesin finger print.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Nomor identitas
1 |Menerima permohonan secara online ( Mulai )4- lpemohon dan 5 menit
jadwal antrean
online
Y
Menerima berkas permohonan manual dari pemohon Tidak Persyaratan permohonan
- - Berkas . )
2 |yang telah mendapatkan jadwal antrean online, dan Lengkap? 10 menit sesuai peraturan yang
i permohonan
memeriksa kelengkapan persyaratan berlaku
Ya
. Berkas . |Data pemohon di
3 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi SPRI Entry Data permohonan 5 menit komputer
No‘r;mr Berkas Nomor antrean
4 |Memberikan nomor antrean untuk foto dan wawancara 1 menit foto dan
Antrean permohonan
wawancara
Y Berkas Foto biometrik
5 |Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon Biometrik 5 menit dan sidik jari
permohonan
pemohon
P : Hasil wawancara | Apabila ada ketidaksesuaian
Tidak
6 Melakukan wawancara, Vverifikasi kelengkapan dan Sesuai? > Berkas 10 menit dan verifikasi dilanjutkan pada alur SOP
keabsahan data pemohon permohonan . .
petugas ketidaksesuaian
Berkas Verifikasi data Apabila masuk dalam daftar
7 |Memeriksa data pemohon pada daftar cekal Cekal? Ya N 5 menit cekal ditindaklanjuti pada
permohonan cekal pemohon
alur SOP cekal
Tidak
Data biometrik Hasil verifikasi Apabila ada ketidaksesuaian
8 |Memeriksa hasil verifikasi data Pusdakim (adjudikasi) Sesuai? . 10 menit . dilanjutkan pada alur SOP
Tidak pemohon Pusdakim . A
ketidaksesuaian
Ya Hasil
. | Slip tanda bukti . pembayaran | Tanda bukti bayar digunakan
» B ’
9 |Menerima pembayaran blangko paspor dan foto ayar pembayaran 5 menit blangko paspor | untuk pengambilan paspor
dan foto
) ) A2 ) ) Blangko paspor
10 M:mngglu;rall(:n blangko paspor sesuai tanda bukti Bp}angko Sllgrt:l;]:aab:::tl 5 menit yang belum
P 4 aspor P 4 disahkan
. . Berkas Hasil
1 Melakukan alokasi paspor dan cetak tanda terima Alokasi |« permohonan dan| 5 menit pengalokasian
pembayaran
blangko paspor paspor
Ya
Paspor yang ) . .
Mencetak biodata pada paspor, melakukan uiji kualitas .| telah terisi data Apabila _ada_ ketidaksesuaian
12 . Blangko paspor | 10 menit ) ) cetak dilanjutkan pada alur
dan melakukan laminasi biometrik )
SOP Penggantian Paspor
pemohon
3 . .
) ) ) - Tanda bukti Blangko paspor Petugas menerima perintah
13 Menerima perintah penggantian blangko paspor dan ro— engeluaran 5 menit ang belum penggantian paspor setelah
mengeluarkan tanda bukti peng yang dilakukan BA Penggantian
Paspor paspor disahkan

Paspor




selesai

Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
v Hasil pindai
s ; o . halaman
14 |Melakukan pemindaian fotokopi halaman data paspor Pindai Blangko paspor | 2 menit
pengesahan
paspor
. A 2 Berkas Tanda tangan | Pengesahan dilakukan oleh
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau . ; )
15 : s Pengesahan permohonan dan| 5 menit pada berkas Kakanim atau pejabat yang
pejabat yang ditunjuk ok
paspor pemohon ditunjuk
Blangko paspor
Menyerahkan paspor yang telah selesai kepada dan bukti . Paspor yang Dilanjutkan pada alur SOP
16 ) 5 menit f
pemohon pengambilan telah selesai Penyerahan Paspor
paspor
v X Berkas selesai Arsio berkas Dilanjutkan pada alur SOP
17 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( Selesai ) dan ekspedisi 5 menit p Penyimpanan Berkas

Insarkom

Permohonan Selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-1Z.03.10 Tahun 2006 tentang
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Inonesia;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z2.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

B WNPE

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi
Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

10 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;

2. SOP Paspor Hilang, Rusak atau Ganda (Duplikasi);
3. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;

4. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W1.IMIL.IM1.4-0T.03.01-0345

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Mengetahui prosedur pene

A wWNPE

19
¥«4 St KELP-S(‘
PROSES PENERBI R PENGGANTIAN UNTUK PEMOHON

PRIORITAS

. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;

rbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Offi
3. Kamera, mesin finger print.

ce;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Nomor identitas
1 |Menerima permohonan secara online ( Mulai )4- lpemohon dan 5 menit
jadwal antrean
online
Y
Menerima berkas permohonan manual dari pemohon J Tidak Persyaratan permohonan
- - Berkas . )
2 |yang telah mendapatkan jadwal antrean online, dan Lengkap? 10 menit sesuai peraturan yang
i permohonan
memeriksa kelengkapan persyaratan berlaku
Ya - -
va Persetujuan Apabila paspor lama hilang/
3 |Memeriksa status permohonan paspor penggantian Hilang/ > Paspor lama 1 menit permohonan rusak dilanjutkan pada alur
Rusal? | SOP paspor Hilang, Rusak
paspor o
. atau Ganda (Duplikasi)
Tidak
I Berkas . |Data pemohon di
4 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi SPRI Entry Data permohonan 5 menit komputer
n t" Berkas Nomor antrean
5 |Memberikan nomor antrean untuk foto dan wawancara ntrean 1 menit foto dan
Foto permohonan
wawancara
! Berkas Foto biometrik
6 |Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon Biometrik 5 menit dan sidik jari
permohonan
pemohon
P : Hasil wawancara | Apabila ada ketidaksesuaian
Tidak
7 Melakukan wawancara, Vverifikasi kelengkapan dan Sesuai? > lel— Berkas 10 menit dan verifikasi dilanjutkan pada alur SOP
keabsahan data pemohon permohonan . .
petugas ketidaksesuaian
Berkas Verifikasi data Apabila masuk dalam daftar
8 |Memeriksa data pemohon pada daftar cekal Ya > 5 menit cekal ditindaklanjuti pada
permohonan cekal pemohon
alur SOP cekal
Tidak
Data biometrik Hasil verifikasi Apabila ada ketidaksesuaian
9 |Memeriksa hasil verifikasi data Pusdakim (adjudikasi) Sesuai? . 10 menit . dilanjutkan pada alur SOP
Tidak pemohon Pusdakim . A
ketidaksesuaian
Ya Hasil
. N Slip tanda bukti . pembayaran | Tanda bukti bayar digunakan
» B ’
10 |Menerima pembayaran blangko paspor dan foto ayar pembayaran 5 menit blangko paspor | untuk pengambilan paspor
dan foto
) ) A2 ) ) Blangko paspor
1 M:mnggluaar::n blangko paspor sesuai tanda bukti B;angko S“Zrt:[?:aa?::n 5 menit yang belum
P 4 aspor P 4 disahkan
Alokasi [« "
Melakukan alokasi paspor dan cetak tanda terima Berkas . Hasil .
12 permohonan dan| 5 menit pengalokasian
pembayaran blangko paspor paspor
Paspor yang . . .
Mencetak biodata pada paspor, melakukan uji kualitas .| telah terisi data Apabila gda' ketidaksesuaian
13 N Tidak Blangko paspor | 10 menit . ) cetak dilanjutkan pada alur
dan melakukan laminasi ) biometrik .
Sesuai? pemohon SOP Penggantian Paspor




selesai

Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
. . . Tanda bukti Blangko paspor Petugas menerima perintah
Menerima perintah penggantian blangko paspor dan Blangko . penggantian paspor setelah
14 - Ya pengeluaran 5 menit yang belum i :
mengeluarkan tanda bukti Paspor ) dilakukan BA Penggantian
paspor disahkan
Paspor
v Hasil pindai
Lo ; o . halaman
15 |Melakukan pemindaian fotokopi halaman data paspor Pindai Blangko paspor | 2 menit
pengesahan
paspor
. A 2 Berkas Tanda tangan | Pengesahan dilakukan oleh
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau . ; )
16 : s Pengesahan permohonan dan| 5 menit pada berkas Kakanim atau pejabat yang
pejabat yang ditunjuk ok
paspor pemohon ditunjuk
Blangko paspor
Menyerahkan paspor yang telah selesai kepada dan bukti . Paspor yang Dilanjutkan pada alur SOP
17 X 5 menit ;
pemohon pengambilan telah selesai Penyerahan Paspor
paspor
A4 X Berkas selesai Arsio berkas Dilanjutkan pada alur SOP
18 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ( Selesai ) dan ekspedisi 5 menit p Penyimpanan Berkas

Insarkom

Permohonan Selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-1Z.03.10 Tahun 2006 tentang
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Inonesia;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.12.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

A WN PR

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi
Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

10 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

KETERKAITAN

1. SOP Perubahan Data.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0346

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH
A KANTOR,

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

Ba <

NAMA SOP PROSES PENYERAHAN PASPOR

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;

. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN P

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu QOutput
Slip tanda bukti
Menerima bukti pengambilan paspor dan tanda bukti ( Mulai )‘ pembayaran dan Nomor antrean 3 hari kerja setelah
1 |pembayaran, serta memberikan nomor antrean bukti 1 menit pengambilan pembayaran pemohon
pengambilan paspor pengambilan paspor datang ke Kantor Imigrasi
paspor
b4 . Slip tanda bukti
- ] Tidak pembayaran dan Persyaratan pengambilan
Memeriksa kelengkapan persyaratan pengambilan - . X
2 as00r Lengkap? bukti 2 menit paspor sesuai peraturan
pasp v pengambilan yang berlaku
a paspor
A 4 .
Mencari paspor yang akan diserahkan kepada pemohon Cari BUK“A ) Berkas
3 . : . pengambilan 5 menit |permohonan dan
sesuai tanda bukti pengambilan paspor Paspor ;
paspor paspor selesai

Apabila ada
. ) Tidak ' . ketidaksesuaian
Sesuai?
4 |Memeriksa biodata paspor bersama pemohon D:I:I Paspor selesai 1 menit dilanjutkan pada alur SOP
Ya perubahan data
5 Menyerahkan paspor yang telah selesai kepada| | Serahkan Paspor selesai 1 menit
pemohon Paspor
v
Meminta pemohon untuk mengisi Indeks Kepuasan ( ) ) Nomor . Hasil pengisian
6 Masyarakat (IKM) Selesai permohonan 2 menit IKM




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-12.03.10 Tahun 2006 tentang
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Inonesia;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi
Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.

s wWN P

10

KETERKAITAN

1. SOP Perubahan Data.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0347

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARE

DISAHKAN OLEH

KANTOR,

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;

. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBRE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

RULLOH SHODIQ
197103111999031001

PROSES PENYERAHAN PASPOR MELALUI POS




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Petugas Pos | Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Billing
Petugas Pos menerima pembayaran paspor dan foto < Mulai ) pembayare-m dan . Resi
1 . bukti 5 menit
dari pemohon ) pembayaran
pengambilan
paspor
v Daftar
! - . . Daftar pengiriman .
2 |Menerima daftar pengiriman paspor selesai melalui pos Pemohon paspor melalui 2 menit
pos
4 Daftar
. . - - Berkas
Mencari paspor yang akan diserahkan kepada pemohon Cari pengiriman .
3 ] : . . 5 menit |permohonan dan
sesuai tanda bukti pengambilan paspor Paspor paspor melalui )
pos paspor selesai
Apabila ada
. . Tidak ) . ketidaksesuaian
Sesuai? >
4 |Memeriksa biodata pemohon / Paspor selesai 1 menit dilanjutkan pada alur SOP
Ya perubahan data
T "d Berkas Tanda terima
5 |Membuat tanda terima penyerahan paspor kepada pos T anda permohonan dan| 5 menit penyerahan
erima paspor selesai paspor
Petugas pos menyerahkan paspor selesai kepada .| 3+1hari
6 pemohon =< Selesai ) Paspor selesai Kerja




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-1Z.03.10 Tahun 2006 tentang
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Inonesia;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z2.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi
Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

1. SOP Perubahan Data.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0348

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

KANTOR,

LLOH SHODIQ
103111999031001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;

. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A wWNPE

10 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Bendahara Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Menerima bukti pengambilan paspor dan tanda bukti Slip tanda bukii Nomor antrean
A . pembayaran dan . ;
1 |pembayaran, serta memberikan nomor antrean Mulai . . 1 menit pengambilan
engambilan paspor bukti pengambilan paspor
P paspor
X i Slip tanda buk(i Persyaratan pengambilan
Memeriksa kelengkapan persyaratan pengambilan Tidak pembayaran dan . 4 peng
2 Lengkap? ) ) 2 menit paspor sesuai peraturan
paspor bukti pengambilan
yang berlaku
paspor
Ya
Mencari paspor yang akan diserahkan kepada pemohon Bukti pengambilan Berkas
3 1l paspor yang . p P peng 5 menit |permohonan dan
sesuai tanda bukti pengambilan paspor paspor )
paspor selesai
Tidak Apabila ada ketidaksesuaian
4 |Memeriksa biodata paspor bersama pemohon Sesuai? D:I:I Paspor selesai 1 menit dilanjutkan pada alur SOP
perubahan data
Ya
5 Menyerahkan paspor yang telah selesai kepada| | Serahkan Paspor selesai 1 menit
pemohon Paspor
v
Meminta pemohon untuk mengisi Indeks Kepuasan ( ) ) Nomor . Hasil pengisian
6 Masyarakat (IKM) Selesai permohonan 2 menit IKM




NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0349

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH
A KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

RULLOH SHODIQ
197103111999031001

NAMA SOP TUNJANGAN KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 1. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;
2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;
3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Kementerian Negara/Lembaga 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Perpres Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggran
7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembayaran tunjangan kinerja akan terhambat dan terjadi Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
ketidaksesuain jumlah tunjangan kinerja yang diterima pegawai




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan el Keterangan
. Kaur Keuangan Kanwil Setjen Kelengkapan Waktu Output
kepegawaian
. . Rekap
Mulai
1 |Mengirimkan rekap data pegawai @ Rekap Kehanran 5 menit Kehadiran
Pegawai .
Pegawai
hitung jumlah ) Daftar Dilakukan oleh bendahara
2 |Menghitung jumlah kebutuhan tunjangan kinerja »| tunjangan Rekap Kehadiran | -, jam permintaan ditujukan ke Sekretariat
RO Pegawai - N
kinerja tunjangan kinerja Jenderal
T
Mengusulkan permintaan pembayaran ke Setjen melalui * Daftar permintaan Daftar
3 Kant%r Wila aﬁ P v ) Usulkan tunian pan Kineria | Menit permintaan | Dilakukan oleh bendahara
yi permintaan jang ) tunjangan kinerja
Y Daftar
L ) N Cek Daftar permintaan ) ) Dilakukan oleh Subbag
4 |Mengecek kesesuaian jumlah Tunjangan Kinerja ex tuniangan kineria 1jam permintaan Keuanoan Kanwil
kesesuaian jang ] tunjangan kinerja 9
I
- Daft
- . . . . aftar )
5 |Vengen permieanpembayeren Tunjangan Kiner
Pembayaran jang I tunjangan kinerja 9
A 4
Melakukan cek kesuaian jumlah tunjuangan kinerja dan . Daftar . .
A S f Daftar permintaan ) ) Dilakukan oleh Biro
mentransfer tunjangan kinerja ke rekening bendahara Transfer . L 2 jam permintaan
tunjangan kinerja - S Keuangan
pengeluaran Satker tunjangan kinerja
A 4
5 |Mentransfer tunjangan kinerja ke rekening pegawai ( Selesai ) 1jam Bukti transfer |Dilakukan oleh bendahara




NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0350

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23

2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggran

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam
Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka hasil rekonsiliasi tidak akan sesuai dengan data keuangan sebenarnya.

DISAHKAN OLEH
A KANTOR,

AMRULLOH SHODIQ
97103111999031001

Cra E
9 KELFE
REKONSILI NIT AKUNTANSI PELAKSANA ANGGARAN

NAMA SOP WILAYAH

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;

. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN B

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer, Scanner, Fotocopy, aplikasi SAIBA

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Keuangan Kanwil Ditjenim Itjen Kelengkapan Waktu QOutput
. Berita Acara
) LPJ, Berita acara, . .
Mulai ' g
1 |Menyiapkan data dukung untuk diperiksa oleh Kanwil @ Laporan 2 JAM Pemeriksaan | Dilakukan oleh operator
Laporan SAIBA
Keuangan
Keuangan
LPJ, Berita acara, Berita Acara
Melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan cek data ' ' Pemeriksaan |Operator SAIBA dan BMN
2 Laporan 2 JAM g
oleh SatKer Laporan Kantor Wilayah
Keuangan
Keuangan
v ) Berita Acara
. . LPJ, Berita acara, Pemeriksaan |Operator SAIBA dan BMN
3 |Memeriksa kesesuaian data laporan keuangan Satker cek data Laporan 2 JAM !
Laporan Kantor Wilayah
Keuangan
Keuangan
— LPJ, Berita acara, Berita Acara )
. . Pemeriksaan Auditor Internal
4 |Memeriksa kesesuaian data laporan keuangan Satker K d Laporan 2 JAM
cek data Laporan Inspektorat Jenderal
Keuangan
T Keuangan
Berita Acara Berita Acara
. . I Pemeriksaan Pemeriksaan Auditor Internal
5 |Menerbitkan berita acara rekonsiliasi Laporan 2 JAM Laporan Inspektorat Jenderal
Keuangan Keuangan




NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0351
TANGGAL PEMBUATAN | 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024
DISAHKAN OLEH ANTOR

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

LOH SHODIQ
3111999031001

NAMA SOP SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 1. Memiliki kemampuan pengolahan data keuangan;
2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan;
3 Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Kementerian Negara/Lembaga 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggran
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2015 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran
7 2016

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembayaran SPPD tidak akan akurat dan berpotensi terjadi Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
penyelewengan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Keuangan | Kaur Umum | Kepala Kantor| Pegawai | Instansi Tujuan| Kelengkapan Waktu Output
Memberikan perintah untuk membuat dan menerbitkan { Mulai ) . . SPF.,D yang
1 Surat perintah 5 menit masih belum
SPPD ; i
ditandatangani
transfer uang | SPPD yang
2 |Membuat dan menerbitkan SPPD persediaan | Surat perintah 5 menit masih belum
ditandatangani
Surat Perintah,
3 |Menyetujui SPPD yang diterbitkan Setujui SPPD SPPD yang 5 menit SPPD Dilakukan oleh PPK
masih beleum
ditandatangani
A\ 4
tandat i i i
4 |Menandatangani SPPD Pegawai ancalaeant SPPD 5 menit SPPD Dilakukan c_)leh Instansi
SPPD Tujuan
) ) Laporan SPPD, Foto ) Laporan perjalan
5 |Membuat laporan perjalanan dinas Per];.‘]ana Kegiatan 1jam Dinas
n Dinas
. . . . tandatangani La_poran . Laporan perjalan )
6 |Menandatangani Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas 1 Perjalanan 1 jam } Dilakukan oleh KPA
aporan ; Dinas
Dinas, SPPD
- . : . teliti laporan Laporan .
7 (l;/illfglelzjlglr k;‘\poran perjalanan dinas dan biaya yang perjalanan | Perjalanan 15 menit Laporg?ngzrjalan
dinas Dinas, SPPD
v Laporan
8 |Mengeluarkan Uang Perjalanan Dinas ( Selesai ) Perjalanan 5 menit SPJ

Dinas, SPPD




PENGAYOMAN

TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il TPI LANGSA

@ imigrasi_langsa .f » Imigrasi Langsa @@imigrasilangsa ‘0811 6808 151 @https:l!kanimlangsa.kemenkumham.go.id



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis
Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan Exit Permit Only akan terhambat
dan menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI1.4-0T.03.01-0352

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

]

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data permohonan exit permit only ;
Mengetahui prosedur permohonan exit permit only ;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PWDE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

f\ KANTOR,

RULLOH SHODIQ
7103111999031001

PERMOHONAN EXIT PERMIT ONLY (EPO)




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing ( Mulai )4' Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
A 4
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
|
Tidak Berkas Persyaratan permohonan
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Ya Pemohon menerima
) Berkas . |Data pemohon di| Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data permohonan 5 menit komputer untuk pengambilan
DOKIM
Apaoaadgda |
v ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas . dilanjutkan pada alur SOP
5 . L - 5 menit . . .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
lanint nada alur CAD
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau B Berkas . Tanda tangan Pengesahan Q|Iakukan
6 : L Pengesahan [« 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
A 4
. . A ) Penerbitan Berkas . .
7 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office No. Register permohonan 5 menit No. Register
A 4
8 Menyerahkan DOKIM vyang telah selesai kepada| |pengembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
— Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
L\ 4 Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11 ( Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan mutasi paspor akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0353

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

LLOH SHODIQ
103111999031001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

pPONPE

PERMOHONAN MUTASI PASPOR

Memiliki kemampuan pengolahan data permohonan mutasi paspor;
Mengetahui prosedur permohonan mutasi paspor;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;

2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4- Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
A 4
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
]
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit p untuk pengambilan
permohonan komputer
DOKIM
Apabiia ada
Y ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas ) dilanjutkan pada alur SOP
5 ; L - 5 menit . - .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
laniiit nada alur SOP
6 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office Penerbitan | Berkas 5 menit No. Register
No. Register permohonan
A 4 .
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan qnakukan
7 : L Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
A 4
8 Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada| |pengembaian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A 4 Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
\ 4 Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11 ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan mutasi alamat keluar dan masuk
akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0354

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

~ )
. )/] LLOH SHODIQ
27103111999031001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

pPONPE

PERMOHONAN MUTASI ALAMAT KELUAR DAN MASUK

Memiliki kemampuan pengolahan data permohonan mutasi alamat keluar dan masuk;
Mengetahui prosedur permohonan mutasi alamat keluar dan masuk;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Offi

ce.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektro

nik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
. ] Nomor Antrian .
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4-— Pemohon 5 menit
Y
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
]
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? || 5 Menit sesuai peraturan yang
engkap? permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit P untuk pengambilan
Y permohonan komputer
DOKIM
l Apabila ada
ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas . dilanjutkan pada alur SOP
5 . L - 5 menit . . .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
laniut pada alur SOP
. ) o ) Penerbitan Berkas . )
6 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office 1 < 5 menit No. Register
No. Register permohonan
A 4 .
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan qnakukan
7 : L Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
i v
8 Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada Pengembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A 4 Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
v Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11

‘ Selesai ’




NOMOR SOP W1.IMI.IMI1.4-0T.03.01-0355

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPAJA KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

RULLOH SHODIQ
97103111999031001

NAMA SOP PERMOHONAN ERP DAN MERP TIDAK KEMBALI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data permohonan ERP dan MERP tidak kembali;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur permohonan ERP dan MERP tidak kembali;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal; 1. Komputer/Printer/Scanner;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian; 2. Jaringan internet dan e-Office.

3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan ERP dan MERP tidak kembali akan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4- Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
Y
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
|
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit p untuk pengambilan
permohonan komputer
DOKIM
Apabila ada
— ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas ) dilanjutkan pada alur SOP
5 ; L - 5 menit . - .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
laniut nada alur SOP.
6 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office Penerbitan |, Berkas 5 menit No. Register
No. Register permohonan
Y B
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan qnakukan
7 : S Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
A\ 4
8 Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada| [pepgembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A 4 Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
v Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11 ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian lapor lahir akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0356

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MAR;ZDZA\
/EE—::;\

DISAHKAN OLEH

KANTOR,

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

NAMA SOP PROSES LAPOR LAHIR

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan data lapor lahir;
. Mengetahui prosedur lapor lahir;

A WNBRE

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4- Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
Y
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
|
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit p untuk pengambilan
permohonan komputer
DOKIM
A 4
5 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office Penerbitan Berkas 5 menit No. Register
No. Register permohonan
A .
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan qnakukan
6 : S Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . L
pemohon pejabat yang ditunjuk
A\ 4
7 |Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada| [peqgembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A 4 Berkas Tanda bukti bayar
8 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
v Dilanjutkan pada alur
9 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
10

‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian lapor kematian akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W1.IML.IMI.4-OT.03.01-0357

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET

DISAHKAN OLEH

A KANTOR,

MRULLOH SHODIQ
NIP 197103111999031001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

pPONPE

PROSES LAPOR KEMATIAN

Memiliki kemampuan pengolahan data lapor kematian;
Mengetahui prosedur lapor kematian;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;

2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4-— Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
Y
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
|
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? || 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit p untuk pengambilan
permohonan komputer
DOKIM
Apaoiia aga
— ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas . dilanjutkan pada alur SOP
5 ; L - 5 menit . - .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
laniut nada alur SND
6 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office Penerbitan | Berkas 5 menit No. Register
No. Register permohonan
Y .
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan (_j||akukan
7 - S Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
A 4
8 Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada Pengembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
v Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11 ‘ Selesai ’




NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0358

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET T

DISAHKAN OLEH KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

PENGAYOMAN

197103111999031001

L4 pan WAL o
SI KELRS

NAMA SOP PROSES LAPOR MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data dalam proses lapor menjadi warga negara Indonesia;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur lapor menjadi warga negara Indonesia;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal; 1. Komputer/Printer/Scanner;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian; 2. Jaringan internet dan e-Office.

3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian lapor menjadi warga negara Indonesia akan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Loket Orang Asing { Mulai }4-— Nomor Antrian 5 menit
Pemohon
Y
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 Menit
Berkas permohonan
|
Persyaratan permohonan
. Berkas . .
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? || 5 Menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Berkas Data pemohon di Tanda bukti permohonan
4 |Memasukkan data pemohon ke e-Office Entry Data 5 menit p untuk pengambilan
permohonan komputer
DOKIM
Apauaaga |
A 4 ketidaksesuaian
Pengecekan atau Pengesahan oleh bagian pengawasan Berkas . dilanjutkan pada alur SOP
5 . L - 5 menit . . .
dan penindakan keimigrasian permohonan ketidaksesuaian. Jika
masuk dalam daftar cekal
lanint nada alur CAD
6 |Penerbitan Nomor Register dari aplikasi e-Office Penerbitan |, Berkas 5 menit No. Register
No. Register permohonan
Y .
Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau Berkas . Tanda tangan Pengesahan qnakukan
7 : S Pengesahan 5 menit pada berkas oleh Kakanim atau
pejabat yang ditunjuk permohonan . -
pemohon pejabat yang ditunjuk
A\ 4
8 Menyerahkan DOKIM yang telah selesai kepada| [pepgembalian Berkas 5 menit
pemohon DOKIM permohonan
A 4 Berkas Tanda bukti bayar
9 |Pemindaian akhir pada aplikasi e-Office Pindai 5 menit Hasil pidaian digunakan untuk
permohonan )
pengambilan paspor
v Dilanjutkan pada alur
10 |Berkas permohonan masuk ke Arsip Berkas 5 menit SOP Penyimpanan
permohonan Berkas Permohonan
Selesai
A 4
11 ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyimpanan berkas permohonan selesai akan terhambat dan
menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang sudah selesai.

NOMOR SOP

W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0359

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARE

DISAHKAN OLEH

A KANTOR,

MRULLOH SHODIQ
NIP 197103111999031001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

pPONPE

PROSES PENYIMPANAN BERKAS PERMOHONAN SELESAI (DPRI)

Memiliki kemampuan pengolahan data penyimpanan berkas permohonan selesai (DPRI);
Mengetahui prosedur penyimpanan berkas permohonan selesai (DPRI);

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Alat tulis.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
Berkas dokumen permohonan DPRI yang sudah selesai .\ Berkas .
1 - . Mulai J* 5 menit
dari ruang pengambilan paspor J permohonan
y Tanda terima
2 |Menerima berkas dokumen permohonan Terima Berkas 5 menit penyerahan
Berkas permohonan berkas dokumen
T DPRI
v . -
Pengkodean berkas dokumen permohonan DPRI untuk Pengkodean Berkas . . Kode arsip sesuai jenis
3 A . : 1 menit Kode Arsip permohonan dan tanggal
di simpan dalam arsip Arsip permohonan .
lahir pemohon
A 4
4 |Penyusunan arsip sesuai dengan kode arsip Penyusunan Berkas 5 menit
Arsip permohonan
A
5 ‘ Selesai ’




NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0360

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH A KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

MRULLOH SHODIQ
NIP 197103111999031001

PROSES PENYIMPANAN BERKAS PERMOHONAN SELESAI

NAMA SOP (ORANG ASING)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penyimpanan berkas permohonan selesai (Orang Asing);
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mengetahui prosedur penyimpanan berkas permohonan selesai (Orang Asing);
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal; 1. Komputer/Printer/Scanner;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian; 2. Jaringan internet dan e-Office.

3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyimpanan berkas permohonan selesai akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang sudah selesai.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 Berkas 5 menit
permohonan
2 Berkas 5 menit
permohonan
3 Berkas_ dokumen permohonan Orang Asing yang sudah ( Mulai j\: Berkas 1 menit
selesai. permohonan
A 4
4 |Menerima berkas dokumen permohonan Terima Berkas 5 menit
Berkas permohonan
{
5 |Pemindaian berkas permohonan pada aplikasi e-Office Pindai Berkas 1 menit
Dokumen permohonan
v ) -
Kode arsip sesuai jenis
6 P‘en‘gkodean berkas_dokumen permohonan DPRI untuk Pengkodean Berkas 5 menit Kode Arsip permohonan dan tanggal
di simpan dalam arsip Arsip permohonan lahir pemohon
A 4
. . . P Berkas .
7 |Penyusunan arsip sesuai dengan kode arsip enyusunan 5 menit
Arsip permohonan
A 4
8

‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses peminjaman arsip akan terhambat dan hilangnya arsip dokumen
keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0361

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PROSES PEMINJAMAN ARSIP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data peminjaman arsip;
Mengetahui prosedur peminjaman arsip;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

KEPATA KANTOR,

MRULLOH SHODIQ
P 197103111999031001




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1
5 Peminjam berkas FJokumen arsip baik permohonan DPRI Mulai )« Berkas Arsip 5 menit
maupun Orang Asing )
y
3 |Pengisian form peminjaman berkas arsip Isi Form Berkas Arsip 5 menit F_o_rm Pepg_lsmn form oleh
peminjaman peminjam berkas arsip
A 4
; ; ; Pencarian . . Berkas
4 |Pencarian berkas arsip oleh petugas arsip Arsip Berkas Arsip 1 menit Dokumen
Tarad tarngdrr
A 4 . P .
. . . . pejabat imigrasi
5 P e_rsetu_]uan peminjaman berkas arsip oleh pejabat Persetujuan Berkas Arsip 5 menit terkait
imigrasi terkait L
peminjaman
Aaliiinmann
A 4
6

‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengembalian arsip akan terhambat dan hilangnya arsip
dokumen keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IML.IM1.4-0T.03.01-0362

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR,

NAMA SOP PROSES PENGEMBALIAN ARSIP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data pengembalian arsip;
Mengetahui prosedur pengembalian arsip;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1
5 Peminjam berkas F!okumen arsip baik permohonan DPRI ( Mulai /\: Berkas Arsip 5 menit
maupun Orang Asing
Pengisian form peminjaman berkas arsip dan tanda . Form Tanda tangan bukt
4 9 p ! . P Isi Form Berkas Arsip 5 menit Pengembalian | pengembalian arsip pada
tangan penyerahan kembali berkas arsip Arsip form pengembalian
A 4
. . Terima i i
5 |Pengembalian Arsip Dokumen Berkas Arsip 1 menit
A 4
6 ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

B WNE

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.
PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengaduan dan informasi customer service tidak akan
tertangani dengan baik .

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0363

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET

¥ F’n‘\.fa1

DISAHKAN OLEH PAKA KANTOR,

NAMA SOP PROSES PENGADUAN DAN INFORMASI CUSTOMER SERVICE

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data pengaduan dan informasi customer service ;
Mengetahui prosedur pengaduan dan informasi customer service;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

Eal ol

10 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal; 1. Komputer/Printer/Scanner;

2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Customer Service ( Mulai ) Nomor Antrian 5 menit
A 4

2 Pemphon/ Calon pemohon bertemu petugas customer pe?gaduangan 5-10 menit

service nformasi
|
Petugas customer service menyampaikan jawaban/ Y Jawaban/

3 |penjelasan terkait pengaduan kepada pemohon/ calon Jawaban 5 menit Penjelasan
pemohon petugas
Jika jawaban tidak dapat dlselesalkaq da}lam waktu v Formulir Form
cepat dan pemohon/ calon pemohon ingin ) )

4 : o - Isi Form pengaduan, 5 menit pengaduan, Pemohon
menyampaikan saran dan kritik maka akan mengisi o o

. saran dan kritik saran dan kritik
formulir
Petugas customer service menyampaikan form Y - Formulir

5 |pengaduan saran dan kritik kebagian terkait untuk > pengaduan, 5 menit
diselesaikan saran dan kritik

6 ‘ Selesai }4




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;

11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi;

B WNE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;

3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.
PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengaduan dan informasi melalui media sosial tidak akan
tertangani dengan baik .

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0364

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Mengetahui prosedur pengaduan dan informasi customer service;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WN P

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

KANTOR,

RULLOH SHODIQ
197103111999031001

PROSES PENGADUAN DAN INFORMASI MEDIA SOSIAL

. Memiliki kemampuan pengolahan data pengaduan dan informasi customer service ;




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Customer Service & Helpdesk { Mulai ’
A 4
Pemohon/ Calon pemohon melakukan pengaduan,|| pPengaduandan . Penyampaian melalui
2 saran dan kritik melalui media sosial Informasi Pengaduan 5 menit media sosial
!
Petugas Customer Service & Helpdesk mencatat Print atau Catatan
" ) ) d catatan .
3 |pengaduan, saran dan kritik yang masuk melalui media oot ] 5 menit pengaduan,
5 lan Informasi pengaduan, "
sosial o saran dan kritik
saran dan kritik
Petugas customer service & Helpdesk menyampaikan — — P(Z':t;?;iu Jawaban terkait Jawaban dari bagian
4 |pengaduan saran dan kritik yang masuk melalui media > 5 menit pengaduan, | terkait pengaduan, saran
: ; . pengaduan, o "
sosial kebagian terkait o saran dan kritik dan kritik
saran dan kritik
Petugas customer service & Helpdesk menyampaikan Jawaban |« . Terjawabnya
5 | : - - 5 menit pengaduan,
jawaban terkait pengaduan, saran dan kritik. o
saran dan kritik
A 4
6

‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

9 Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor : IMI.2.GR.01.01.10419 Tanggal 8 Maret Tahun 2017.

B WNE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penambahan nama pada paspor akan terhambat dan terjadi
ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0365

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARm

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENAMBAHAN NAMA PASPOR CUSTOMER SERVICE

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data proses penambahan nama paspor;
Mengetahui prosedur penambahan nama paspor;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output

1 |Customer Service ( Mulai }4'— Antrian pemohon| 5 menit
A 4
: - ) Berkas .
2 |Menerima berkas permohonan dari pemohon Terima Berkas 5 menit
permohonan
|
. Tidak Berkas . Persyargtan permohonan
3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Lengkap? — 5 menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
Ya *
. Tanda terima | Tanda terima digunakan
Petugas menerima permohonan dokumen penambahan Dokumen Berkas . . .
4 - 5 menit penerimaan untuk pengambilan
nama Diterima permohonan
dokumen paspor
A 4
Petugas customer service menyerahkan dokumen Berkas .
5 . ; 5 menit
permohonan kepada bagian lantaskim permohonan
A 4

6 ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;

9 Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor : IMI.2.GR.01.01.10419 Tanggal 8 Maret Tahun 2017.

B WNE

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengembalian paspor tambah nama akan terhambat dan terjadi
ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-OT.03.01-0366

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMAN

Utp gy il
0 AN S
A8 ey BS

97103111999031001

i
NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Mengetahui prosedur pengembalian paspor tambah nama;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBRE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

PROSES PENGEMBALIAN PASPOR TAMBAH NAMA

. Memiliki kemampuan pengolahan data proses pengembalian paspor tambah nama;




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |Customer Service ( Mulai ) Antrian 5 menit
Pemohon
A 4
2 Petugas customer service menerima tanda bukti|| TerimaBukti Berkas 5 menit
pengambilan paspor tambah nama Pengambilan permohonan
A 4
3 Petugas mencari dokumen permohonan ke bagian Berkas 5-10 |Berkas dokumen
lantaskim permohonan menit permohonan
4 |Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon Penyerahan | | Berkas 5 menit | 5erkas dokumen
Dokumen —I permohonan permohonan
5 Pemeriksaan dokumen permohonan oleh pemohon dan Lengiap? J Tidak Berkas 5 menit Berkas dokumen
petugas customer service permohonan permohonan
Ya
A 4
6

‘ Selesai ’




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal;

7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian.

B WNE

KETERKAITAN
1. SOP Cekal;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelayanan keimigrasian.

NOMOR SOP W1.IML.IM1.4-0T.03.01-0367

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMA
5, Mo

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

L4 Dan HRE «
A, e BS

\.—____/

NAMA SOP PENANGANAN KESISTEMAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan data pemeliharaan kesisteman;
Mengetahui prosedur pemeliharaan kesisteman;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Insarkom Statuskim Tata Usaha Wasdakim Lantaskim Kelengkapan Waktu Output
1 |TimIT ( Mulai )
A 4
5 Petggas/ Tim IT menerima pengaduan terkait gangguan|| Menerima 5 menit Laporan Laporar_'n kesisteman dari
kesisteman Pengaduan bagian pelayanan
]
v
Petugas/ Tim IT memeriksa pengaduan terkait|| Memeriksa . Hasil
3 . lah Laporan 5 menit -
gangguan kesisteman Masala pemeriksaan
|
v
a Petugas/ Tim IT memperbaiki gangguan kesisteman|| Memperbaiki Hasil 5 menit Permasalahan
yang terjadi Masalah pemeriksaan tertangani
|
v
5 Pe_tug_as/ Tim IT mencatat gangguan kesisteman yang|| Mencatat Log Laporan 5 menit Log gangguan
terjadi Masalah kesisteman
A 4
6

‘ Selesai ’




SEKSI UMUM

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il TPI LANGSA

@ imigrasi_langsa .f » Imigrasi Langsa @@imigrasilangsa ‘0811 6808 151 @https:l!kanimlangsa.kemenkumham.go.id



NOMOR SOP : W1.IMI.IMI.4-OT.03.01-0368

TGL. PEMBUATAN : 04 MARET 2024
TGL. REVISI / REVISI KE
TGL. EFEKTIF : 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

MRULLOH SHODIQ
NIP 197103111999031001

NAMA SOP PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN IN AKTIF
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 | Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 1. Mengetahui tugas dan fungsi unit kerja
2 | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mampu merencanakan kegiatan
3 | Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
2025; 4. Memiliki kemampuan menata arsip

4 | Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5 | Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);

7 | Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 terkait Tata Kelola Digitalisasi Kearsipan
Kementerian Hukum dan HAM.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas Odner dan Lemari

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka arsip tidak akan terkontrol. Daftar Arsip disimpan sebagai bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik.
Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara

Keashan dokumen dapat dicek melalui fautan hitps.ifbsre bssn.go.idfverifikasi



Tahapan Kegiatan

Menerima perintah melaksanakan penataan arsip
inaktif dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mutu Baku

Kasubag
Tata Usaha

Mutu Baku

Kelengkapan
Disposisi

Waktu
10 Menit

Rencana Kerja

Keterangan

Menginventarisir arsip baik aktif dan in aktif Menyiapkan odner dan 1 Hari Mengindentifikasi
mengumpulkan data Arsip
Mengelompokkan jenis-jenis arsip aktif dan in v Arsipyang 1 Hari Avrsip aktif dan in
aktif terkelompok menjadi aktif tekelompokkan
aktif dan in aktif sesuai jenisnya
Menentukan lokasi penyimpanan arsip dan y Peta Lokasi Simpan 5 Menit Arsip tersimpan rapi
melaksanakan pengaturan bok arsip kedalam dalam lemari arsip
rak
Melaksanakan Labeling boks arsip Label 10 Menit  [Boks yang telah diberi
label
Melaksanakan Penyusunan daftar arsip yang Pola Klasifikasi, JRA | 5 Hari Kerja | Daftar Arsip In Aktif
meliputi : v yang telah disetujui
a. Menyempurnakan daftar arsip in aktif
b. Melakukan ujicoba penemuan kembali arsip
c. Meminta persetujuan dari Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
Melaporkan hasil penataan arsip dan in aktif Daftar Arsip In Aktif 10 Menit Daftar Arsip In Aktif
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha © yang telah disetujui yang telah disetujui
Diokurnen imi telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), Bad er da i Meg
Keashan dokumen dapat dicek melalui fautan hitps-ifbsre bssn.go.idfernfikasi




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, disposisi atas surat-surat keluar yang penting akan terlambat

NOMOR SOP W1.IML.IM1.4-0T.03.01-0369

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP SURAT KELUAR

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan surat keluar;

Mengetahui prosedur surat keluar;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan SISUMAKER.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

KEPALA KANTOR,

RULLOH SHODIQ
197103111999031001




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum |Kepala Kantor| Insarkom Wasdakim Lalintuskim | Kelengkapan Waktu Output
1 |Mulai Mulai
L2 v v v
Surat
2 |Membuat permohonan surat keluar Permohonan Permohonan | | | Permohonan | | | Permohonan 5 menit Permohonan
Keluar
A4
3 Permohonan surat keluar didisposisikan kepada Kepala Persetui PernS1L(;rhagnan 2 menit Persetujuan oleh
Kantor ersetyjuan Kepala Kantor
Keluar
Petugas menerima surat permohonan surat keluar dari Surat
setiap bagian yang sudah disetujui kepala kantor melalui| | Menerima )
6 SISUMAKER (Sistem Informasi Surat Masuk dan||Permohonan Per?eﬁzzrnan 5 menit
Keluar)
A\ 4
7 Permohonan surat keluar yang disetujui, diterakan QR|| Menerakan Surat Keluar 5 menit Surat Keluar
Code pada surat keluar QR Code
]
+ 4 \ 4 \ 4
8 Permohonan surat keluar didisposisikan kebagian yang Disposisi Disposisi Disposisi Disposisi Surat Keluar 2 menit
membuat permohonan Surat Keluar Surat Keluar Surat Keluar Surat Keluar




NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0370

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPALALKANTOR,

PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

PENGAYOMA|
5, Lo

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

Utg g W
AN .
AS ke bS

—
NAMA SOP SURAT MASUK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan surat masuk;
2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mengetahui prosedur permohonan surat masuk;
3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan SISUMAKER.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, disposisi dan jawaban atas surat-surat penting akan terlambat Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum |Kepala Kantor| Insarkom Wasdakim Lalintuskim | Kelengkapan Waktu Output
v
2 |Surat masuk di SISUMAKER Surat Masuk Surat Masuk 2 menit
A 4
3 |Surat masuk didisposisikan kepada Kepala Kantor Disposisi Surat Masuk 2 menit Mengetahui
A 4 v A4 A4
Surat masuk didisposisikan kepada bagian yang terkait|| Disposisi Disposisi Disposisi Disposisi . .
4 dengan surat masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Mengetahui
A
5 |Selesai ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, disposisi dan jawaban atas surat-surat penting akan terlambat

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0371

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP SURAT MASUK MANUAL

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan surat masuk;

Mengetahui prosedur permohonan surat masuk;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan SISUMAKER.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

KEPALA KANTOR,

RULLOH SHODIQ
197103111999031001




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum |Kepala Kantor| Insarkom Wasdakim Lalintuskim | Kelengkapan Waktu Output
v
) ’ Menerima S .
2 |Menerima surat masuk manual dari petugas keamanan o na Surat SuratMasuk | 2 menit
|
v
3 |Petugas melakukan pindai surat masuk Pm&?sls;lirat Surat Masuk 5 menit Hasil Pindai
I
v
Petugas menginput surat masuk melalui SISUMAKER Entry . .
4 (Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar) SISUMAKER Hasil Pindai 5 menit Surat Masuk
A 4
5 |Mendisposisikan surat masuk kepada Kepala Kantor Disposisi Surat Masuk 2 menit
A 4 A4 A4 A 4
Surat masuk didisposisikan kepada bagian yang terkait|| Disposisi Disposisi Disposisi Disposisi .
6 dengan surat masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk Surat Masuk 2 menit
A
7 |Selesai ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan.

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka permintaan/ permohonan alat-alat tulis kantor menjadi tidak terkendali
dan bisa terjadi pemborosan

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-0T.03.01-0372

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH LA KANTOR,

AMRULLOH SHODIQ
NIP 197103111999031001

NAMA SOP PERMOHONAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan permohonan alat tulis kantor;

. Mengetahui prosedur permohonan alat tulis kantor;

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

IR

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Alat tulis;
2. Form permintaan barang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum |Kepala Kantor| Insarkom Wasdakim Lalintuskim | Kelengkapan Waktu Output

1 |Mulai Mulai
v v v v

2 Masmg-mgsmg bagian memb.uat permohonan  dengan Permohonan Permohonan | | | Permohonan Permohonan List Permintaan 5-10 menit _Form

form permintaan barang sesuai kebutuhan ATK Permintaan ATK
|
v
: . Menerima Form .

3 |Petugas menerima form permintaan barang Permohonan Permintaan ATK 3 menit
|
v

4 |Petugas memeriksa ketersedian ATK yang diminta Memeriksa Form 5-10 menit ATK

9 yang Ketersediaan Permintaan ATK

A 4 A 4 A 4 A 4

5 Petugas menyerahkan ATK sesuai dengan form|| Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan Menyerahkan ATK 5 menit

permintaan barang ATK ATK ATK ATK

A 4

6 |Selesai ‘ Selesai ’




NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-O0T.03.01-0373

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH ANTOR

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

ULLOH SHODIQ
7103111999031001

PENGAYOMAN
o

LS
G M panHRE

kdn C\\

NAMA SOP KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan kebutuhan rumah tangga;
2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mengetahui prosedur kebutuhan rumah tangga;
3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Alat tulis;
2. Form peminjaman.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses permohonan kebutuhan rumah tangga akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu pelaksanaan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum |Kepala Kantor| Insarkom Wasdakim Lalintuskim | Kelengkapan Waktu Output
1 |Mulai Mulai
v v v v
Permohonan masing-masing bagian terkait kebutuhan . Surat
2 rumah tangga Permohonan Permohonan Permohonan Permohonan 10 menit Permohonan
I
v
3 |Petugas menerima permohonan Menerima Surat 2 menit
Permohonan Permohonan
|
v
. . Persetujuan Surat . .
4 |Persetujuan pejabat berwenang Pejabat Berwenang Permohonan 5 menit Persetujuan
|
v Surat
P .
5 |Pemesanan kebutuhan barang rumah tangga e];n esanan Permohonan 1 hari Barang
arang yang telah
disetujui
A 4 A4 A 4 A 4
6 |Petugas menyerahkan barang kebutuhan rumah tangga Me"’:,;;hka" Men}:;;hkan Me“’:{;hka“ Me"’:,;;hka" Barang 10 menit
A
7 |Selesai ‘ Selesai ’




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun
Jawab Keuangan Negara;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETERKAITAN

1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka kebutuhan barang persediaan akan terjadi ketidaksesuaian
antara rencana kebutuhan dengan kebutuhan sebenarnya.

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0374

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MA%
WEPAL

DISAHKAN OLEH KEPAA KANTOR,

NAMA SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan barang persedian;

2. Mengetahui prosedur pengelolaan barang persedian;

3.

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Alat tulis;
2. Komputer;
3. Aplikasi Persediaan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan - - Keterangan
Kaur Umum / Staff Wakil Sekretaris Pamterzestslgretans/ Kelengkapan Waktu Output
Merencanakan kebutuhan barang persediaan selama 1 . PC, Kgrtas, Alat ) Rancana
1 Mulai Tulis, dan 5 hari Anggaran
tahun anggaran . .
Referensi Belanja
Barang
Melakukan pembelian barang persediaan sesuai : P PC, Kgrtas, Alat . Persediaan dan
2 . Pembelian [« Tulis, dan 1 hari . .
RAB(Rencana Anggaran Belanja) . Kuitansi
Referensi :
Pembelian
3 Memeriksa dan meneliti pembelian barang persedian ,| Memeriksa Pcll_lsﬁsrta;érflat 1 hari
(apakah telah sesuai prosedur dan telah sesuai RAB) dan Meneliti P
Referensi
Mencatat pembelian barang persediaan secara manual PC, Kertas, Alat Tercatatnya
4 |dan diaplikasi persediaan serta menyimpan bukti Barang < Tulis, dan 2 jam Pembelian
pembelian barang persedian I Referensi Barang
v
Mencatat laporan barang persediaan secara manual dan PC, Kertas, Alat Lanoran Baran
5 |dimasukkan aplikasi persediaan sesuai bon pengeluaran ﬁem;ﬁ::a'fgp"rar Tulis, dan 30 menit Fl‘:’erse dian 9
barang persediaan - Referensi
Melakukan opname fisik barang persediaan dan PC, Kertas, Alat Pers?a?i:::g an
6 |mencatat secara manual serta dalam aplikasi Opname Fisik Tulis, dan 1 hari cudah gl 9
persediaan Referensi Opname Fisik
A 4
. PC, Kertas, Alat
7 Merekap dan melaporkan keadaan barang persediaan ( Selesai ) Tulis, dan 1jam Laporan Barang

perbulan

Referensi

Persedian




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun
Jawab Keuangan Negara;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Barang Persediaan;
2. SOP Pelaporan Barang Milik Negara;
3. SOP Penghapusan Barang Milik Negara.

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan barang milik negara akan tidak teratur dan dapat
menyebabkan hilangnya barang milik negara.

NOMOR SOP

W1.IMIL.IM1.4-0T.03.01-0375

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KERAL/A KANTOR,

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan pengolahan

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Alat tulis;

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

barang milik negara;

Mengetahui prosedur pengelolaan barang milik negara;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

2. Komputer, printer, jaringan internet;

3. Aplikasi SIMAK-BMN.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum Kaur Keuangan Kanwil KPKNL Kelengkapan Waktu Output
Menginventarisasi Barang Milik Negara yang menjadi
1 |aset baik yang sudah ada maupun yang baru diterima Alat Tulis Kantor 5 hari Data BMN
dari pengadaan baru, transfer, masuk maupun Hibah
v
Memberikan kodefikasi/ penggolongan terhadap aset Komputer
2 |BMN sesuai dengan kodenya serta melakukan labelisasi Kodefikasi puter, 1 hari Labelisasi BMN
Printer
pada BMN I
Mencatat kondisi barang yang di inventarisir (baik, rusak v
3 |ringan gtgu ru_sak berat), apabila rusak ringan segera Mencatat Alat Tulis Kantor| 2 hari Laporan Kondisi
diperbaiki, bila rusak berat segera dilakukan Barang
penghapusan I
. v
Membuat daftar b_arang ruangan, daftar barang Iamnye} Aplikasi SIMAK- . DBR, DBL dan
4 |serta kartu identitas barang pada BMN yang sesuai Membuat BMN 1 minggu KIB
dengan peruntukannya -
v
Mendata BMN apakah sudah dilakukan penetapan Data Penetapan
5 |status, bila belum segera lakukan permohonan untuk Mendata Alat Tulis Kantor 3 jam Status p
penetapan status
Menginput semua transaksi yang berhubungan dengan y Aplikasi SIMAK-
6 |BMN (pembelian, transfer masuk, hibah, KDP) ke dalam Menginput P BMN 1jam Data Input
aplikasi SIMAK-BMN
A
7 Melakukan rekonsiliasi internal antara SIMAK dengan Rekonsiliasi .| Rekonsiliasi Aplikasi SIMAK- 1iam BAR internal
SAIBA dan membuat Berita Acara Internal SIMAK SAIBA BMN !
i
Melakukan  rekonsiliasi dengan KPKNL setiap . I
8 |semesteran baik semester | dan semester I/ tahunan Rekonsiliasi [« »| Rekonsiliasi Aplikasi SIMAK 1 hari BAR KPKNL
A . KPKNL BMN
sesuai jadwal yang telah ditetapkan I
v
Melakukan  rekonsiliasi dengan  Kanwil setiap . —
g e .| Rekonsil - ) )
9 |semesteran baik semester | dan semester I/ tahunan Rekonsiliasi |[€ ngngl]illaSI Ap“ka;'vls’\:MAK 1 hari BAR Kanwil
sesuai jadwal yang telah ditetapkan T
A 4
Membuat laporan Barang Milik Negara semester |,
10 |[semester Il dan tahunan, yang diparaf oleh Kaur Umum Membuat (< 1 hari Laporan BMN
dan Keuangan dan ditandatangani oleh KPB/KPA
y
11 Selesai




NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0376

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

LLOH SHODIQ
$7103111999031001

RENGAYOMAN
A IS
CONL LTS

(e W
ST KELRS

NAMA SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (PEMUSNAHAN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan penghapusan barang milik negara;
2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mengetahui prosedur penhapusan barang milik negara;
3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Jawab Keuangan Negara; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

8 Penghapusan Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian

9 Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Alat tulis;
3. Aplikasi SIMAK-BMN.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penghapusan barang milik negara akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu pelaksanaan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum KPKNL Kanwil Sekjen Kelengkapan Waktu Output
Draft Panitia SK Panitia
1 |Pembentukan Panitia Penghapusan BMN Penghapusan 1jam Penghapusan
BMN BMN
A 4
foi SK Panitia Laporan Hasil
2 |Opname Fisik BMN Opname Fisik Penghapusan 3 hari pora
Kondisi Barang
BMN
y
Berkas Usulan
3 |Mengusulkan ke Kanwil Usulan Penghapusan 1jam Surat Pengantar
BMN
A 4
Berkas Usulan Per§:tr§tuan
4 |Mengusulkan ke Sekjen Usulan Penghapusan 5 hari I
BMN Penghapusan
BMN
Surat
5 |Pemusnahan BMN Pemusnahan [« persetujuan 60 menit Dokumentasi
Penghapusan
1 BMN
v
Berita Acara
6 |Membuat Berita Acara Pemusnahan BMN Membuat Dokumentasi 15 menit Pemusnahan
BMN
A 4
Berkas Usulan SK
7 |Mengirim Berita Acara ke Kanwil Laporan Penghapusan 1jam
Penghapusan
BMN
o : Penghapusan | _ SK .
8 |Penghapusan BMN pada aplikasi SIMAK-BMN BMN Penghapusan 1 jam
]
:




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun
Jawab Keuangan Negara;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

8 Penghapusan Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian

9 Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penghapusan barang milik negara akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu pelaksanaan.

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-0T.03.01-0377

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

RENGAYOMAN A, LLOH SHODIQ
{fr,ot*cmmﬁ Wt SRIPA47103111999031001

NAMA SOP (LELANG)

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Memiliki kemampuan pengolahan penghapusan barang milik negara;
. Mengetahui prosedur penhapusan barang milik negara;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

A WNBE

PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Komputer;

2. Alat tulis;

3. Aplikasi SIMAK-BMN.
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

R PR\
ISTRELE
PENGHAPUS, ARANG MILIK NEGARA




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum Sekjen Kanwil KPKNL Kelengkapan Waktu Output
Draft Panitia SK Panitia
1 |Pembentukan Panitia Penghapusan BMN Penghapusan 1jam Penghapusan
BMN BMN
\ 4
foi SK Panitia Laporan Hasil
2 |Opname Fisik BMN Opname Fisik Penghapusan 3 hari pora
Kondisi Barang
BMN
A 4
Berkas Usulan
3 |Mengusulkan ke Kanwil Usulan Penghapusan 1jam Surat Pengantar
‘ BMN
/\ Pemusnahan di atas
di bawah . di ata i
4 |Pemusnahan BMN di bawah atau di atas 100 Juta e Di atas/ Di i 100 juta, gedung,
bawah ? tanah, kendaraan
proses KPKNL
A\ 4 A 4
Berkas Usulan Perigtrjtuan
5 |Mengusulkan Berkas Penghapusan BMN Usulan Usulan Penghapusan 3 hari !
BMN Penghapusan
BMN
Surat
P Persetujuan . Surat Pengantar
6 |Membuat Surat Pengantar Ke KPKNL Membuat |« Penghapusan 1jam KPKNL
BMN
A\ 4
Surat Pengantar Berkas
7 |Menunggu proses di KPKNL | Persetujuan 9 5 hari Persetujuan
KPKNL
KPKNL
y
Berkas
8 |Proses Lelang Lelang |« > Lelang Persetujuan 1 hari Hasil Lelang
I KPKNL
v
9 |Risalah KPKNL Risalah HasilLelang | 3hari | CSTEAeara
|
Pemusnahan di atas
10 |Pemusnahan BMN di bawah atau di atas 100 Juta Dhatas/ Di 100 juta, gedung,
tanah, kendaraan
di atas proses KPKNL
Keputusan Berita Acara . SK
11 |Keputusan Penghapusan BMN . Penghapusan KPKNL 5 hari Penghapusan
i bawah
|
Membuat I: l Berkas .
12 |Membuat Berita Acara Penghapusan 1 hari Berita Acara
BMN Lelang BMN




Berkas SK
13 |Mengirim Berita Acara ke Kanwil > Laporan Penghapusan 5 hari
Penghapusan
BMN
Pengh Berkas
14 |Penghapusan BMN pada aplikasi SIMAK-BMN enghapusan |, Penghapusan 1jam
BMN
: BMN
.




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun
Jawab Keuangan Negara;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara;
2. SOP Pengelolaan Barang Persediaan.

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidak sesuaian pelaporan barang milik negara.

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-OT.03.01-0378

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH CANTOR

PENGAYOMAN

y w LOH SHODIQ

U oan w2 NP 497103111999031001
WP G
—
NAMA SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan dalam pelaporan barang milik negara;
Mengetahui prosedur pelaporan barang milik negara;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

pPONPE

PERALATAN PERLENGKAPAN

. Alat tulis;

. Komputer dan Jaringan internet;
. Aplikasi Persediaan;

. Aplikasi SIMAK-BMN.

A OWN P

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kaur Umum Kaur Keuangan Kanwil KPKNL Kelengkapan Waktu Output
Mencatat semua transaksi persediaan selama 1 (satu) .
Berita Acara
semester, Mulai Komputer, Opname Fisik
1 |a. Pada akhir semester melakukan opname fisik Aplikasi 1 hari P ’
) L . " Laporan
b. Hasil opname fisik dituangkan dalam Berita Acara Persediaan .
i Persediaan
Stock Opname Persediaan.
Menginput seluruh transaksi persediaan selama 1 Yy — Komputer,
2 |semester dan hasil opname fisik kedalam aplikasi Menginput Aplikasi lhari |ADK Persediaan
persediaan Persediaan
Menginput seluruh transaksi yang berhubungan dengan Y — Komputer, ADK SIMAK-
3 |Barang Milik Negara selama 1 (satu) semester kedalam Menginput Aplikasi SIMAK- 1 hari BMN
aplikasi SIMAK-BMN BMN
Y .
a Mengirim ADK SIMAK kepada Operator SAIBA untuk Proses ADK Pri};t(:anlig(r:i)ar 1iam izi?n';ﬁzrs?
diinput pada Aplikasi SAIBA SIMAK-BMN =1 J
Berita Acara Internal
Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL melalui Aplikasi T Komputer .
Rek 1 !
5 SIMAN ekonsiliasi Aplikasi SIMAN 1 hari BAR KPKNL
6 Membuat Laporan Barang Milik Negara persemester, Membuat |« BAR KPKNL 1 hari Laporan BMN
semester 1, 2, dan tahunan
7 |Mengirim Laporan BMN ke Kanwil > Laporan Laporan BMN 1 hari
A 4
8 ‘ Selesai ’




NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0378

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH EPALA KANTOR,

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

H SHODIQ
111999031001

Al
P
4_% ENcnouﬁ &
bt o W

“,

8! KELAS
NAMA SOP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penyerahan dokumen keimigrasian orang asing;
2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Mengetahui prosedur penyerahan dokumen keimigrasian orang asing;
Pemerintah sebagaimana telah diubah kelimakalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pengadaan Barang/Jasa. 1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan ATK;
3. Aplikasi SPSE.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pemilihan penyedia barang/jasa akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu pelaksanaan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Pejabat Keterangan
User PPK Penyedia Keuangan Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan
Surat undangan
1 Membu_a t surat _undangan kepada  beberapa calon ‘ Mulai ’ Draft kontrak 1 hari kontrak kerja
penyedia barang/jasa
sama
A4
Melakukan pengiriman undangan kepada beberapa Kirim Surat undangan .
2 - . kontrak kerja 1 hari
calon penyedia barang/jasa Undangan
sama
A 4
Menerima dan menghadiri undangan dari Pejabat Hadiri Surat undangan .
3 kontrak kerja 1 hari
Pengadaan Undangan
sama
. . . - Hasil penjelasan
P 1 .
4 Memberlkan penjelasan mengenai pengadaan enjelasan | Draft kontrak 1 hari pengadaan
barang/jasa Kontrak ¢
barang/jasa
A 4
5 membe_nkan quumen pe.ngac!aa}n kepada calon Dokumen Draft kontrak 1 hari
penyedia barang/jasa untuk dipelajari Pengadaan
A 4
6 |Penyedia menyusun surat penawaran Surat Surat penawaran| g
Penawaran harga
[
v
7 Memas_ukkan sgrat penawaran harga dari calon Memasukkan
penyedia barang/jasa kepada pejabat pengadaan
8 Menerima surat penawaran harga dari calon penyedia Terima Surat | Surat penawaran 1 hari
barang/jasa Penawaran |- harga
v Draft kontrak
9 |Membuka dokumen penawaran Buka dan surat 1 hari Penawaran
Penawaran penawaran
| harga
v
Evaluasi Draft kontrak
10 |Melakukan evaluasi penawaran Penawaran dan nilai 2 hari Hasil evaluasi
l penawaran
11 |Melakukan Klarifikasi dan negosiasi besaran harga Negosiasi Hasil evaluasi 1 hari Hasil Klarifikasi

dan negosiasi




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Pejabat Keterangan
User PPK Penyedia Keuangan Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan
Draft kontrak, Hasil Berita
12 |Membuat berita acara hasil pengadaan hasil klarifikasi 1 hari
Membuat dan negosiasi Acara
I
Penettuan Hasil Berita pemenang
13 |Menetapkan pemenang penyedia barang dan jasa Pemenang Acara 1 hari penyegha
barang/jasa
Mengumumkan pemenang penyedia barang/jasa melalui = Hasil penetapan
14 9 p g peny 9/ ( Selesai ) pemenang 1 hari

website dan papan pengumuman

penyedia




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah kelimakalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETERKAITAN

1. SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pelayanan pengadaan barang/jasa akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu pelaksanaan.

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-OT.03.01-0379

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024—r1u._

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan ATK;
3. Aplikasi SPSE.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Pejabat Keterangan
User PPK Penyedia Keuangan Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan
. . Surat
User membuat dan mengirim surat permintaan . ) .
1 - Mulai permintaan dan 1 hari
barang/jasa kepada PPK e A
spesifikasi teknis
T y Surat
2 |PPK menerima surat permintaan barang/jasa dari user Se”mta permintaan dan | 30 menit
ura spesifikasi teknis
— Surat
3 |Melakukan telaah surat permintaan barang/jasa Telaah Surat permintaan dan 2 hari Hasil telaah
spesifikasi teknis
Y Surat
Melakukan Survei dan Menyusun HPS (Harga Perkiraan : . . .
4 s Survei permintaan dan 2 hari Hasil Survei
Sendiri) el .
spesifikasi teknis
v s )
_ ~ urat permintaan,
5 Menyusun syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus Susun Draft spesifikasi teknis dan 2 hari Draft kontrak
mengenai draft kontrak hasil survei
A 4
6 Membuat dan mengirim surat kepada Pejabat Kirim Surat Draft kontrak 1 hari
Pengadaan
A\ 4
7 |Menerima surat dari PPK Meneriina Draft kontrak | 30 menit
sura
A\ 4
8 |Melakukan telaah terhadap syarat-syarat draft kontrak Telaah Draft] Draft kontrak 1 hari Hasil telaah
A\ 4
9 |Membuat dokumen pengadaan barang/jasa Dokumen Draft kontrak 1 hari Dokumen
Pengadaan pengadaan
A\ 4
10 [Melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa Draft kontrak 20 hari | Surat penawaran Dllanjy_tkan pada S.OP
Pemilihan Penyedia
Menerbitkan ~ surat  usulan enetapan enyedia perbitian Draft kontrak
11 . P p peny Surat Usulan dan surat 1 hari Surat usulan
barang/jasa kepada PPK
penawaran




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Pejabat Keterangan
User PPK Penyedia Keuangan Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan
12 ll;/lemrs)ell_a]an surat usulan penetapan penyedia Surat usulan 1 hari
arang/jasa Pelajari Surat;
Usulan
Draft kontrak, Surat
13 |Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa A 4 surat penawaran| 1 hari )
Surat penunjukkan
dan surat usulan
Penunjukkan
i
Mengundang penyedia barang/jasa untuk Undangan Drait kontrak, . Undangan_
14 . . surat penawaran 1 hari kontrak kerja
menandatangani kontrak kerja sama Kontrak
dan surat usulan sama
. . . Y Undangan
15 Terima undangan tanda tangan kontrak kerja sama dari Terima kontrak kerja 1 hari
PPK Undangan sama
— Draft kontrak
. Kontrak | _| Kontrak ! )
16 |Datang dan tanda tangan kontrak kerja sama . < > . surat penawaran 1 hari
Kerja Sama Kerja Sama
dan surat usulan
A .
17 Pemenang penyedia barang/jasa melaksanakan Penyedia K%r:;aL(UI:Z{Ja barang/jasa
kegiatan kerjanya Barjas : sesuai kontrak
penunjukkan
A 4 A\ 4
Melakukan serah terima pekerjaan antara penyedia Serah | _| Serah barang/jasa . Berita acara
18 - . < . ; 1 hari :
barang/jasa dengan PPK Terima Terima sesuai kontrak serah terima
A4 .
- Berita acara
. . . . Terima BA . "
19 |Menerima pekerjaan dan berita acara serah terima Pekeriaan serah terimadan| 1 hari
] surat tagihan
A4 .
Surat Berita acara
20 |Memberikan surat tagihan kepada PPK Tagihan < serah terima dan 1 hari
. surat tagihan
. . . . Berita acara
21 Detail penagihan dan berita acara serah terima =< Selesai ) serah terima dan 1 hari

diserahkan ke bagian keuangan

surat tagihan




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka keamanan kantor akan terganggu dan rawan tindak pidana.

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-0T.03.01-0380

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MAREm

DISAHKAN OLEH

PAEAJKANTOR,

NAMA SOP PROSES PENGAMANAN KANTOR

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Buku mutasi piket;
2. Alat Tulis Kantor (ATK);
3. Alat keamanan kantor.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jadwal piket satpam;
2. Buku mutasi keamanan.

1 Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan / 1. SLTA/Sederajat;
Instansi Pemerintahan; 2. Sertifikat Satpam;
2 Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan; 3. Memiliki kemampuan dasar-dasar pengamanan;
3 Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
4 Pengamanan dan Penyelamatan;
5 Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1021/X11/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam;
6 Surat Keputusan No.Pol. Skep/1019/XI1/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan;
Surat Keputusan No.Pol. Skep/302/11/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam;
7 Surat Keputusan Bersama Menaker No. KEP.275/Men/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989
8 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kepala Kantor Kaur Umum Petugas Keamanan Kelengkapan Waktu Output
SK penetapan
( ; ) ) petugas
1 |Penetapan petugas keamanan kantor Mulai 1 hari Kkeamanan
kantor
Melaksanakan pengarahan kepada petugas keamanan N Juklak dan . Hasil
2 kantor »| Pengarahan Juknis L hari pengarahan
v SK penetapan
3 |Menyusun jadwal bulanan piket Jadwal petugas 1 hari Jadwal piket
keamanan keamanan
kantor
A 4
a Mendistribusikan jadwal piket kepada setiap petugas Distribusi Jadwal piket 1 hari Jadwal kegiatan
keamanan kantor Jadwal keamanan
Melaksanakan patroli keamanan secara periodik di = . Jadwal pl_ket,
. T . jadwal kegiatan, . . Laporan
5 |lingkungan kantor dan mencatat segala aktivitas yang Patroli - setiap hari .
] . buku mutasi dan kegiatan
ada di kantor pada buku mutasi keamanan .
peralatan patroli
Y Laporan Laporan
6 |Melaporkan hasil patroli kepada Kepala Urusan Umum Laporan kegiatan dan 20 menit P
. kegiatan
buku mutasi
— Laporan Laporan
7 |Menerima laporan dari penjaga keamanan kantor Je“ma kegiatan dan | 20 menit ke piatan
aporan buku mutasi 9
Yy A Jadwal piket,
8 |Melakukan evaluasi pelaksanaan keamanan kantor Evaluasi Evaluasi jadwal keglgtan, 1 hari Hasil evaluasi
buku mutasi dan
laporan kegiatan
A 4
9 Mele}kukan pengarsipan buku mutasi jaga/keamanan Selesai \: Buky mutasi 10 menit Arsip bu_ku
dan jadwal piket keamanan jaga mutasi




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terganggunya kenyamanan pegawai dan pemohon, serta kantor
tidak terawat dan menjadi kumuh

NOMOR SOP W1.IMLIMI.4-OT.03.01-0381

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR,

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. SLTP/Sederajat;
2. Memiliki kemampuan dasar-dasar kebersihan;
3. Mengetahui cara pengisian checklist kebersihan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Daftar pembagian tugas kebersihan kanto;
2. Alat Tulis Kantor (ATK);
3. Alat kebersihan kantor.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Daftar pembagian tugas kebersihan kantor;
2. Checklist kebersihan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Kepala Kantor Kaur Umum Petugas Kebersihan Kelengkapan Waktu Output
SK penetapan
) ( ; ) . petugas
1 |Penetapan petugas kebersihan kantor Mulai 1 hari kebersihan
kantor
Melaksanakan pengarahan kepada petugas kebersihan N Juklak dan . Hasil
2 kantor »| Pengarahan Juknis L hari pengarahan
v SK penetapan Daftar
3 |Menyusun daftar pembagian tugas kebersihan kantor Jadwal petugas 1 hari pembagian
kebersihan tugas
kantor kebersihan
v Daftar Daftar
a Mendistribusikan daftar pembagian tugas kebersihan Distribusi pembagian 1 hari pembagian
kantor kepada setiap petugas kebersihan kantor Jadwal tugas tugas
kebersihan kebersihan
o Alat kebersihan
5 Melaksanakan  kebersihan  kantor dan fasilitas Piket dan checklist | setiap hari Checklist
diidalamnya dan mengisi checklist kebersihan Kebersihan : P kebersihan
kebersihan
A 4
. Checklist . . Checklist
6 |Mengontrol pelaksanaan kebersihan kantor Kontrol kebersihan setiap hari kebersihan
Daftar
y — pembagian
7 |Melakukan evaluasi pelaksanaan kebersihan kantor. Evaluasi Evaluasi tugas dan 50 menit Hasil evaluasi
checklist
kebersihan
Daftar
Mengarsipkan daftar pembagian tugas kebersihan y pembagian . .
8 |kantor dan checklist kebersihan Selesai < tugas dan 10 menit Arsip Ch?CkI'St
( J checklist kebersihan

kebersihan




PENGAYOMAN

SEKSI INTELIGEN DAN
PENINDAKAN

KANTOR IMIGRASI
KELAS Il TPI LANGSA

@ imigrasi_langsa .f » Imigrasi Langsa @@imigrasilangsa ‘0811 6808 151 @https:l!kanimlangsa.kemenkumham.go.id



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3 |Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan
Keimigrasian;

5 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan
kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z2.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor
untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Orang Asing;

6 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi
Calon Tenaga Kerja Indonesia;

8 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

9 [Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.1Z2.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Renubli "

N

KETERKAITAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyalahgunaan penerbitan paspor dan proses
penyelesaian paspor akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IMLIMI4-OT.03.01-0382
TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2027 XEPAL4

DISAHKAN OLEH IMIGRASI

BAPEN PASPOR RI 24 DAN 48

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;

2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan g
Lantaskim Statuskim Tata Usaha Wasdakim Kelengkapan Waktu Output
Nomor identitas
. " pemohon dan .
1 |Menerima permohonan secara online jadwal antrean 5 menit
online
Menerima berkas permohonan manual dari pemohon . Persyaratan permohonan
B ; Tidak Berkas ) )
2 |yang telah mendapatkan jadwal antrean online, dan Lengkap? 10 menit sesuai peraturan yang
" permohonan
memeriksa kelengkapan persyaratan berlaku
1 Ya
. Berkas . Nomor antrean
3 |Memberikan nomor antrean untuk BAP Nomor Antrean permohonan 1 menit BAP
1
- Berk: Dat: h
. erkas . ata pemohon
4 |Memasukkan data register pemohon ke Excel Entry Data permohonan 5 menit di komputer
¥ Format BAP
i Siapkan Berkas .. | (Paspor Hilang/
5 |Menyiapkan format untuk BAP format BAP permohonan 5 menit Rusak/Ubah
Data)
A2
W Berkas Hasil wawancara
6 |Melakukan wawancara dengan pemohon awancara ermohonan 30 menit | dan verifikasi
pemohon p petugas
v
Berkas Hasil Berita
7 |Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Buat BAP 60 menit Acara
permohonan .
Pemeriksaan
L 2
. Berkas . Hasil Berita
8 |Membuat Berita Acara Pendapat (BAPEN) Buat BAPEN permohonan 30 menit Acara Pendapat
3
v
9 |Penandatanganan BAP Oleh Kasubsi Penindakan Tanda tangan Berkas 5 menit " BAP telah .
Kasubsi permohonan ditandatangani
a2
10 |Penandatanganan BAPEN Oleh Kasi Wasdakim [Fanda tangan Berkas 5menit | BAPENtelah
Kasi permohonan ditandatangani
" - Apabila paspor masih
e Pasp_or Berkas . Hasil Kasifikasi berlaku terkena denda
11 |Klasifikasi masa berlaku paspor Masih 5 menit masa berlaku N N
Berlaku / permohonan sesuai dengan tarif yang
paspor
berlaku
Masih
tasih—
Berkas Keputusan
Permohonan keputusan kepala kantor melalui " kepala kantor Pengambilan keputusan
12 | . permohonan 10 menit n N N
sisumaker . melalui dilakukan oleh Kakanim
dan sisumaker .
sisumaker
Hasil pindai
Berkas . berkas
13 |Scan Berkas Pemohon, BAP, dan BAPEN 5 menit
permohonan pemohon, BAP,
dan BAPEN
Berkas Hasil keputusan
14 |Keputusan kepala kantor permohonan 2 menit P! Keputusan kepala kantor
. kepala kantor
dan sisumaker
Berkas Hasil klasifikasi
15 |Paspor Hilang 5 menit | paspor hilang /
permohonan
rusak
16 |Alur Nyidakim Berkas 5 menit Dalta pemohon | Proses data pgmo.hon pada
permohonan di komputer alur nyidakim
17 |Ekspedisi ke Insarkom Ekspedisi 5 menit | Ekspedisi arsip
Insarkom
17 |Ekspedisi ke Lantaskim Ekspedisi 5 menit | Ekspedisi arsip
Insarkom
18 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai Berkas selesai | 5 menit Arsip berkas

selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

A WON =

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan perizinan orang asing akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku.

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-OT.03.01-0383

TANGGAL PEMBUATAN | 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Wasdakim Tim Helpdesk Tata Usaha Kelengkapan Waktu Output
Akun Masuk ke
1 |Login akun di helpdesk.imigrasi.go.id ‘ Mulai ’ helpdesk imigrasi.go.id 5 menit helpdesk.li?lgra&.go. Login dengan Username: Depok, Password: depok
2 |Buat tiket pengaduan baru Tiket Ml\?sisflzn?aiia‘;L?:l 5 menit Pengaduan masalah
peng pengaduan yidakim yang di Nyidakim
diadukan
S Ambil alih Pengaduan masalah di . Pengaduan masalah
3 |Mengambil alih tiket tiket Nyidakim 5 menit di Nyidakim
4 |Merespon tiket dengan solusi Rgspon Pengadugn m.asalah di 30 menit Solusi dari masalah
tiket Nyidakim
v ) . .
5 |Mengecek hasil respon 3 Masalah Solusi dari masalah 5 menit Konfirmasi hasil
teratasi? respon
\|/l idak
. Pengaduan masalah di . Pengaduan masalah
- Re-Open
6 |Re-open tiket tikft Nyidakim 5 menit di Nyidakim
Tiket pengaduan
7 |Menutup Tiket Konfirmasi hasil respon 5 menit ditutup, pengaduan

selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

NAMA SOP PROSES NYIDAKIM DEPORTASI
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1 |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;
3 |Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
4 |Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.;

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan
Tindakan Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan
kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.12.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor
untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Orang Asing;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyalahgunaan penerbitan paspor dan proses penyelesaian paspor akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0384

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024 ,/.‘;:_/""Eu-_";_:\\

DISAHKAN OLEH

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office; 3. Berkas
persyaratan.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana

Mutu Baku Alur Kegiatan

Keterangan
Statuskim Wasdakim lata Usaha Kepala Kantor Insarkom Kelengkapan Wakt Output
1 A Berkas BAP dan 1 Membuka .
aplikasi nyidakim m BAPEN 5 menit
v
Login ke Sistem i
sistem nyidakim gNyidakim Berkas BAP dan 2 BL:ngNke 5 menit
I
v
Berkas BAP dan 3 Buat kasus
Buat Kasus i
baru Barn BAPEN 5 menit  Data kasus baru
/i/ Data Pelapor,
Masukan Data Pelapor, Peristiwa, Terlapor, Saksi, dan 4 Berkas BAP dan Data Bukti 5 menit Peristiwa, Terlapor,
Entry Data BAPEN Saksi, dan Data
Bukti di
v
- Surat Berkas BAP dan 5 Membuat . Surat Laporan
Surat Laporan Kejadian laporan BAPEN 5 menit Kejadian
kejadian
l Htéessil pipahalai
6 Pindai Berk berkas Surat
Memjindai surat laporan kejadian, BAP, dan BAPEN yang telah bm kal er has 15 menit Laporan
ditaridatangani erkas permohonan Kejadian, BAP,
| dan BAPEN
]
)
Konfirmasi 7 Konfirmas| keputusan
BAPEN keputusan Data di Nyidakim 5 menit
Konfirmasi Keputusan BAPEN BAPEN
t Keput
Membuat dan mencetak Surat Keputusan Tindakan 8 Surat R - . Sura-lr depku usan
Keputusan Data di Nyidgkim 5 menit Keimigrasian indakan
. Keimigrasian
Tinkim
t
9 |Registrasi deteni baru Data di Nyidakim 5 menit  Data deteni baru
Entry Data
AV 10 Entry data deportasi dan
pengajuan deportasi E D Data di Nyidakim 10 menit
Data|Deportasi dan Pengajuan ntry Data Deportasi
Surat Perintah
Deportasi, Surat
Pengawasan,
m Cetak Sufat
Mengetak Surat Perintah Deportasi, Surat Pengawasan, Surat dokumen Data di Nyidakim |15 menit Pembentellhuan
Pemberitahuan Deportasi, dan Surat Berita Acara Serah Terima ) Deportasi, dan
Surat Berita Acara
Serah
Acara Serah
Terima
aplikasi Nyidakim Aplikasi 12 Tutup 5 menit Arsip berkas
Nyidakim selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengawasan Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01 GR 01.01 Tahun 2008 tentang
Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z.03.10 Tahun 1995 tentang
Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis
Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.12.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 Tahun 1997 tentang Surat

DUDIK INAONE

N =

KETERKAITA|

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penyalahgunaan penerbitan paspor dan proses
penyelesaian paspor akan terhambat.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0385

TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH WEPAL4
LA KANTOR,
m 2
x|# <
56 ;
o\, il Al OH SHODIQ
B 9P13111999031001

NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA

. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;

. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.;

A WN =

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Keterangan
Lantaskim Statuskim Tata Usaha Wasdakim Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Aplikasi
1 [Membuka aplikasi nyidakim BerkgsAgég dan 5 menit Nyidakim
terbuka
. . L Login ke Sistem Berkas BAP dan . Masuk aplikasi
2 |Login ke sistem nyidakim Nyidakim BAPEN 5 menit Nyidakim
<1
v
3 |Klik kasus baru Buat Kasus Baru BerkgsAgéE dan 5 menit | Data kasus baru
|
Berkas BAP dan . Data Pelapor di
4 |Masukan Data Pelapor Entry Data BAPEN 5 menit Nyidakim
. - Berkas BAP dan .. |Data Peristiwa di
Entry Data Perist
5 |Masukan Data Peristiwa ntry Data Feristiwa BAPEN S menit Nyidakim
Berkas BAP dan . Data Terlapor di
6 |Masukan Data Terlapor Entry Data Terlapor BAPEN 5 menit Nyidakim
. . Berkas BAP dan . Data Saksi di
7 |Masukan Data Saksi Entry Data Saksi BAPEN 5 menit Nyidakim
. ; Berkas BAP dan . Data Bukti di
Entry Data Bukti
8 |Masukan Data Bukti y BAPEN 5 menit Nyidakim
L 2
- Membuat surat Berkas BAP dan . Surat Laporan
9 |Membuat Surat Laporan Kejadian 5 menit -
P ) laporan kejadian BAPEN Kejadian
|
Memindai surat laporan kejadian yang telah f V- Hasil pindai
10 |ditandatangani P : Y Memindai surat Berkas 10 menit berkas Surat
9 laporan kejadian permohonan Laporan
| Kejadian
Berkas Hasil pindai
11 |Memindai BAP dan BAPEN yang telah di tandatangani 15 menit | berkas BAP dan
permohonan
BAPEN
13 |Melakukan pemusnahan berkas yang telah selesai Berkas 5 menit Arsip berkas

permohonan

selesai




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing
dan Tindakan Keimigrasian; Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1465.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Pengecekan
Lapangan terhadap Penjamin atau Kuasa Penjamin Orang Asing.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengecekan lapangan akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian dari prosedur yang ditetapkan.

NOMOR SOP W1.IMI.IM1.4-0T.03.01-0386

TANGGAL PEMBUATAN | 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH

PENGAYOMA|
5 Mo

U4 pan Hak

7] A\
STKELRZ
PROSES PMLAPANGAN TERKAIT KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG

NAMA SOP ASING

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan P . . Keterangan
etugas Kasi/ Kasubsi
Wasdakim Wasdakim Tata Usaha Kepala Kantor Kelengkapan Waktu Output
Memeriksa keabsahan dokumen permohonan Orang . . Persyaratan permohonan
1 ; Mulai Berkas permohonan 5 menit :
Asing sesuai peraturan yang berlaku
2 |Memilih permohonan untuk diproses Permohonan Berkas permohonan 5 menit Permoho'nan yang
diproses akan diproses
Nama petugas yang
3 Meenneenégll::;] I|:::let;1rg]]a:nyang akan melakukan pletugas cek Pea]ag\\:vvslsan 5 menit akan melakukan cek
peng pang apangan 9 lapangan
Surat Perintah Surat Perintah
4 |Menerbitkan Surat Perintah Pengecekan Lapangan Pengecekan Konse'p Surat 30 menit Pengecekan
Lapangan Perintah
Lapangan
Menerbitkan Surat Persetujuan Perjalanan Di tuk Konsep Surat Surat Persetuj
5 enerbitkan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas (untu Surat Persetujuan| | Pertujuan 30 menit urat Persetujuan
lokasi di luar Depok) Perjalanan Dinas . . Perjalanan Dinas
) Perjalanan Dinas
Menyiapkan kelengk berk h dal -~ |
enyiapkan kelengkapan berkas permohonan dalam Kelengkapan . Kelengkapan berkas
6 |rangka pengecekan lapangan terhadap penjamin/ berkas Berkas permohonan 5 menit
. . permohonan
keberadaan dan kegiatan orang asing permohonan
. \I/ Format Laporan Format Laporan
7 Z/Iaenn?gir!:)lﬁgnfr?r;nat Laporan Pengecekan Lapangan Format Pengecekan 5 menit Pengecekan
P ¥ Laporan Lapangan Lapangan
Surat Perintah, SPPD,
berkas Hasil pengecekan
permohonan,format lapangan yang .
Melakukan pengecekan lapangan berdasarkan Surat Laporan Pengecekan . dituangkan ke dalam Dalam h.al dl.p.erlukan. dgpat
8 ) . . . 60 menit mengunjungi instansi lain yang
Perintah dari Kepala Kantor Imigrasi Cek lapangan Lapangan Laporan o
mengeluarkan izin.
Pengecekan
Lapangan
g |Melaporkan hasil pengecekan lapangan kepada Kasi Laporan Hasil Laepnorzgeizill 30 menit Laporan kepada
Wasdakim Cek Lapangan peng Kasi Wasdakim
lapangan
. . | | Laporan hasil Berkas yang telah
10 Memberlkan pengesahan dan rekomendasi Do pengecekan 1 menit disahkan Kasi
persetujuan/ penolakan )
lapangan Wasdakim
Lo Berkas yang telah Softcopy berkas
11 Mem!ndal Laporan Pengecekan Lapangan beserta disahkan Kasi 5 menit permohonan dan
lampirannya. . .
Wasdakim lampirannya
Berkas yang telah .
12 |Memberikan catatan keabsahan dokumen disahkan Kasi 1 menit Catatan keabsahan | Dilakukan dengan

Wasdakim

dokumen

menggunakan e-office




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

3 |Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
Keimigrasian;

4 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

KETERKAITAN
1. SOP Cekal.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan perizinan orang asing akan terhambat dan menyebabkan
penyalahgunaan izin tinggal, serta ketidaksesuaian dari prosedur yang ditetapkan.

NOMOR SOP W1.IML.IMI.4-0T.03.01-0387

TANGGAL PEMBUATAN | 04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

06 MARET 20282 patas, _

DISAHKAN OLEH

(]
=
5
2
5/
¥

PENGAYOMAN &
¥

NAMA SOP PROSES PENINDAKAN OVERSTAY OLEH ORANG ASING

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan . Keterangan
SRl Wasdakim Kepala Kantor Kelengkapan Waktu Output
Insarkom
Ekspedisi berkas permohonan dari Loket Orang Asing/ . Persyaratan permohonan sesuai
1 Insarkom Mulai Berkas permohonan 5 menit peraturan yang berlaku
2 |Registrasi permohonan ke dalam file Register Cekal Rzgilftfr Berkas permohonan 5 menit Datig;r;&t;?n di
eKa.
|
\/
Wawancara Orang Asing yang bersangkutan dan/atau . Hasil wawancara dan
3 penjamin 'Wawancaral Berkas permohonan 30 menit verifikasi petugas
4 |Membuat BAP untuk Overstay BAP Berkasf(;)rtra]:r;ogggan dan 60 menit Ha;:_l)r:z:tke;aA::ra
5 |Membuat BAPEN untuk Overstay BAPEN Berkisrg]eartrn B? :gg?\ln dan 30 menit Hasul)iﬁ(r;ée:)ﬁcara
6 |Pengoperasian Nyidakim untuk Overstay Nyidakim Berkas permohonan 30 menit Verlfll;a;ig:f)icekal Proses datani)/%r;(()i::)n pada alur
. . . Surat Perintah
7 |Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) SPM Berkas permohonan 15 menit Membayar
I . Denda terbayar dan
8 Ekspedisi berkas ke Loket Orang Asing untuk pembayaran B Berkas permohonan dan 5 menit data pemohon di
denda dan Entry Data ayar Surat Perintah Membayar komputer
9 |Catatan Keabsahan Dokumen Catatan Berkas permohonan 5 menit Verifikasi keabsahan | Memberikan catat'an keabsah an
keabsahan dokumen dokumen pada sistem e-office
1
10 [Pemeriksaan Cekal > Berkas permohonan 5 menit Verifikasi data cekal Apabﬂa m?syk dalam daftar cekal
Ya pemohon ditindaklanjuti pada alur SOP cekal
_— Memberikan catatan keterangan
Catatan penjamin bahwa Orang Asing yan
11 |Pemeriksaan Penjamin Berkas permohonan 5 menit (tidak masuk daftar 9 9 yang
bersangkutan tidak termasuk
cekal)
dalam daftar cekal
Ekspedisi berkas permohonan ke Loket Orang Asing/ Berk.a‘s selesai dan . Berkas permohongn
12 Insarkom ekspedisi ke Loket Orang 5 menit selesai proses di
Asing/ Insarkom Wasdakim




NOMOR SOP W1.IMI.IMI.4-0T.03.01-0388
TANGGAL PEMBUATAN 04 MARET 2024
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024
DISAHKAN OLEH KANTOR
PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA 3
. PENGAYOMAN RULLOH SHODIQ
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA NS A0 197103111999031001
ASTRELRS
NAMA SOP PROSES PENGECEKAN KEABSAHAN BERKAS DAN CEKAL
PERMOHONAN WARGA NEGARA ASING DARI INSARKOM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
3 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4 [Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
5
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Cekal; 1. Komputer/Printer/Scanner;
2. SOP Proses Pengecekan Lapangan terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing. 2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan perizinan orang asing akan terhambat dan menyebabkan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
ketidaksesuaian dari prosedur yang ditetapkan.




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan P . . Keterangan
etugas Kasi/ Kasubsi
Insarkom Wasdakim Wasdakim Kepala Kantor Kelengkapan Waktu Output
1 |Ekspedisi berkas permohonan dari Loket Orang Asing Berkas permohonan 5 menit Per§yaratan permohonan
sesuai peraturan yang berlaku
2 |Registrasi permohonan ke dalam file Register Cekal Register Berkas permohonan 5 menit Data pemohon
Cekal di komputer
Ya Apabila diperlukan dilanjutkan
—+p | H H
3 |Memeriksa keabsahan dokumen lapangan/ Berkas permohonan 10 menit Paraf di Perdim | pada alur SOP'Pengecekan
Permohonan Lapangan terkait Keberadaan
Tidak dan Kegiatan Orang Asing
Verifikasi Memberikan catatan
4 |Memberikan catatan keabsahan dokumen Keabsahan Berkas permohonan 5 menit keabsahan keabsahan dokumen pada
dokumen sistem e-office
Verifikasi data Apabila masuk dalam daftar
5 |Pemeriksaan cekal o> Berkas permohonan 5 menit cekal ditindaklanjuti pada alur
Ya cekal pemohon
SOP cekal
Tidak
Catatan Memberikan catatan
6 |Pemeriksaan penjamin Pengesahan Berkas permohonan 5 menit penjamin (tidak | keterangan bahwa Orang Asing
masuk daftar yang bersangkutan tidak
cekal) termasuk dalam daftar cekal
Berkas
kspedisi . . -
7 |Ekspedisi berkas permohonan ke Insarkom Ebzliiafl < Selesai ) Berkas selesal dan ekspedisi ke 5 menit permohonan
Insarkom selesai proses di
Wasdakim




NOMOR SOP

W1.IMI.IM1.4-0T.03.01-0389

TANGGAL PEMBUATAN

04 MARET 2024

TANGGAL REVISI

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Proses Pengecekan Lapangan terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan perizinan orang asing akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian darin prosedur yang ditetapkan.

TANGGAL EFEKTIF

T MAREERER S

DISAHKAN OLEH

EPAA KANTOR, -

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

PROSES PENGECEKAN KEABSAHAN BERKAS DAN CEKAL
PERMOHONAN WARGA NEGARA ASING DARI LOKET ORANG ASING

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Berkas persyaratan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
Alur Kegiatan Statuskim Petu T T Keterangan
gas Kasi/ Kasubsi
(Loket OA) Wasdakim Wasdakim Kepala Kantor Insarkom Kelengkapan Waktu Output
Ekspedisi berkas permohonan dari Loket Orang . Berkas . Berkas Persyaratan permohonan
1 . Mulai 5 menit )
Asing permohonan permohonan | sesuai peraturan yang berlaku
\
Registrasi permohonan ke dalam file Register Register Berkas . Data pemohon
2 8 5 menit )
Cekal Cekal permohonan di komputer
/ Ya ) )
3 |Memeriksa keabsahan dokumen < Cel > Berkas 10 menit Paraf di Perdim
lapangan permohonan Permohonan
Berkas Verifikasi
4 |Memberikan catatan keabsahan dokumen . 5 menit keabsahan
Tidak permohonan
dokumen
el Apabila masuk dalam daftar
5 |Pemeriksaan cekal Cekal? - Berkas 10 menit Verifikasi data cekal ditindaklanjuti pada alur
Ya permohonan cekal pemohon
SOP cekal
Tidak
Catatan
6 |Pemeriksaan penjamin Pengesahan Berkas 5menit | PEMaMN (tidak
permohonan masuk daftar
cekal)
Ekspedisi berkas permohonan ke Loket Orang . Berkas seles".a'l . Blangko paspor
7 Asin Ekspedisi dan ekspedisi 5 menit yang belum
9 berkas loket OA disahkan
. Ekspedisi Berkas selesai Blangko paspor
8 |Ekspedisi berkas permohonan ke Insarkom Selesai berkas dan ekspedisi 5 menit yang belum
loket OA disahkan




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI LANGSA

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
4  |Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

KETERKAITAN

1. SOP Cekal;
2. SOP Proses Pengecekan Lapangan terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing.

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian permohonan perizinan orang asing akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian darin prosedur yang ditetapkan.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-OT.03.01-0390

TANGGAL EFEKTIF 04 MARET 2024

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

DISAHKAN OLEH KANTOR,

ULLOH SHODIQ
97103111999031001

KEABSAHAN BERKAS DAN CEKAL NAMA
S| KELR

PERMOH G ASING PENJAMIN SUAMI/ISTRI WNI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office; 3.

Berkas persyaratan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku
S egialay Statuskim Petu i i i K L
gas | Kasi/ Kasubsi Kepala Instansi
Tata Usaha Kelengkapan Waktu Output
(Loket OA) | Wasdakim | Wasdakim | Kantor Terkait Bl >
Berkas Persyaratan permohonan
1 |Ekspedisi berkas permohonan dari Loket Orang Asing ‘ Mulai } 5 menit sesuai peraturan yang
permohonan
berlaku
2 |Registrasi permohonan ke dalam file Register Cekal Register | | Berkas 5menit | Data pemohon
Cekal permohonan di komputer
Bukan ) .
3 |Memeriksa keabsahan dokumen Pe"EOh“," Berkas 10 menit Paraf di Perdim
an baru? permohonan Permohonan
va Konsep
Menerbitkan permohonan konfirmasi keabsahan stansilu2 Kirim permohonan Verifikasi
4 perm ) ! gbodetabeks viapos konfirmasi 5 menit keabsahan
dokumen kepada instansi terkait
Tidak keabsahan dokumen
dokumen
Surat Perintah
Koordinasi ke
Menerbitkan Surat Perintah Koordinasi ke Instansi | A Metansi lud Ya Konsep Surat | Instansi terkait
5 ! " X Depok? Perintah 30 menit | permohonan
terkait permohonan konfirmasi keabsahan dokumen . o N N
Tidak Koordinasi konfirmasi
keabsahan
dokumen
Konsep Surat Surat
6 |Menerbitkan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas SPPD Persletujuan 30 menit Per§etu1uan
Perjalanan Perjalanan
Dinas Dinas
Berkas
|| fomberen
Meminta konfirmasi keabsahan dokumen kepada Konfifmasi ’ . konfirmasi
7 | N X Permohonan | 30 menit
instansi terkait N R keabsahan
konfirmasi dokumen
keabsahan
dokumen
Berkas
i permohonan, Laporan
8 Penlgecekan Iapangan terkait klebetradaan dan Surat Perintah | 60 menit Pengecekan
kegiatan Orang Asing dan penjamin
Pengecekan Lapangan
Lapanaan
Melakukan pemeriksaan terhadap Orang Asing dan Laporan Berkas " Laporan
9 I 90 menit
penjamin telaahan permohonan Telaahan
Berkas
permghonap, Softcopy berkas
o . - Konfirmasi
Memindai Laporan Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, . permohonan
10 . Pindai Keabsahan 10 menit
Laporan Telaahan, dan lampirannya dan
dokumen, )
lampirannya
Laporan
Telaahan
\ Berkas Verifikasi
11 |Memberikan catatan keabsahan dokumen a‘zgzrj - ermohonan 5 menit keabsahan
' Tidak P dokumen
Ya
. Berkas .| Verifikasi data Apabila maSUk da'.a’!‘ daftar
12 |Pemeriksaan cekal — ermohonan 10 menit cekal pemohon cekal ditindaklanjuti pada
Ya P P alur SOP cekal
Tidak Catatan
13 |Pemeriksaan penjamin Berkas 5menit | Penamin (tidak
permohonan masuk daftar
cekal)
Berkas selesai
14 |Ekspedisi berkas permohonan ke Loket Orang Asing Ekspedisi dan ekspedisi 5 menit Data biometri
berkas loket OA
Berkas selesai Arsip berkas
15 |Ekspedisi berkas permohonan ke Insarkom dan ekspedisi 5 menit sZIesai
linsarkom




PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl LANGSA

DASAR HUKUM

1 |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2 |Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3 |Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia;

4 |Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
5 |Keimigrasian;

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri;

6 |Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran llegal
7 |yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi;

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas || Depok Nomor: W11.IMLIMI.7.PW.01.01-0109 Tahun 2018 Tentang

8 |Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanggulangan dan Penanganan Imigran llegal, Pencari Suaka dan Pengungsi
pada Kantor Imigrasi Kelas Il Depok Tahun 2018.

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan imigran ilegal, pengungsi, atau pencari suaka akan terhambat
dan menyebabkan ketidaksesuaian dari prosedur yang ditetapkan.

NOMOR SOP W1.IMIL.IMI.4-0T.03.01-0391

TANGGAL PEMBUATAN | o4 MARET 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 06 MARET 2024

DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR,

NAMA SOP GUNGSI YANG BERADA DI WILAYAH KERJA KANTOR

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner;
2. Jaringan internet dan e-Office;
3. Kamera.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku

Alur Kegiatan Keterangan
Pelapor Petugas Security Wasdakim Kelengkapan Waktu Output
Dokumen Dokumen persyaratan berupa
1 |Memberikan dokumen persyaratan ke petugas security ‘ Mulai ’ Dokumen persyaratan 5 menit Kartu UNHCR, bukti domisili dan
persyaratan .
Buku Pelaporan Orang Asing
Mengantarkan dokumen persyaratan pelapor ke ruang Antar . Dokumen
2 Wasdakim dokumen Dokumen persyaratan 5 menit persyaratan
Ya / . Keputusan untuk
3 |Memeriksa dokumen persyaratan pelapor m;;zzr? Dokumen persyaratan 10 menit memanggil pelapor
ke ruang Wasdakim
4 |Mengantarkan pelapor ke ruang Wasdakim Antar Tidak Dokumen persyaratan 5 menit Pelapor ke ruang
pelapor Wasdakim
. - Formulir pendataan
. . . . . Formulir pendataan imigran . : s .
5 Mengisi formulir pendataan imigran ilegal, pengungsi ) ) llegal, pengungsi dan 5 menit imigran ilegal, Formulir diisi sesuai dengan data
dan pencari suaka Isi formulir ' : pengungsi dan pada kartu UNHCR
pencari suaka .
pencari suaka
6 |Mengambil foto pelapor Ambil foto Kamera 5 menit Foto pelapor
T
3 k . .
6 Memasukkan data pelapor ke dalam file Pendataan IG, Dokumen persvaratan 5 menit Data pelapor di Memasukkan data dalam file
Pencari Suaka & Pengungsi Entry Data persy komputer Access
1
\
6 |Cetak form Sidik Jari dan mengambil sidik jari pelapor Sidikjari Form sidik jari 5 menit Sidik jari pelapor
N : Surat Pernyataan Bagi
Menandatangani Surat Pernyataan Bagi Imigran llegal Imigran llegal yang
yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Tandatangan Menyatakan Diri sebagai Surat.Pemyataan )
g pernyataan . yang ditandatangani
Pengungsi Pencari Suaka atau
Pengungsi
- Fotokopi k
. . otokopi kartu
6 |Fotokopi kartu UNHCR pelapor Fotocopy Kartu UNHCR 5 menit UNHCR Pelapor
| isi | Buku Pelaporan Oran Buku Pelaporan
Pengisian Buku Pelaporan Orang Asing untuk Pengisian ) p 9 . Orang Asing untuk |Buku diisi dengan data pelapor dan
6 . ) Asing untuk Pengungsi 5 menit -
Pengungsi atau Pencari Suaka . Pengungsi atau cap tanggal pelaporan
atau Pencari Suaka h
Pencari Suaka
Buku Pelaporan
. . Buku Pelaporan Orang .
7 Memberikan Buku Pelaporan Orang Asing untuk Asing untuk Pengungsi 5 menit Orang Asing untuk

Pengungsi atau Pencari Suaka Pengungsi atau

atau Pencari Suaka Pencari Suaka




